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PRAKATA

Usaha untuk lebih menyempumnakan hasil Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan tahun 1981/
1982 senantiasa ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penelitian ke
daerah-daerah di Sumatera Selatan, tenaga dari Universitas Sri-
wijaya Palembang dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayuan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai andil
yang besar hingga terjalinnya aspek-aspek dalam proyek Inven-
tarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan
tahun 1981/1982 sesuai dengan penggarisan dari pusat.

Penelitian tersebut meliputi 5 aspek yaitu :

1. Sejarah Daerah Sumsel (Tentang Pelita di daerah terhadap
kehidupan masyarakat pedesaan)

Adat Istiadat Daerah Sumsel (Upacara Tradisional)

Geografi Budaya (Pemukiman Sebagai Kesatuan Ekosistem)
Daerah Sumsel

4. Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Selatan

Permainan anak-anak Daerah Sumatera Selatan.
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Sebagai hasil akhir yang didapat adalah berupa buku hasil
penelitian kelima aspek di atas. kami persembahkan untuk mem-
perkaya khasanah koleksi kebudayaan nasional kita di masa-masa
vang akan datang. Kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat
Il dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya se Sumatera Selatan serta semua pihak
yang membantu dan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam
penyelesaian target Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebu-
dayaan Daerah Sumatera Selatan tahun 1981/1982 ini kami ucap-
kan terima kasih. b 1 NOY 1485
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Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan
- Pemimpin

Ts. Zainal Abidin Hanif
NIP. 130232522 u




KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah,
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Ke-
budayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah meng-
hasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antara-
nya ialah naskah : SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP
KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DI DAERAH SUMA-
TERA SELATAN TAHUN 1981/1982.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu
hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap penca-
tatan, yang diharapkan dapat disempumnakan pada waktu-waktu
selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Di-
rektorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf
Provek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pe-
merintah Daerah. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Perguruan Tinggi, Leknasa/LIPP] dan tenaga akhli
perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini. maka kepada
semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghar-
gaan dan temma kasih. Demikian pula kepada tim penulis naskah
ini di daerah yang terdiri dari : Drs. Ma’'moen Abdullah, Dra. Ny.
Wenny Ma'moen, Drs. Bandiman, Drs. Djumiran, Drs. M. Alit-
mansyur dan tim penyempurna di pusat yang terdiri dari : Su-
trisno Kutoyo.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta oo,

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah
Pemimpin Proyek,
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SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Penulisan naskah penelitian kebudayaan daerah Sumatera Selatan
tahun 1981/1982 telah selesai, dan bahkan telah selesai pula di evalu-
asi pada tingkat Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Da
erah (IDKD ) pusat.

Aspek Upacara Tradisional. Arsitektur Tradisional Daerah Sumate
ra Selatan Permainan Anak Daerah Sumatera Selatan, Pemukiman se-
bagai Kesatuan Ekosistem Kasus Desa Swasembada Daerah Sumatera -
Selatan, dan " Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat
Pedesaan di Daerah Sumatera Selatan'' kini mendapat kesempatan un
tuk dicetak dan dijedarkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumenta
si Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan.

Kepercayaan yang telah dilimpahkan oleh IDKD pusat kepada —
IDKD Sumatera Selatan untuk mencetak serta mengedarkan buku di-
atas adalah suatu kepercayaan yang bernilai tinggi. Untuk itu kepada
Tim Proyek IDKD Sumatera Selatan dan segenap Tim Peneliti, baik i-
tu dari Universitas Sriwijaya atau dari Kanwil Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan melalui kesempatan ini di-
sampaikan rasa bangga dan terima kasih atas usaha serta ketekunan da
lam meneliti, mengolah serta menyusun suatu naskah yang amat ber-
harga itu.

Kepada Pimpro IDKD pusat yang memberi kepercayaan kepada
Daerah Sumatera Selatan dalam mencetak buku di maksud, juga kami
ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan i-
tu akan menjadi modal bagi petugas Proyek IDKD Sumatera Selatan
agar lebih giat lagi menjalankan tugasnya serta lebih menyempurnakan
hasil penelitiankebudayaan di daerah Sumatera Selatan.

Selanjutnya dengan menyadari akan kekurangan yang ada, dalam
usaha meningkatkan hasil penelitian kebudayaan daerah Sumatera Se -
latan selama ini, kiranya buku ini dapatlah memberikan dorongan dan
rangsangan untuk lebih mensukseskan usaha seterusnya. Selain itu ter.
kandung harapan agar buku yang berjudul " Sejarah Pengaruh Pelita
Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Sumatera Sela -
tan tahun 1981 /1982 dapat mepambah bahan koleksi di lingkungan
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional¥Depdikbud RI juga untuk pe-
ngetahuan bagi semua pembaca sebagai upaya untuk terus membina -
dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Sum. Selatan

& L

Drs. Ah Musa

NIP. 130096246
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. Rumusan Permasalahan

Pelita yvang telah dilaksanakan dalam dua tahap dan sekarang
telah memasuki tahap ketiga, sudah barang tentu telah membawa
pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita. khususnya terhadap
kehidupan masyarakat pedesaan di daerah ini. Pengaruh-pengaruh
yvang telah ditimbulkannya itu baik yang bersifat positip maupun
negatip, kiranya perlu diteliti dan dicatat secara cermat untuk
dijadikan bahan pemikiran dalam penyempurnaan kemung-
kinan-kemungkinan langkah pembangunan yang akan datang,
mengingat akan pengalaman masa lampau adalah guru vang baik.
Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan; sampai seberapa
jauh pengaruh PELITA telah menjangkau masyarakat pedesaan
di daerah ini dan bagaimana akibatnya bagi kehidupan mereka?

Tentu saja apa vang disebut pengaruh dalam topik ini mem-
punyai arti yvang sangat luas dan akan menjangkau setiap aspek
kehidupan. sehingga dalam laporan ini perlu dibatasi ruang ling-
kup permasalahannya.

Secara khusus pengaruh yang dimaksudkan itu hanya ter-
batas pada masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan
marga/dusun!)  saja, seperti : struktur pemerintahan marga/du-
sun (desa), cara pemilihannya, kedudukan dan peranan Pemuka
Masyarakat non formal dan keadaan organisasi politik atau non
politik dalam masyarakat pedesaan sejak dilaksanakannya PELITA
oleh Pemerintah.

2. Tujuan Penulisan

Penelitian/Pencatatan pengaruh PELITA terhadap kehidupan
masyarakat pedesaan bertujuan untuk mengadakan inventarisasi/
identifikasi data tentang pengaruh PELITA di dalam kehidupan

1) Drs. Bayu Suryaningrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979 Percetakan
Offset PT. Metro, Jakarta, 1980, halaman 17.



masyarakat pedesaan di daerah ini. Dari hasil inventarisasi data
tersebut, diharapkan Pemerintah dapat mengambil kebijaksanaan
dalam penyempurnaan langkah pembangunan yang akan datang.

Tujuan lain yang tidak kurang pentingnya dalam penulisan
ini, dianggap sebagai suatu langkah awal penulisan sejarah pelak-
sanaan PELITA oleh Pemerintah di daerah ini, yang dapat membe-
rikan sumbangan atau dorongan kepada mereka yang berminat
dalam usaha penulisan sejarah kontemporer Indonesia yang ber-
skala nasional di kemudian hari.

3. Ruang Lingkup Geografis

Sesuai dengan judul dan rumusan permasalahan penelitian
sebagai terurai di atas, maka daerah penelitian/pencatatan pe-
ngaruh PELITA Daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesa-
an meliputi wilayah Propinsi Sumatera Selatan, di mana pusat
konsentrasi lapangan telah dipilih sembilan marga yang mem-
bawahi beberapa dusun terletak dalam wilayah kekuasaan Ting-
kat II.

Ke-9 marga tersebut terletak dalam daerah Kabupaten Lahat
masing-masing Marga Gumai. Marga PS. Merapi dan Marta IV.
SN. Agung; daerah Kabupaten MUBA masing-masing Marga
Menteri Melayu, Marga Bangkalan Balai dan Marga Talang Kelapa
dan tiga Kelurahan yang terletak dalam Kota Madya Palembang.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis dan ekosistem.
seperti tinggi rendahnya tanah dari permukaan laut. buruk baik-
nya komunikasi antara satu dengan yang lainnya dan adanya per-
kebunan-perkebunan rakyat setempat (karet-kopi, tembakau),
diharapkan daerah-daerah tersebut dapat mewakili daerah Su-
matera Selatan secara keseluruhan.

4. Pertanggungjawaban Penulisan

Pelaksanaan Penelitian ini berdasarkan surat perjanjian kerja
antara Penanggungjawab Aspek dengan Pimpro IDKD Sumatera
Selatan tanggal Media Agustus No. 27/IDKD/VI/81/Sumsel
vang memakan waktu lebih kurang enam bulan, yaitu dari masa
persiapan sampai menjadi suatu naskah laporan. Sesuai dengan
pengarahan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pimpin-
an Proyek IDKD Pusat, pcnelitian di lapangan pada sembilan
buah Marga vang kiranya dapat mewakili seluruh wilayah Su-
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matera Selatan, mengingat sebahagian besar masyarakat pedesaan
hidup bercocok tanam, kecuali masyarakat dalam Kota Madya
Palembang.

Marga yang terletak di daerah Kabupaten Lahat merupakan
daerah pegunungan, yang rata-rata tinggi tanah dari permukaan
laut 80 meter dan memungkinkan adanya perkebunan kopi/
tembakau rakyat di samping sistem perladangan yang berlaku
dari zaman ke zaman. Demikian pula mengenai Kabupaten MUBA
yang terletak pada ketinggian * 10 meter dari permukaan laut,
merupakan dataran rendah atau rawa-rawa yang banyak me-
miliki perkebunan karet rakyat, di samping sistem persawahan
yang berdasarkan curah hujan. Sedangkan masyarakat Kotama-
dya Palembang sendiri hidup dari usaha dagang, kerajinan, buruh
dan lain-lain.

Sebagaimana lazim dilakukan oleh peneliti-peneliti di lapang-
an, maka dibentuklah suatu tim peneliti dan kemudian ditetapkan
lokasi-lokasi sebagai sampel dari populasi yang akan diteliti. Pe-
nelitian telah berlangsung sejak bulan Agustus hingga awal bulan
Desember 1981 dengan didahului studi kepustakaan yang berhu-
bungan dengan masalah vang diteliti. Pengolahan dan analisa
data berlangsung selama bulan Nopember sampai akhir bulan
Januari 1982, dan seterusnya dilanjutkan dengan penulisan naskah
sebagai laporan terakhir.

Metode penelitian yang digunakan sebagai landasan kegiatan
pelaksanaan untuk mendapatkan sumber data adalah "metode
penelitian kualitatif”’. di mana perhatian difokuskan pada metode
grounded research yang pernah dikembangkan oleh Barney G.
Glaser dan Ansel L. Strauss dalam bukunya The Discovery of
Grounded Theorv : Strategies for Qualitative Research.?) Menu-
rut pendapat kami metode tersebut lebih banyak memberikan
kemungkinan bagi pemakainya untuk mengembangkan dir. ter-
utama sewaktu melakukan penelitian di lapangan. Peneliti, di sam-
ping melakukan studi kepustakaan. diberi kebebasan yang agak
luas di lapangan untuk mencari atau menemukan bahan-bahan
keterangan yang dibutuhkan, untuk dapat memahami kehidupan

2) Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded theory
Strategies for Qualitative Research, cetakan ke-6, Chicago, Adhne: 1974,



masyarakat pedesaan atau masalah yang dipelajarinya sejauh
mungkin. Dalam kaitan ini dapat dilakukan melalui wawancara,
observasi dari dekat dan membuat serangkaian daftar pertanyaan.
Meskipun penekanannya pada metode kualitatif, peneliti tidak
menutup mata terhadap cara-cara kuantitatif apabila hal itu me-
mang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.3)
Jadi. dengan terbukanya segala kemungkinan atau cara yang se-
cara ilmiah bisa diterima bagi peneliti sewaktu berada di lapangan
dan dalam seluruh proses kegiatannya, diharapkan akan dapat
menghasilkan suatu hasil studi yang agak lengkap, yaitu suatu ha-
sil penelitian yang akan memberikan pengertian bersifat umum
kepada pembaca.

Penelitian lapangan yang dimulai dengan peninjauan penda-
huluan selama kurang lebih seminggu. untuk menemui kepala-
kepala Marga/desa (Pesirah) setempat sebagai pemberitahuan ke-
pada mereka mengenai maksud dan tujuan peneliti, sambil menye-
rahkan daftar pertanyaan (questionaire) kepada masing-masing
kepala Marga atau Pemuka masyarakat setempat. Setelah itu pene-
liti datang kembali untuk menemui kepala marga/desa atau pemu-
ka-pemuka masyarakat setempat. sambil berwawancara langsung
untuk memperoleh data vang masih diperlukan. Sebagai langkah
untuk mendapatkan data yang diperlukan dapat disimpulkan se-
bagai berikut :

4. Studi kelayakan dan observasi ke Marga-marga sambil me-
nyerahkan daftar pertanyaan kepada Pesirah/Lurah (Sirah
Kampung) dan pemuka-pemuka masyarakat setempat.

b. Beberapa minggu kemudian peneliti datang kembali untuk
mengambil jawaban dari daftar pertanyaan tersebut di atas
dari para informan, sambil menanyakan sesuatu yang dianggap
perlu dalam penelitian ini.

¢. Sementara itu studi kepustakaan dilakukan terus menerus
sebagai unsur penunjang/pelengkap, untuk membandingkan

3) Perbedaan antara metode Kualitatif dan Kuantitatif hanya terletak pada pene-
kanan pemakaiannya saja, karena peneliti tidak mungkin kiranya secara mutlak
memakai satu macam metode saja dengan menyampingkan metode lain.



bahan-bahan yang telah diperoleh dari lapangan atau bahan-
bahan vang erat hubungannva dengan tujuan penelitian studi
kepustakaan ini.

Suatu pengalaman yang permnah dialami oleh peneliti dalam
memperoleh data. nampaknya kepalakepala marga/desa yang
baru diangkat dengan usianya vang relatip muda. nampaknya
kurang terbuka dalam memberikan informasi. apabila perta-
nyaan-pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan masalah
keuangan. masalah partai politik dan nomor-nomor surat keputus-
an (SK) vang menyangkut masalah kegiatan pembangunan dusun-
dusun dalam Marganya. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya
pengetahuan dan pengalaman dalam tugasnya, dan mungkin juga
merasa dirinva dikontrol yang sedikit banyaknya akan menjatuh-
kan kedudukan/namanya sebagai penguasa setempat. Sedangkan
masalah politik dalam masyarakat pedesaan, penguasa-penguasa
tersebut dalam memberikan informasi sangat berhati-hati. bahkan
boleh dikatakan tidak banyak memberikan komentar, justru ke-
giatan partai-partai politik itu sendiri hanya terdapat di ibukota
Kecamatan. Oleh karena itu, data yvang berhubungan dengan masa-
lah-masalah tersebut di atas dalam laporan ini kurang memuaskan.




BAB 11
KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

1. Keadaan Lingkungan dan Penduduk

Secara administratif wilayah Propinsi Sumatera Selatan ter-
diri dari delapan Kabupaten dan dua Kotamadya dengan luas se-
luruhnya *+ 109.254 km?2. Palembang sebagai ibukota Propinsi
merupakan kota terbesar di daerah ini, terletak di sebelah menye-
belah sungai Musi yang dihubungkan oleh jembatan ”Ampera™,
sebagai hasil pembangunan setelah zaman Kemerdekaan Indonesia.
Selain jalan raya dan jalan kereta api yang menghubungkan satu
kota dengan kota yang lain, Sungai Musi dengan sembilan anak
batangharinya masih dirasakan memegang peranan penting sebagai
sarana transportasi sekarang ini. Apabila kita memperhatikan peta
daerah Sumatera Selatan, maka akan tampak oleh kita bahwa
daerah ini pun seperti daerah-daerah lain di sepanjang pulau Su-
matera, terbagi atas dua daerah berdasarkan tinggi rendahnya dari
permukaan laut. Sebelah barat yang menjadi hulu Batanghari
Sembilan!)sampai ke lereng Bukit Barisan merupakan dataran ting
gi (pegunungan) dengan hutan yang lebat, sedangkan daerah-daerah
menyisir pantai timur Sumatera sebagian besar merupakan datar-
an rendah dan rawa-rawa. Semakin dekat dengan pantai atau
kuala sungai, daerahnya terdiri dari rawa-rawa penuh rimba kayu
bakau (mangrove) seperti : kayu gelam. pohon nipah dan lain-
lain. Pohon-pohon itu kemudian bersambung dengan hutan-hu-
tan lebat ke pedalaman yang amat sukar dimasuki. Oleh karena
letaknya di daerah tropis. iklimnya yang lembat dan curah hujan
vang tinggi/banyak sekali. Meskipun sepanjang tahun daerah ini
mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi?), namun masyara-
kat masih dapat membedakan antara musim hujan dan musim ke-
marau. sebagai dasar perhitungan untuk menentukan musim
tanam di ladang dan di sawah.

1) Batanghari Sembilan terdiri dari: sungai Komering, sungai Ogan. sungai Lematang,
sungai Batanghari Leko, sungai Rawas. sungai Rupit. sungai Kelinci. sungai Belitu,
dan sungai Lakitan yang merupakan anak sungai Musi.

2) R.W. van Bemmelen. The Geolog, of Indonesia, vol. A, the Hague, 1946 hal. 6.



Seperti telah kita ketahui di daerah ini sangat ditentukan oleh

angin musim, yang pada bulan-bulan Nopember—Desember—Ja-
nuari—Pebruari dan Maret angin berhembus dari arah barat dengan
membawa hujan, sedangkan dalam bulan-bulan Mei—Juni—Juli—
Agustus dan September angin berhembus dari jurusan tenggara
yang membawa udara kering dari benua Australia.
Oleh karena musim tanam hanyalah berlaku satu kali setahun.
maka tidak mengherankan pada akhir-akhir ini masyarakat pede-
saan telah memulai menanam padi pada daerah-daerah lebak yang
dipengaruhi oleh pasang surut, terutama daerah-derah sekitar kuala
sungai dan daerah pantai timur. Mengenai sungai-sungai di daerah
ini nampaknya mempunyai perbedaan tinggi permukaan air pada
sepanjang aliran, tebingnya curam, banyak rintangan batang kayu
yang tidak hanyut, terbenam di pinggir-pinggir sungai, banjir
setiap tahun dengan proses pendangkalan dan pembentukan rawa-
rawa berlangsung terus sampai ke muara sungai. Oleh karena itu
sungai-sungai tersebut tidak dapat dilayari oleh kapal-kapal biasa
dengan muatan yang cukup besar.

Sungai Musi yang panjangnya * 553 km menjadi induk Ba-
tanghari Sembilan, mulai dari muara sungai Lematang sudah ter-
dapat pembentukan rawa-rawa sampai ke kuala Sunsang (daerah
Upang). Pada tiap kali pasang naik. permukaan tanah di daerah-
daerah tersebut selalu digenangi air. terutama di musim hujan
hampir sebagian besar terendam air dan penuh dengan lumpur.
Letaknya di daerah tropis sebelah selatan khatulistiwa, iklimnya
yang lembab dan hujan yang turun banyak sekali, sedangkan hu-
tan sudah berhenti pada ketinggian 1000 meter di daerah pegu-
nungan sebagai akibat pengawanan yang tebal dan dingin yang ku-
at. Dahsyatnya tantangan alam terhadap manusia Batanghari
Sembilan, perjuangan menguasai atau dikuasai alam, berjuang me-
lawan hutan rimba dan rawa-rawa untuk perkebunan/ladang dan
persawahan, sebaliknya hutan dan rawa-rawa itu pulalah yang
memberikan kebutuhan hidup.:Kayu-kayu yang bermutu tinggi
dapat dijadikan bahan perumahan dan kapal/perahu, alat-alat
meubel dan lain-lain. Demikian pula sungai-sungai dan lebak
lebung di daerah rawa-rawa menghasilkan ikan basah/kering, vang
semuanya menjadi sumber kekayaan dan sekaligus menjadi alat
penukar dengan barang-barang dari luar. Sebagai akibat keadaan
lingkungan alam, lebatnya hutan rimba dan sukarnya hubungan

7



dari desa yang satu ke desa yang lain terutama di musim hujan.
maka sungailah yang menjadi faktor terpenting bagi lalu lintas
perdagangan, pemasukan kebudayaan dari luar oleh golongan
pendatang yang berasal dari daerah sekitarnya.

Mengenai batas Propinsi Sumatera Selatan dengan daerah
Jambi—Bengkulu dan Lampung. secara mutlak tidak ada ke-
tentuan yang dibuat oleh manusia, kecuali batas-batas yang telah
ditetapkan berdasarkan sejarah pertumbuhan daerah dan kemu-
dian diikrarkan oleh perjanjian antar daerah.

Batas alamiah yang dapat diketengahkan adalah Bukit Barisan
vang memisahkan daerah ini dengan Propinsi Bengkulu dan alir-
an sungai Masuji yang memisahkan dengan Propinsi Lampung.

Sumatera Selatan vang meliputi delapan Kabupaten (Musi
Rawas, Musi Banyuasin, Lematang Ilir Ogan Tengah, Lahat. Ogan
Komering Ilir. Ogan Komering Ulu, Bangka. Belitung) dan dua
Kotamadya (Palembang dan Pangkal Pinang) didiami oleh berbagai
suku bangsa dengan dialek bahasa, adat istiadat yang berbeda-be-
da. Menambah ragam suku bangsa di daerahini terdapat pula go-
longan pendatang, sehingga timbul istilah adanva penduduk ash
vang dikenal dengan nama “suku anak dalam™. Suku anak dalam
ini mendiami daerah pedalaman Kabupaten Musi Banyuasin. se-
perti : daerah Banyulincir, daerah Bayat dan daerah sungai Lilin.
Di samping itu terdapat pula di daerah pantai pulau Belitung suku
Sekak atau Sawang dan di pulau Bangka terdapat suku Mapur
vang hidupnya di daratan.3)

Tiap-tiap Kabupaten memiliki logat/bahasanya masing-masing
yang pada dasarnya dapat dipahami oleh satu sama lainnya, ke-
cuali bahasa Komering dan bahasa Kayuagung. Di Kabupaten Ogan
Komering Ulu terdapat suku Ranau, Kisam, Komering dan Ogan.
Di Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) terdapat suku
Semendo Darat, Lematang dan suku Enim. Di Kabupaten Lahat
terdapat suku Pasemah, Kimkim, Lintang dan Lematang. Selan-
jutnya di Kabupaten Musi Rawas (MURA) dan Musi Banyuasin
(MUBA) terdapat suku Rejang, Palembang, Rawas, Kubu dan
Saling.4)

3) Team Penyusun Monografi Daerah Propinsi Sumsel, Monografi Sumatera Selatan,
Perwakilan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumsel. 1974, hal. 39.
4)  Adat istiadat Daergh Sumatera Selatan, Proyek IDKD, 1977/1978 hal. 36.
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Barang siapa yang pernah berlayar menyusur sungai Musi
dengan anak-anak sungainya, maka tampak di kiri kanan sungai-
sungai tersebut penuh dengan hutan belukar dengan diselingi oleh
dusun-dusun kecil yang merupakan pusat kehidupan masyarakat
pedesaan. yang termasuk dalam masyarakat hukum teritorial yang
terkecil dan yang dikelola oleh seorang Kerio dibantu oleh bebera-
pa orang Punggawa. Pada umumnya rumah rakyat didirikan di
atas tiang kayu dan besar kecilnya rumah tergantung pada ke-
mampuan sosial ekonomi pemilik rumah tersebut. Model rumah
adalah model limas dengan posisi letaknya menghadap ke jalan
atau membelakangi sungai (perigi) dan beratap genteng. Pada
beberapa tempat kita temui rumah rakit yang terapung di atas
air sebagai tempat tinggal, yang terbuat dari kayu dengan kamar
mandi/WC terbuka dipergunakan sebagai tempat mandi dan men-
cuci pakaian dengan panorama anak-anak nakal telanjang bulat
bercemplungan di air menikmati olahraga air sehari-hari (daily
watersport) sampai saat ini suasana seperti tersebut di atas masih
nampak dan masih segar sekali di daerah Ukuan, walaupun di kota-
kota besar telah banyak mengalami perubahan dan pertumbuhan
dengan gedung batu yang cukup modern. Betapa besarnya penga-
ruh alam lingkungan terhadap perilaku kehidupan peorangan
atau kelompok, walaupun adanya faktor demografis penduduk
yang tipis di daerah yang amat luas — perjuangan yang berat me-
lawan tantangan alam yang hebat. tetapi karena tanah merupakan
unsur penting dalam kehidupannya, maka pola kehidupan masya-
rakat pedesaan hampir seluruhnya bertani.

Tanah adalah dasar kehidupan dan mempunyai nilai tertentu
dalam hubungan dengan penduduk, sehingga unsur pemilikan
tanah/kebun sebagai unsur yang menentukan status seseorang
dalam masyarakat pedesaan. Berdasarkan atas pemilikan tanah
itu, di daerah Uluan dikenal dua macam golongan petani, yaitu :
golongan pemilik tanah dan golongan penggarap tanah. Di sam-
ping kedua golongan ini, pada akhir-akhir ini terdapat sekelom-
pok yang bekerja sebagai buruh perkebunan dan pegawai negeri.
Stratifikasi sosial yang berdasarkan kelahiran nampaknya semakin
lama* semakin menciut artinya dalam proses perkembangan ma-
syarakat pedesaan, namun stratifikasi yang baru yang condong
untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sis-
tem birokrasi kepegawaian atau atas dasar pendidikan (sekolah)
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belum mendapat wujud yang mantap. Tidak mengherankan jika
dalam masyarakat pedesaan sekarang ini, faktor uang dan tinggi
rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian berdasar-
kan pendidikan formal nampaknya cenderung merupakan unsur
dasar penilaian masyarakat pedesaan terhadap seseorang. Dari
unsur uvang dan tinggi rendahnya pendidikan sekolahan (formal).
timbullah penghargaan orang-orang dalam masyarakat. Keadaan
yang demikian itu nampaknya ada persamaannya dengan keadaan
di tempat-tempat lain di Asia Tenggara’) yaitu di negara-negara
yvang sedang berkembang. Di samping itu terdapat pula stratifikasi
sosial atas dasar kekayaan dalam masyarakat pedesaan seperti :
golongan orang kaya. golongan cukupan dan goiongan miskin
yang harus diterima oleh mereka berdasarkan takdir. Pengakuan
terhadap struktur sosial atas dasar takdir itu, menunjukkan cukup
kuatnya unsur keagamaan yang telah mencampuri segala aspek
kehidupan masyarakat tradisional pada umumnya. Oleh karena itu
dalam masa pertumbuhan masyarakat pedesaan setelah masa
Pengakuan . Kedaulatan Republik Indonesia. unsur agama telah
memberikan warna vang jelas dalam kehidupan sosial budava.
Demikian kuatnya pengaruh agama Islam dalam masvarakat agra-
ris tradisional yang dapat menjadi dasar ikatan perkelompokan,
merupakan salah satu ukuran untuk menetapkan seseorang dapat
atau tidak disegani dan dihormati oleh masyarakatnva.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di beberapa Marga 6/
maka dalam masyarakat pedesaan yang sedang bertumbuh dan
berkembang dengan segala pemilikan-pemilikan masa lampaunya
dan pemelukan/penerimaan hal-hal baru sekarang ini. terdapat
tiga macam penghargaan, yaitu : kekayaan. pendidikan dan
agamd.

5) Syed Hussein Allatas. Modernization in Sourh East Asia, (London., New York,
Melbourne : Oxford University Press, 1973), halaman 161.

6) Istilah Marge hanya dikenal di daerah Sumatera Selatan. yang dapat dinamakan
dengan Kampung (Jawa Barat). Gampong (Acch), Huta/Kuta (Tapanuli). Vegori
(Maluku), Vegeri (Minangkabau), Wanua (Minahasa). Gaukay (Makasar) dan Dusun
(Lampung). Sedangkan dalam kota Palembang sendin tidak dikenal istilah itu.
vang dipakai hanyalah Kampung, yang dikepalai oleh Sirah Kampung atau sekarang
mi menjadi “Lurah Kampung”. Adapun Marga dikepalai oleh seorang Pesirah
vang mengkoordinir beberapa buah dusun, dan tiap-tiap dusun dikepalai oleh se-
orang Kerio yang dibantu oleh beberapa Pungeawa.
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Jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat daerah ini
pada umumnya. di samping padi disawah dan diladang . hampir
seluruhnya berupa jenis tanaman untuk diperdagangkan seperti
karet atau kopi. yang menunjukkan suatu kegiatan yang merupa-
kan indikasi masyarakat tani sudah dimasuki unsur rumah tangga
keuangan. Oleh karena pengaruh ekonomi keuangan yang telah
menjalar pada masyarakat pedesaan yang relatif terbuka, maka
prinsip ekonomi dalam Kkegiatan pertanian/perkebunan rakyat
dapat dilihat pada sistem bagi hasil antara pemilik dan peng-
garap/penyadap karet.

Sistem bagi hasil pada akhir- aklur ini ditentukan oleh suatu
kontrak/perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti sawah/
ladang yang luas arealnya satu hektar si pemilik mendapat bagian
200 sampai 300 kaleng padi, sedangkan dalam hal penyadap karet
berlaku separuh-separuh dari hasil bersih. Meskipun adanya penga-
ruh ekonomi keuangan dalam masyarakat pedesaan, namun prin-
sip gotong royong yang dikenal dengan istilah bawe masih dira-
sakan oleh masyarakat setempat apabila musim tanam/panen di-
mulai. Sebegitu jauh pengaruh ekonomi keuangan ini lebih nam-
pak pada pemakaian alat-alat dapur dan barang-barang lux lain-
nya seperti : kompor menggantikan funksi kayu api, periuk alu-
minium menggantikan periuk tanah, sendok aluminium/stenlis
menggantikan sendok seng, piring porselen menggantikan piring
seng dan lain-lain. Demikian pula pemakaian radio transistor da-
lam bentuk besar dan kecil. Pendek kata semua kegiatan vang
berhubungan dengan pertanian/perkebunan tradisional sekarang
ini lebih condong untuk berkembang atas dasar prinsip ekonomi,
seperti yang berlaku dalam sistem upah dan bagi hasil. Sejalan
dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pedesaan
yang telah dipengaruhi oleh ekonomi keuangan setelah Penga-
kuan Kedaulatan, kesadaran untuk memperoleh pendidikan (for-
mal) semakin meningkat dari tahun ke tahun dan akan kami urai-
kan berikut ini.

2. Keadaan Pendidikan Pemerintah dan Swasta

Pada jaman Pendudukan Jepang perkembangan pendidikan
di daerah ini sangat menyedihkan. bahkan banyak sekolah yang
telah dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda dibubarkan atau
membubarkan diri. Tidak mengherankan apabila pada awal Revo-
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lusi Fisik, banyak di antara pemuda/pemudi yang berasal dari da-
erah ini melanjutkan sekolahnya ke Jawa, mengingat langkanya
sekolah-sekolah umum dan kejuruan tingkat menengah. Di sam-
ping itu faktor biaya yang jauh lebih murah jika dibanding dengan
biaya hidup di daerah ini merupakan faktor yang menguntung-
kan/meringankan bagi orang tua yang mau menyekolahkan anak-
anaknya. Oleh karena itu pada tahun lima puluhan berduyun-
duyun putera/puteri daerah ini pergi bersekolah ke Jawa. Tetapi
setelah tahun enampuluhan dan seterusnya, mulailah bertambah
sekolah-sekolah menengah umum baik yang didirikan oleh Peme-
rintah maupun atas usaha Swasta di dalam kota Palembang. De-
ngan bertambahnya sekolahsekolah lanjutan pertama dan lanjut-
an atas yang mula-mula hanya terbatas di dalam kota Palembang,
yang pada tahun-tahun berikuinya mulai berkembang ke seluruh
wilayah Propinsi Sumatera Selatan, yaitu dengan dibukanya Se-
kolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas di setiap
ibukota Kabupaten, maka dari tahun ke tahun semakin berku-
ranglah putera/puteri daerah ini meneruskan pelajarannya ke
Jawa.

Seperti pada jaman pemerintah kolonial Belanda sistem per-
sekolahan didasarkan golongan. baik berdasarkan golongan bangsa
maupun status sosial, dengan demikian yang dapat diterima pada
sekolah-sekolah HIS (Hollandsch Inlandsche School), HCS
(Hollandsch Chinese School), schakel School, MULO (Meer Uit-
gebreid Lager Onderwijs), Kweekschool dan sejenisnya. hanyalah
anak-anak orang tertentu (anak-anak penguasa setempat yang di-
angkat oleh Pemerintah Hindia Belanda), seperti : anak Demang/
Asisten Demang, anak Pesirah/Pembarap dan anak Kerio. Sedang-
kan anak-anak rakyat jelata hanyalah diperkenankan masuk pada
sekolah Desa (Volkschool) yang di daerah ini dikenal dengan na-
ma "'Sekolah Angka Tiga”. Bagi anak-anak keturunan Cina di-
dirikan sekolah khusus yang dikenal dengan nama HCS (Hollands
Chinese School). Tetapi setelah jaman kemerdekaan (sebenarnya
telah dirintis pada jaman Jepang) keadaannya berubah, sistem
persekolahan di daerah ini seperti juga halnya di daerah lain di
Indonesia, hanya mengenal tiga tingkatan persekolahan untuk
semua golongan masyarakat : (1) Pendidikan/Sekolah Rendah,
(2) Pendidikan/Sekolah Menengah dan (3) Pendidikan/Sekolah
Tinggi. Sebagai akibat adanya kesempatan belajar yang diberikan
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kepada setiap anak (sesuai dengan Pancasila/UUD’45). maka
perkembangan pendidikan di daerah ini cukup menggembirakan.
hal mana dapat dilihat dari jumlah murid yang terus bertambah
dari tahun ke tahun untuk ketiga sekolah tersebut di atas. teruta-
ma pada sekolah-sekolah Rendah/Rakvat yang boleh dikatakan
telah merata dibuka di daerah pedesaan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL I

Sekolah Rakyat Negeri di daerah Sumatera Selatan
tahun 1951 — 1954

Tahun Jumlah

Sekolah Murid Guru
1951 — 1952 1298 244295 4630
1952 — 1953 1333 254671 4695
1953 — 1954 1347 265389 4559

Sumber : Kementerian Penerangan Republik Indonesia Prop. Sum. Sel.

Berdasarkan laporan Kepala Inspeksi Sekolah Rakyat Propinsi
Sumatera Selatan yang pada waktu itu meliputi Wilayah Kere-
sidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu dan Keresidenan Lam-
pung, Jumlah seluruh Sekolah Rakyat Negeri pada akhir tahun
1954 sebanyak 1347 dengan memiliki 1357 bangunan sekolah.”)
Di antara 1357 bangunan sekolah tersebut terdapat 519 rumah
partikelir, 636 milik Marga dan 202 bangunan milik Pemerintah/
Kementerian P.P. dan K. vang telah dilimpahkan kepada daerah

7) Wawancara dengan eks Kepala Inspeksi Sekolah Rakyat Prop. Sumatera Selatan.
Bapak A. Situmorang, Palembang.
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Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan P P. 65 tahun 1950. Se-
mentara itu pada tahun-tahun berikutnya didirikan 44 buah ge-
dung Sekolah Rakyat. sehingga secara keseluruhan jumlah gedung
Sekolah Rakyat di daerah Sumatera Selatan menjadi 1401 buah.
Apabila kita melihat gedung-gedung sekolah yang dipergunakan
di dalam kota-kota besar. seperti Palembang, Bengkulu dan Teluk-
betung/Tanjung Karang saja, maka kesan pertama menunjukkan
keadaan yang agak lumayan. Tetapi apabila kita meninjau bangun-
an/bilik kelas yang dipergunakan di daerah pedesaan (Uluan),
akan nampak keadaan yang sangat menyedihkan. Sebagian besar
bangunan sekolah rakyat yang pernah didirikan oleh pemerintah
kolonial Belanda yang pada masa pendudukan Jepang ada yang
menjadikan tempat pengumpulan hasil bumi/asrama, sudah lapuk
dan hampir roboh karena tidak pernah diperbaiki. Jumlah bilik/
lokal belajar jauh lebih sedikit dari pada jumlah kelas yang diper-
lukan, sehingga bangunan yang sudah tidak memenuhi syarat ter-
sebut terpaksa dipergunakan dari pagi hari sampai petang. Ge-
dung-gedung Sekolah Rakyat di dusun-dusun merupakan pening-
galan gedung Sekolah Desa yang hanya memiliki tiga ruang kelas.
Sedangkan dalam perkembangannya Sekolah Desa itu sendir
setelah Pengakuan Kedaulatan. telah tumbuh menjadi Sekolah
Rakyat enam tahun. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apa-
bila ketiga bilik/ruang kelas tersebut dipergunakan terus menerus
dari pagi sampai petang secara bergiliran.

Mengingat bahwa sekolah-sekolah rakyat negeri di daerah
Uluan — terutama di ibukota Marga. tidak cukup untuk menam-
pung murid-murid baru yang jumlahnya kian tahun semakin ber-
tambah sedangkan lokal yang tersedia pada waktu itu sangat
terbatas, maka banyak orang tua murid memasukkan anaknya
ke sekolah agama yang terdekat, atau mengirimkannya untuk me-
ngaji (membaca Al Qur’an) pada seorang Kyai. Hal semacam itu
memang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat pedesaan
di daerah ini yang berdasarkan agama Islam, bahwa anak yang
ideal bagi orang tua adalah anak yang saleh dan tahu adat lembaga
masyarakatnva. Oleh karena itu hampir semua dusun memiliki
tempat mengaji dan di setiap Marga terdapat sebuah Madrasah
yang didirikan oleh pemuka-pemuka agama (Kyai). Yang diuta-
makan dalam pengajaran mengaji adalah kefasihan membaca
huruf-huruf Arab di dalam kitab Al Qur’an, sedangkan arti dari
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bacaan tidak dipelajari. Pada umumnya pelajaran yang diberikan
oleh Kyai bersifat elementer saja. Jika mereka ingin melanjutkan
pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi mereka dapat memasuki
sekolah madrasah yang terdekat. Pada jaman dulu sebagian besar
dari masyarakat pedesaan terutama yang tinggal di daerah terpen-
cil, mempelajari pengetahuan agama hanyalah sampai taraf dasar.
sehingga kurang memahami ajaran Islam secara lebih mendalam.
Pengetahuan agama nampaknya lebih banyak didengar dari orang
tuanya atau neneknya yang bersifat taklik.

Meskipun pada umumnya masyarakat pedesaan di daerah Ulu-
an adalah pemeluk agama Islam yang taat, tetapi karena kurangnya
pengertian, maka kepercayaan kepada takhayul/dukun-dukun
setempat belum dapat dibuang.

Mengenai sekolah agama yang setingkat dengan Sekolah Rak-
yat dan disebut Madrasah Ibtidaivah,8) baik yang terdapat di
ibukota Kabupaten, maupun di Kecamatan dan Marga tercatat
120 buah sekolah Agama yang berstatus swasta. Pada umumnya
sekolah-sekolah tersebut merupakan hasil usaha swadaya masya-
rakat setempat yang dipimpin oleh pemuka-pemuka Agama/
Guru Agama sebagai lanjutan dari sistem pengajian yang ada di
dusun-dusun pada waktu itu dan sebelumnya. Di samping pe-
muka-pemuka agama/guru agama setempat yang mengelola se-
kolah-sekolah tersebut. peranan organisasi Muhammadiyah di kota
Palembang dan daérah sekitarnya. merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari usaha masyarakat Islam untuk memberikan
dasar yang kokoh kepada anak-anak mereka. sesuai dengan pan-
dangan hidup masyarakat pedesaan umumnya.

Mengingat biaya dan tahun ke tahun semakin meningkat.
vang diperlukan untuk memperbaharui alat-alat dan sistem peng-
ajaran yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. maka atas

"kehendak sendiri sekolah-sekolah agama mengajukan permohonan
kepada Departemen Agama RJ untuk dinegerikan. Akhirnya se-
telah diadakan penilaian oleh Kanwil Departemen Agama Pro-
pinsi Sumatera Selatan, sebanyak 14 buah sekolah Agama dengan
Surat Keputusan (SK) Menteri Agama telah diresmikan sebagai

8) B. P3K, Pendidikan di Indonesia dari Jarnan ke Jaman, Dep. P dan K, Jakarta.
1979, halaman 167.
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Madrasah Ibtidaivah Negeri (MIN) dan yang selebihnya masih te-
tap berstatus Swasta.

Di samping sekolah-sekolah agama (Madrasah Ibtidaiyah)
vang terdapat di daerah Uluan. di dalam kota Palembang sendiri
banyak terdapat sekolah serupa itu yang diusahakan oleh organi-
sasi Muhammadiyah/perorangan. Perguruan Tamansiswa. Zending
(Methodist), Missi (Zaverius) dan lain-lain. Jika dibandingkan
dengan keadaan di daerah pedesaan (Uluan), Sekolah-sekolah
Rakyat di dalam kota jauh lebih baik keadaannya, baik mengenai
sarana fisik maupun tenaga pengajarnya. Langkanya sekolah-
sekolah tingkat menengah di daerah-daerah Uluan, menyebabkan
orang tua murid mengirimkan anak-anaknya ke kota untuk melan-
jutkan pelajaran, karena di kota Palembang telah banyak dibuka
Sekolah Menengah Umum/Kejuruan vang diusahakan oleh Pe-
merintah ataupun oleh badan-badan Swasta.

Sebagai hasil pengamatan permulaan mengenai keadaan ma-
syarakat pedesaan di daerah ini, menurut letaknya dapat digolong-
kan menjadi dua kelompok : kelompok masyarakat desa/Marga
vang terletak di pinggir jalur jalan raya/sungai di mana komuni-
kasi lancar, yang nampaknya lebih terbuka untuk menerima pem-
baharuan. Tetapi sebaliknya desa/Marga yang letaknya jauh dari
jalur jalan raya/sungai. namun karena komunikasi kurang lancar
menyebabkan kehidupan masyarakatnya terisolasi, maka adat dan
kefanatikan agama masih tetap bertahan. Oleh karena lalulintas
darat di daerah ini belum semua direhabilitasi, seperti jalan ke/di
daerah MUBA, menyebabkan komunikasi ke/di daerah ini kurang
lancar, lebih-debih di musim penghujan. Tidak/kurang lancarnya
komunikasi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sikap
dan tingkah laku masyarakat pedesaan (Uluan). Mereka sukar
menerima pembaharuan atau terkebelakang jika dibandingkan
dengan masyarakat yang tinggal di kota atau pada jalur komunika-
si yang lancar.

3. Struktur Pemerintahan

Pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun
1942 sampai dengan tahun 1945 khususnya di daerah Sumatera
Selatan sejak medio Pebruari 1942, pada dasarnya tidak mengubah
struktur organisasi pemerintahan sentral dan lokal Hindia Belan-
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da. Hanya jabatan Gubernur Jenderal diganti dengan Gubernur-
gubernur Jepang, di Jakarta untuk Jawa. Madura dan Bali: di Bu-
kit Tinggi untuk seluruh wilayah Sumatera. di Makasar (Ujung-
pandang) untuk daerah Sulawesi- Kalimantan—-Maluku dan Nusa
Tenggara. Meskipun struktur organisasi pemerintahan setempat
tidak mengalami perubahan. tetapi badan-badan legislatif tradi-
sional seperti Dewan Kota atau Dewan Marga/Desa di daerah ini
dibekukan sama sekali, sehingga pemerintahan/kekuasaan pada
waktu itu lebih bercorak autoriter. Suatu hal yang baru dan yang
perlu dicatat, bahwa sebagian dari jabatan-jabatan penting yang
dulu dipegang oleh orang-orang Belanda, sekarang dipegang oleh
tenaga-tenaga sipil Jepang dan sebahagian diserahkan kepada te-
naga-tenaga bangsa Indonesia.?)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Palembang merupa-
kan sebuah Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen dan
terbagi atas tiga wilayah Afdeling vang masing-masing Afdeling
dikepalai oleh seorang Asisten Residen. vaitu sebagai berikut :

a. Daerah Palembang dan Tanah datar dengan ibukotanya
Palembang yang meliputi Palembang Kota, Talangbetutu.
Komering Ilir, Ogan Ilir. Musi Ilir dan Rawas.

b. Daerah (Afdeling) Pegunungan Palembang dengan ibukota-
nya Lahat yang meliputi daerah Lematang [lir, Lematang
Ulu, Tanah Pasemah, Tebing Tinggi dan Musi Ulu.

c. Daerah (Afdeling) Ogan dan Komering Ulu dengan ibu-
kotanya Baturaja yang meliputi daerah Komering Ulu,
Ogan Ulu dan daerah Muara Dua.,_

Afdeling terbagi atas Onderafdeling, dan setiap Onderafdeling
dikepalai oleh seorang Conrroleur yang berkedudukan di ibukota
Onderafdeling dengan dibantu oleh seorang Jurutulis Controleur
(Klerk).

Onderafdeling terbagi atas beberapa District yang asing-masing
district dikepalai oleh seorang Demang, dan District dibagi atas

9) Drs. G.J. Wolhoff, Pengantar lmu Hukum Tatanegara Indonesia, Timur NV, Ja-
karta, 1955, halaman 63—64.
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Onderdistrict yang masing-masing dikepalai oleh Asisten_Demang
dengan Menteri Polisi dan Menteri Belasting (Pajak). Onderdistrict
dibagi atas beberapa Marga yang dikepalai oleh seorang Pesirah/De-
pati yang membawahi beberapa buah dusun, tiap-tiap dusun dike-
palai oleh seorang Kerio yang dibantu oleh beberapa orang Pung-
gawa. Adapun kepala dusun di ibukota Marga disebut Pembarap,
vang sewaktu-waktu dapat mewakili Pesirah apabila sedang ber-
halangan. Dalam menangani masalah agama, perkawinan, kemati-
an, perceraian dan lain-lain Pesirah dibantu oleh seorang Penghulu,
sedangkan di dusun-dusun pekerjaan Penghulu ini ditangani oleh
Khotib.

Pada masa pemerintahan Militer Jepang, Jabatan-jabatan tra-
disional tersebut di atas tidak mengalami perubahan, kecuali ja-
batan-jabatan Residen, Asisten Residen, Controleur, yang tadinya
diduduki oleh orang-orang Belanda digantikan oleh orang-orang
Jepang.

Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang sekarang ini, pada ja-
man pendudukan Jepang dibagi atas dua buah Keresidenan atau
Svuu, yaitu Keresidenan Palembang dan Keresidenan Bangka
Belitung. Tiap-tiap syuwu terdiri dari bun-syuu, dan bun-svuu di-
bagi atas gun, gun terdiri dari fuku-gun dan fuku gun terbagi atas
Son yang membawahi beberapa Ku. Tiap-tiap Syuu dikepalai oleh
seorang Syu-Chokan, Bun-Svuu dikepalai oleh Bunsyu-Cho. Gun
oleh Gun-Cho, Fuku Gun oleh Fuku-Gun-Cho, Son oleh Son-Cho
dan Ku dikepalai oleh Ku-Cho dengan seperangkat Kumi-Cho.
Di dalam kota Palembang sendiri terdapat Syii yang dapat disama-
kan dengan Walikota yang langsung bertanggungjawab pada
Syuu-Chokan. Suatu hal yang baru timbul pada waktu di dalam
kota Palembang yaitu Rukun Tetangga (RT) yang dikenal dengan
nama Tonari Kumi atau Tongri Gumi yang merupakan unit ter-
bawah pada sistem pemerintahan di kota. Seperti telah diketahui,
dalam kota Palembang sendiri tidak dikenal istilah Marga, tetapi
mengenal Haminte. Jabatan Pesirah dan Kerio tidak ada pula,
yang dikenal adalah Sirah Kampung vang dibantu oleh Rukun-
rukun Tetangga.

Pada jaman Kemerdekaan sesudah Pengakuan Kedaulatan,
sistem Marga di daerah Uluan (pedesaan) diakui sebagai suatu lem-
baga yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.Gb/53/
1951 vang perlu diatur sedemikian rupa sehingga roda pemerintah-
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an di daerah Uluan akan berjalan lebih baik. Sejalan dengan itu
pulalah dikeluarkan Surat Keputusan No. GB/54/1951 tanggal
9 Mei 1951 : Bab II pasal 3 menyebutkan, bahwa masa jabatan
Pamong Marga!?) selama 5 tahun dan setelah itu diadakan pe-
milihan. Dalam melaksanakan tugas Pamong Marga dibantu oleh
Dewan Harian Marga dan di samping itu terdapat Dewan Marga
sebagai lembaga legislatif. Adapun Dewan Harian Marga tersebut
terdiri dari Dewan Marga yang diangkat berdasarkan pemilihan
sebanyak tiga sampai dengan lima orang.

Dalam rangka pembaharuan struktur organisasi pemerintahan
di daerah ini, berdasarkan hasil persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah setelah mendengar laporan dari Panitya Pemben-
tukan Kabupaten Otonoom, maka dikeluarkanlah Surat Keputus-
an Gubernur Sumatera Selatan No. Gb/3/29/10/22 yang mene-
tapkan daerah Propinsi Sumatera Selatan dibagi atas beberapa dae-
rah Kabupaten, dan sebagai realisasinya bekas Keresidenan Palem-
bang/Keresidenan Bangka-Belitung dibagi menjadi enam daerah
Kabupaten, yaitu : Kabupaten Palembang Selatan dengan ibuko-
tanya Baturaja, Kabupaten Palembang Ilir dengan ibukotanya
Sekayu/Betung, Kabupaten Palembang Barat dengan ibukotanya
Lahat, Kabupaten Bangka dengan ibukotanya Pangkalpinang.
dan Kabupaten Belitung dengan ibukotanya Tanjung Pandan.'!’
Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut. maka hapuslah dae-
rah kekuasaan Karesidenan yang berlaku sejak jaman Hindia Be-
landa, di mana jabatan Residen diperbantukan pada Kantor Gu-
bernur dengan segala kewenangan (bevoegdheden) Residen dilim-
pahkan kepada Gubernur sesuai dengan Undang-Undang No.
22/1948.

Apabila kita memperhatikan perkembangan struktur organisasi
pemerintahan di daerah ini baik di dalam kota Palembang sendiri
maupun di daerah Uluan (pedesaan). tidak pernah mengenal dae-
rah kekuasaan Kabupaten seperti yang terdapat di Jawa. Secara

10) Yang dimaksud dengan Pamong Marga adalah seperangkat aparat pemenntahan di
daerah Uluan seperti: Pesirah. Dewan Harian Marga, Dewan Marga, Penghulu,
Pembarap/Kerio, Punggawa, Khotib.

11) Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi Sumarera Selatan, Palem-
bang, 1954, halaman 83—-133.
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tradisonal masyvarakat Uluan hanyalah mengenal daerah kekuasa-
an Wedana/Camat, Marga/Haminte dan Dusun yang dikepalai oleh
Kerio. Sementara itu dalam kota Palembang sendiri terdapat tiga
Kawedanan/Kecamatan vaitu : Kewedanan [lir Barat: Kewedanan
Ilir Timur dan Kewedanan Seberang Ulu, yang masing-masing di-
bantu oleh beberapa Sirah Kampung, di mana statusnya sama de-
ngan Kerio di daerah Uluan. (Pedesaan).

Apa yang telah disebutkan di atas merupakan lembaga peme-
rintahan di daerah ini yang ikut serta dalam proses pelaksanaan
administrasi Negara. Suatu ciri khas lembaga pemerintahan yang
membedakannya dari lembaga-lembaga lain, bahwa lembaga pe-
merintahan merupakan suatu organisasi vang disusun berdasar-
kan pranata hukum. sehingga memiliki kewibawaan dan kekuasaan
yang dilimpahkan oleh negara kepadanya.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SEBELUM PELITA

WEDANA / CAMAT

i
PESIRAH

DEWAN HARIAN |
| |

I

DEWAN MARGA

_ l [ 1
| KERIO KERIO KERIO KERIO
Penggawa Penggawa [Penggawa Penggawa
Masyarakat Pedusunan

(RAKYAT)
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Struktr pemerintahan Marga/Desa yang digambarkan di atas
ini, paua dasarnya sampai saat ini masih tetap berjalan, walaupun
di sana sini telah terjadi perubahan yang sangat lamban dan tidak
drastis.

4. Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa

Berdasarkan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan
tanggal 9 Mei tahun 1951 No. Gb/54/1951,12) maka mulailah
berlaku cara pemilihan, pengakuan, pengesahan dan pemecatan
Pamong Marga atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu dalam
daerah Propinsi Sumatera Selatan. Apa yang dimaksud dengan
istilah Marga atau daerah yang setingkat dengan itu dalam peratur-
an ini, adalah daerah-daerah kesatuan hukum yang berhak meng-
atur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang pada mulanya
dibentuk atas dasar hukum asli menurut /nlandsche Gemeente
Ordonnantie Buitengewesten, Staatsblad 1938 No. 490 jo Staats-
blad 1938 No. 68. Adapun daerah-daerah yang dimaksudkan.
baik bernama Marga atau daerah Haminte memiliki Dewan atau
Dewan Marga dari setiap Marga atau yang setingkat dengan itu.
Pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa semua Pamong Marga di
dalam Propinsi Sumatera Selatan harus dipilih oleh rakyat yang
bersangkutan. yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memilih.
Apabila kepala Marga/Haminte dan Kepala Dusun yang sudah
terpilih dengan sah, diakui dan disahkan oleh Pemerintah Propin-
si/Kabupaten. Setelah jabatan Pamong Marga habis waktunya,
tetapi pemilihan baru belum diadakan, maka Pamong Marga yang
lama masih tetap menjalankan tugasnya sampai ada penggantinva
vang telah terpilih. Pamong Marga yang lama dapat dipilih kem-
bali oleh rakyat. Oleh karena cara pemilihan Pamong Marga ber-
dasarkan suatu pranata hukum. maka apabila ia melakukan kesa-
lahan selama dalam jabatannya ia dapat dipecat dari jabatannya
oleh pemerintah Kabupaten. ‘Hal-hal yang dapat menjatuhkan
seorang Pamong Marga karena :

a. Mempergunakan kekuasaannya sebagai Pamong Marga dengan
cara yang tidak sah. sehingga merugikan rakyat daerahnya.

12) Kementerian Penerangan, Op.cit. halaman 120—133.
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b. Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Un-
dang-Undang, atau peraturan-peraturan Pemerintah ataupun
peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Pemerintah Pro-
pinsi/Kabupaten.

¢ Melakukan sesuatu perbuatan yang nyata merusakkan ke-
amanan dan ketenteraman umum.

d. Ternyata tidak cakap menjalankan tugas kewajiban jabatan-
nya. dan kenyataan tentang ini ditetapkan oleh Dewan Marga
vang bersangkutan. atau oleh Pemerintah Kabupaten/Propinsi.

e. Karena tuntutan Dewan Marga vang bersangkutan dengan
keputusan vang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota Dewan tersebut. dan tuntutan tersebut cukup
mempunyvai dasar-dasar vang nyata dan sah.

Disamping itu, Pamong Marga berhenti dari jabatannva karena ha-
bis masa jabatannya lima tahun, atas permintaan sendiri. mening-
gal dunia dan diberhentikan karena sebab-sebab vang tersebut di
atas (Lihat Lampiran ).

Dalam masyarakat pedesaan yang tergabung dalam wilayah
administrasi Kabupaten, seperti vang diuraikan di atas, nampak-
nva terdapat persentuhan antara unsur-unsur administrasi Pusat
vang agak modern dengan unsur-unsur administrasi masyarakat
pedesaan yang tradisional. Unsur administrasi Pusat vang teren-
dah di tingkat Kecamatan ditentukan dan atas berdasarkan pendi-
dikan dan kecakapan serta pengalaman kerja yang berorientasi
pada daerah setempat. Sebaliknya unsur administrasi Pamong
Marga dengan seperangkat perabot dusun (Kerio-Penggawa dan
Khotib), lebih banyak ditentukan oleh kharisma dan pemilihan
vang telah melahirkan pemimpin-pemimpin formal tradisional,
dan kemudian memperoleh legimitasi dari administrasi Pusat,
yvang dipergunakan sebagai jalur vertikal untuk memasukkan ke-
kuasaannya ke dalam masyarakat pedesaan (Uluan).

Betapa penting peranan pemimpin-pemimpin formal tradisio-
nal vang telah dipilih oleh masyarakat pedesaan, nampak dalam
kehidupan masyarakat itu sendiri ia merupakan tumpuan harapan
masyarakat sepanjang waktu, sesuai dengan sifat ketergantungan
vang ada dalam masyarakat itu sendiri. Biasanya ia memiliki ke-
cakapan sebagai jurudamai, mengerti akan adat dusunnya, mencin-
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tai agama dan dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu apa yang
akan terjadi atau yang akan dikerjakan oleh seluruh warga masya-
rakat tanpa melalui pemimpin formal tradisional akan sia-sia be-
laka atau tidak akan memberi hasil yang memuaskan. Sebagai con-
toh, seperti kapan akan dimulai musim tanam padi, hari apa puasa
dimulai dan kapan Hari Rava Idulfitri dan lain-lain, biasanva in-
formasi-informasi datangnya dari Kepala Marga/Dusun dan semua
warga akan melakukannya dengan patuh. Boleh dikatakan bahwa
konsep kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan (Uluan) ada-
lah konsep peninggalan masa lampau yang masih terasa penga-
ruhnya pada masa sekarang ini, di mana bentuk konsentrasi
dan pengawasan masyarakat ada dalam tangan sang pemimpin.! 3)

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat
pedesaan pada masa Revolusi Fisik yang dipengaruhi oleh turun-
naiknya perdagangan ekspor (karet-kopikayu), persaingan antar
partai politik untuk merebut pengaruh dalam masyarakat. gejo-
laknya masyarakat vang anti/pro PRRI dan semakin majunya
dunia pendidikan. nampaknyva peranan kepemimpinan mulai ber-
ubah menjadi lebih dinamis dan realistis. Pemimpin vang dikehen-
daki tidak hanya memiliki pengaruh secara potensial dan kharis-
matis. tetapi secara realistis memiliki kecakapan mengatur dan
berbuat untuk kepentingan umum. bertingkah laku jujur dan
mau berkorban untuk masyarakatnva.

5. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemcrin-_
tah

Dalam masyarakat pedesaan (Uluan) terdapat dua tingkat
administrasi, yaitu : Marga dan Dusun. Kedua pola ini sejak jaman
Hindia Belanda telah berkembang sedemikian rupa, sehingga ter-
ciptalah apa yang disebut sistem Marga yang mengelola beberapa
buah Dusun sebagai unit yang terkecil dalam masyarakat pedesaan
(daerah Uluan). Seperti telah kita ketahui Dusun yang dikepalai
oleh seorang Kerio/Gindo, merupakan masyarakat hukum terke-
cil dengan dasar ikatan teritorial. Dusun yang dikepalai oleh Kerio/
Gindo dengan dibantu oleh beberapa orang Penggawa dan seorang
Khotib, tidak memiliki suatu Dewan seperti halnya Dewan Marga

13) Soedjito Sosrodihardjo, Nilgi-nilai sosial dan Perubahan Struktur Masvarakat
(Pidato pengukuhan Guru Besar Sosiografi pada Fak. Sospol Gama pada tanggal
19 September 1970), Yogyakarta.
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yang terdapat di ibukota Marga. Biasanya pusat kegiatan ada di
rumah Kerio sendiri atau sewaktu-waktu diadakan di "Balai De-
sa”.14)  Apabila menyangkut kepentingan orang banyak seperti:
membayar pajak, tender lebak lebung/sungai, pencacaran, pemi-
lihan Kerio dan lain-lain.

Seperti telah disinggung di atas bahwa Marga dikepalai oleh
seorang Pesirah dengan seperangkat Dewan Marga dan Dewan
Harian Marga yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbang-
an kepada Pesirah/Depati dalam menjalankan tugasnya. Kemudian
dalam perkembangannya kedua macam pejabat administrasi
masyarakat pedesaan (Uluan) di daerah ini mengalami perubahan,
di mana Pesirah dan Kerio yang disebut pemimpin formal tradisio-
nal diangkat berdasarkan hasil pemilihan masyarakat setempat,
disahkan dan diberi honor oleh administrasi Pusat meskipun
jumlahnya tidak memadai.!5) Tetapi kepala urusan keagamaan
(Penghulu dan Khotib) tetap berlaku tradisi masyarakat pedesaan,
di mana penghasilannya diperoleh dari orang mati, orang kawin,
talak/rujuk, sunatan dan zakat fitrah.

Rupa-rupanya pengaruh yang datang dari luar sebagai akibat
semakin membaiknya komunikasi antar kota dan desa di daerah
Uluan. bukan saja telah membawa pengaruh ekonomi keuangan
ke dalam masyarakat pedesaan. akan tetapi dalam masyarakat
pedesaan itu sendiri mulai timbul pemikiran-pemikiran menge-
nai soal politik, pendidikan dan keagamaan yang berasal dan
orang-orang yang pernah aktif dalam organisasi Serikat Islam,
Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia dan lain-lain, dan
oleh karena itu telah melahirkan organisasi-organisasi sosial baru
dalam masyarakat, di mana pemimpin-pemimpinnya disebut
“pemimpin informal”. Mereka aktif dalam Revolusi Fisik, baik
dalam segi dakwah ataupun langsung memimpin lasykar-lasy-
kar setempat dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik
Indonesia, seperti Kyai H. Moh. Noer, Kyai H. Amir Hamzah,
Baidjuri. Hamzah Kucit dan lain-ain.!6) Nampaknya kepemim-

14) Salah satu ciri khas dusun-dusun di daerah Sulsel, memiliki mesjid/langgar dan
sebuah Balai Desa yang serupa dengan Balai Banjar di Bali.

15) Informasi dari beberapa eks Kerio atau Pesirah (Ahmad Basri dan Kori) di daerah
MUBA dan beberapa Sirah Kampung dalam Kota Madya Palembang.

16) IDKD, Sejarah Revolusi Kemeruekaan (1945-1949) Daerah Sumsel, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. 1979/1980.
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pinan informal di daerah ini tidak berdasarkan keturunan, karena
nilai-nilai demokrasi telah berlaku di kalangan masyarakat pe-
desaan (Uluan) dalam menentukan Kepala Marga atau Kepala
Dusun, jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa di
daerah ini. Yang lebih menonjol lagi golongan ini termasuk go-
longan yang paling dekat dengan rakyat biasa atau masa petani
dan dalam beberapa segi mempunyai banyak persamaan iden-
titas dengan masa petani.!7)

Biasanya kegiatan pendidikan dan keagamaan merupakan tempat
penyaluran aspirasi-aspirasi politik di dalam masyarakat pedesaan.
seperti lembaga-lembaga pendidikan Taman Siswa dan sekolah-
sekolah agama serta mesjid. Oleh karena itu dalam prakteknya.
kegiatan seorang pemimpin informal sulit dipisahkan dengan
kedua lapangan tersebut. justru yang satu sama lain saling ber-
kaitan.

Di dalam kota Palembang sendiri dan beberapa Kecamatan di
daerah MUBA, LIOT, Lahat dan OKI yang berdasarkan peng-
amatan permulaan, hampir semua dusun memiliki sekolah-sekolah
agama Islam (Swasta)!®) vyang nampaknya kurang terpelihara.
Dengan demikian jelaslah bahwa pemimpin informal dari golong-
an agama/Ulama mempunyai pengaruh pula di dalam aspek pen-
didikan di daerah pedesaan (Uluan), meskipun Sekolah-sekolah
Rakyat Pemerintah lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan
dengan sekolah-sekolah agama tersebut. Jadi tidak mengheran-
kan apabila di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Propinsi
Sumatera Selatan pada waktu Pemilihan Umum tahun 1971 yang
lalu, kekuatan sosial politik yang bernafaskan Islam masih domi-
nan. Berdasarkan uraian yang bersifat umum di atas, untuk semen-
tara waktu dapat disimpulkan bahwa di dalam masyarakat pedesa-
an (Uluan) di daerah ini terdapat beberapa saluran yang telah me-
lahirkan kepemimpinan, yaitu : administrasi Pusat yang lazim di-

17) Sartono Kartodirdjo, Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia, dalam Bulletin
Yayasan Perp. Nasional No. 1/1979, halaman 9.14.

18) Survai lapangan yang telah dilakukan oleh Tim penulis dalam rangka pengumpulan
"Cerita Rakyat (pada bulan Agustus 1979) dan diulang kembali dalam rangka pe-
ngumpulan data oleh Tim penulis Sejarah Pengaruh PELITA Terhadap Kehidupan
Masyarakat Pedesaan pada bulan Agustus 1981.
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sebut pemimpin formal, administrasi masyarakat pedesaan yang
terdiri dari Pamong Marga dengan seperangkat perabot dusunnya
disebut pemimpin formal tradisional dan kegiatan-kegiatan golong-
an/individual di bidang pendidikan/keagamaan disebut pemimpin
informal. Dengan kata lain masyarakat pedesaan (Uluan) secara
historis telah mengenal tiga macam kepemimpinan : pemimpin
formal, pemimpin formal tradisional dan pemimpin informal.

6. Organisasi Politik dan Non Politik

Setelah pengakuan Kedaulatan dan bubarnya Negara Sumatera
Selatan pada tanggal 18 Maret tahun 1950,1%) mekanisme peme-
rintahan di daerah ini mulai berjalan dengan lancar seperti apa
yang kita lihat di Pusat, dan mulai pula partai-partai politik hidup
subur di kalangan masyarakat di daerah ini, seperti : partai Masyu-
mi, PSII, NU, PNI, Parindra, Partindo, Partai Kristen Indonesia
dan lain-lain di dalam kota Palembang sebagai pusat pemerintahan
daerah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pengaruh
dalam masyarakat, dan dalam pelaksanaannya sering terjadi per-
saingan yang tidak sehat (saling mencaci maki satu sama lain),
sehingga menimbulkan pertentangan yang menjurus kepada sifat-
sifat pribadi maupun sosial. Sebagai akibat adanya interaksi an-
tara sekelompok masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan,
secara tidak langsung telah melihatkan masyarakat pedesaan yang
cukup tenang dan tenteram untuk ikut serta berpartisipasi dalam
organisasi politik wa pemimpin informal setempat, yang pada
dasarnya masyarakat pedesaan itu sendiri tidak memiliki penge-
tahuan/pengertian mengenai soal-soal politik. Yang penting bagi
mereka cukup sandang pangan dan papan. Tetapi bagaimanapun
juga dalam persaingan tersebut sangat ditentukan oleh tingkat
integritas sosial dari Marga/Dusun yang bersangkutan.

Pada Marga/Dusun yang relatif terisolasi, tingginya tingkat
buta huruf ikatan tradisi vang lebih kuat, nampaknya pemimpin
informal yang berasal dari golongan agama/Ulama/Guru ngaji
vang berorientasi pada partai-partai yang bernafaskan Islam.

19) Kementerian Penerangan, op. cit., halaman 67.
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jauh lebih berhasil dari pada pemimpin-pemimpin informal lain-
nya, seperti apa yang kita lihat di dalam Marga/Dusun yang ter-
isolasi seperti di daerah MUBA dan lain-lain. Sebaliknya pada
Marga/Dusun yang relatif terbuka, menurut pengamat dalam
penelitian ini, rendah tingkat buta hurufnya — longgar ikatan
tradisinya, sebagai akibat komunikasi yang lancar pengaruh pen-
didikan umum, nampaknya pemimpin informal yang berorientasi
kepada nasionalisme lebih berhasil mengembangkan pengaruh
kekuasaannya pada tempat-tempat tertentu saja, seperti di kota-
kota Kabupaten (Lahat, Baturaja dan lain-lain) dan di kota Palem-
bang.

Sebelum peristiwa PRRI meletus, wakil-wakil rakyat dalam
lembaga legislatif Daerah menunjukkan jumlah golongan agama
dengan golongan nasionalisme berimbang sebagai hasil Pemilihan
Umum pertama (1955)20), tetapi setelah meletusnya peristiwa
PRRI, maka keadaan organisasi politik di daerah ini cukup unik
untuk dipelajari sampai sejauh mana peranan pemimpin informal
dalam masyarakat pedesaan, yang sebenarnya secara resmi di da-
lam Marga/Dusun tidak ada organisasi politik.2!)? Kemudian se-
telah peristiwa PRRI dapat ditindak melalui jasa-jasa baik Jende-
ral Dr. Abdul Haris Nasution yang pada waktu itu beliau langsung
bertatap muka dengan pemuka-pemuka/tokoh-tokoh PRRI di
daerah ini, maka mulailah merosotnya kekuasaan serta pengaruh
pemimpin informal dan pemimpin formal tradisional vang terli-
bat dalam pengaruh kekuasaan pemimpin informal dalam masya-
rakat pedesaan (Uluan). Merosotnya kekuasaan dan pengaruh
suatu organisasi politik setelah peristiwa PRRI yang tidak hanya
ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi di lain pihak seperti penga-
ruh ekonomi, keuangan, politik yang tidak menentu serta tidak
sesuai dengan kenyataan dan munculnya cerdik cendekiawan yang
berasal dari lingkungan petani pedesaan (Uluan), nampaknya mem-
pengaruhi peranan pemimpin informal (agama) dan tipe pemimpin

20) Hasil pengamatan penulis ketika bertugas sebagai guru SMA Neg. I Palembang
dan bandingkan dengan Kementerian Penerangan, op.cir., hal. 83-86.

21) Wawancara dengan Kepalakepala Marga vang dijadikan sampel penelitian ini,
yang diadakan dalam bulan Agustus s/d bulan Nopember 1981.
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formal tradisional yang dimaksudkan di atas, yang mulai mengala-
mi erosi. Ketidak-mantapan pemimpin formal tradisional dalam
mengemban tugas yang diberikan oleh administrasi Pusat kepada-
nva. dalam arti ke atas ia melayani keinginan pemimpin formal
dan ke samping ia melayani pemimpin informal dalam daerah
kekuasaannya, jangan diharapkan setiap instruksi dari Pusat dapat
berjalan semestinya. Oleh karena itu dalam beberapa hal yang
berasal dari pemimpin formal, tidak dapat diteruskan ke dalam
masyarakat, seperti yang pernah terjadi dalam kegiatan kampa-
nye Golkar menjelang Pemilihan Umum tahun 1977 di Kecamat-
an Sekayu (MUBA).22) Pemimpin formal tradisional tidak sang-
gup untuk menerima tugas meneruskan kampanye Golkar di Mar-
ga-marga/Dusun. mengingat tempat-tempat tersebut sangat rawan
dalam arti rakvat masih mencurigai Golkar.23) Tetapi rencana itu
diteruskan oleh pemuka-pemuka Golkar vang berdomisili di kota
Palembang dengan membawa beberapa orang tertentu vang ber-
asal dari lingkungan masyarakat itu sendiri yang statusnya sebagai
pegawai negeri. Dalam hal ini secara tidak langsung fungsi pemim-
pin formal tradisional sudah mengurangi pengaruh dan kekuasaan
pemimpin formal (Camat) dalam masvarakat pedesaan (Uluan).

Merosotnya kedudukan dan kekuasaan pemimpin formal
tradisional dan informal yang tergolong dalam kelompok agama
(Islam) di daerah Uluan pada masa menjelang G 30 S/PKI. rupa-
rupanya telah memberi peluang kepada golongan tertentu untuk
mengambil kesempatan yang baik dalam menggantikan peranan
kaum Ulama yang sudah lebih dahulu ada di tempat tersebut.
Keragu-raguan yang dialami oleh masyarakat pedesaan terutama
pekerja kasar/buruh perkebunan (Tebenan, Melani, Musilandas
dan lain-lain) dan rakyat pedusunan yang mendambakan perbaik-
an sosial ekonomi, memberi kesempatan kepada organisasi sosial
politik yang baru timbul itu untuk mendapat tempat/menarik

22) Penulis sendiri yang berasal dari daerah tersebut, bersama-sama dengan kawan
lainnya kut serta mendampingi pemuka-pemuka Golkar yang berasal dari Pro-
pinsi/Pusat untuk berkampanye.

23) Beberapa orang petani yang cukup berada di dusun-dusun, pemah ngomong-
ngomong selama penulis melakukan penelitian IDKD Aspek Sejarah Daerah
Sumsel, dalam bulan Agustus 1980.
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perhatian kaum tani/buruh perkebunan yang dihimpun ke dalam
Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat sebagai wadah
bagi para pemuda/pemudi. Tetapi setelah G 30 S/PKI ditumpas
oleh Pemerintah (Orde Baru), maka rakyat pedesaan mulai sadar
akan dirinya sebagai orang yang beragama dalam memberikan
penilaian terhadap apa vang disebut pemimpin formal, formal
tradisional dan informal sebagai tempat tumpuan harapan.
Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah melanda
masyarakat pedesaan di daerah ini sebelum lahirnya Orde Baru,
maka kebiasaan yang ada dalam masyarakat pedusunan resmi atau-
pun tidak resmi seperti kelompok pengajian yang diadakan dua
kali sebulan atau sekali seminggu di langgar/mesjid semakin diper-
giat. Nampaknya kelompok-kelompok itu tumbuh dan berkem-
bang atas dasar teritorial dan kekerabatan dan biasanya membica-
rakan soalsoal yang berhubungan dengan keagamaan seperti
ke-imanan, perkawinan, sunatan, pemeliharaan tempat ibadah,
mendirikan rumah, menanam padi dan panenan/ngetam padi. Ke-
giatan-kegiatan lain yang tidak kurang pentingnya walaupun sifat-
nya temporer adalah bidang olah raga di kalangan para.remaja (Se-
pak bola, bulu tangkis, bola volly, bola kasti dan lain-lain) dan
baris berbaris bagi murid-murid sekolah apabila menjelang pera-
yaan |7 Agustus. Kesemuanya ini dapat dianggap sebagai suatu ke-
giatan masyarakat yang bersifat non politik, yang perlu dikem-
bangkan dan diarahkan oleh pemerintah setempat dengan sarana-
sarana yang memadai sesuai dengan apa yang termaktub dalam -
Garis-garis Besar Haluan Negara (TAP MPR No. IV/1978)24).

7. Perekonomian Masyarakat Pedesaan

Sembilan desa/Marga yang menjadi sampel penelitian ini,
ternyata ada sebuah desa/Marga (Marga VI.SN. AGUNG Kecamat-
an Merapi Kabupaten Lahat) yang menyatakan bahwa keadaan
ekonomi mereka sebelum PELITA agak sedang. Sedangkan desa-
desa lain menyatakan bahwa keadaan ekonomi mereka kurang ba-

24) Lihat Lampiran Pidato Kenegaraan Republik Indonesia di depan DPR tanggal

16 Agustus 1980, Pelaksanaan Tahun Pertama REPELITA III, Departemen Pe-
nerangan RI, 1980 halaman XV/3-XV/14.
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ik jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya (jaman Hin-
dia Belanda). Marga VI.SN. Agung Kecamatan Merapi (Kabupaten
Lahat) tersebut di atas, merupakan daerah yang cukup subur un-
tuk ditanami padi, kopi dan tembakau. Tetapi sebaliknya desa-
desa lain yang kurang subur bersifat mono kultur, lebih-lebih pe-
tani di daerah ini mengolah sawahnya secara tradisional yang sa-
ngat tergantung pada curah hujan (sawah alam) dan panen setahun
sekali.

Sebelum penulis menjelaskan tentang keadaan perekonomian
daerah ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai ling-
kungan daerah Sumatera Selatan secara keseluruhan. Pada Bab |
telah diuraikan mengenai letak geografis daerah ini dan merupakan
daerah yang cukup luas, yang meliputi dataran tinggi (berbukit-
bukit), daerah rendah (lebak) dan daerah rawa-rawa di sepanjang
pantai timur atau sebelah menyebelah kuala sungai. Keadaan alam
hngungan (ekosistem) seperti ini telah mempengaruhi perilaku
kehidupan perorangan atau kelompok. yang sebahagian besar
masyarakat pedesaan hidupnya bercocok tanam (bertani), karena
tanah merupakan unsur terpenting dalam kehidupannya. Meski-
pun faktor demografis penduduk yang tipis di daerah yang cukup
luas perjuangan yang berat melawan tantangan alam yang hebat.
namun bercocok tanam merupakan pola hidup masyarakat pede-
saan di daerah ini dari masa ke masa dalam memenuhi kebutuhan
hidup keluarganya. Sebaliknya masyarakat pedesaan yang tinggal
di kota-kota besar atau kecil, kegiatannya berkisar pada dunia per-
dagangan atau perburuhan atau pekerja kasar. Oleh karena seba-
hagian besar masyarakat di daerah ini bertani atau berkebun. ma-
ka faktor tanah adalah dasar kehidupan yang mempunyai nilai
tertentu dalam hubungannya dengan masyarakat.

Di samping menanam padi (sawah/ladang yang tergantung
pada curah hujan) mereka juga berkebun buah-buahan, kopi,
tembakau dan karet yang dari tahun ke tahun dikerjakan secara
tradisional. Seperti telah diketahui bahwa tanaman kopi dan
tembakau hanya terdapat di dataran tinggi seperti di daerah Ka-
bupaten Lahat. Sedangkan tanaman karet sebahagian besar ter-
dupat di dataran rendah yang dikenal dengan nama “perkebun-
an karet rakyat ",

Banyvak di antara masyarakat pedesaan memiliki kebun karet
ying secara turun temurun telah dimiliki oleh keluarganya ber-
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dasarkan warisan/peninggalan dari orang tua mereka. Cara kerja
yang berlangsung selama ini dalam masyarakat pedesaan, tidak ba-
nyak memerlukan pengetahuan baik mengenal cara penanaman
maupun cara pemeliharaan tanaman itu sendiri (tidak memper-
gunakan pupuk). Kebunkebun tersebut baru diperhatikan ketika
menanam dan apabila akan mengambil hasilnya, sehingga kemung-
kinan untuk memperoleh hasil yang memuaskan kecil sekali. Se-
mentara itu di beberapa daerah (MUBA, MURA dan LIOT)
belum nampak adanya usaha ke arah peremajaan kebun-kebun
karet yang telah cukup tua usianya, sehingga produktivitas dari
tahun ke tahun terus menurun. Keterbatasan modal dari petani
karet, kurangnya bimbingan dan penyuluhan dan tidak mantap-
nya harga di pasaran, merupakan rangkaian penyebab kegelisahan
petani-petani karet/kopi di daerah Uluan. Oleh sebab itu sifat
ketergantungan pada satu macam tanaman keras dari daerah ini,
telah membawa akibat fatal pada akhir-akhir ini apabila peme-
rintah tidak turun tangan untuk mengatasinya dalam mencan
alternatif lain.

Dalam konteks ini perlu dipikirkan oleh pemerintah setempat
bersama-sama dengan masvarakat untuk menggantikan kebiasa-
an menanam satu macam tanaman (mono kultur) dengan kebiasa-
an untuk menanam tanaman yang beraneka ragam (multi kultur)
vang harus disesuaikan dengan keadaan setempat danirama pem-
bangunan vang semakin pesat. Dengan usaha ke arah multi kultur,
diharapkan masyarakat pedesaan akan memperoleh hasil ganda
yvang dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan sekaligus akan
menunjang pembangunan vang sedang berjalan. Di samping pe-
ningkatan produksi beras dengan penyempurnaan cara penanam-
an maupun penambahan/perluasan areal (ekstensif)., penganeka-
ragaman tanaman (multi kultur) di daerah ini hendaknya dilaku-
kan secara bertahap. sehingga dengan demikian sifat ketergantung-
an pada satu macam tanaman ckspor saja, lama kelamaan akan
hilang. ‘

Masyarakat pedesaan pada umumnya menganggap “Revolusi
Indonesia” akan mengubah hari kemarin dengan hari esok yang le-
bih baik. terutama memperbaiki keadaan sosial ekonomi mereka
vang selama ini dirasakan sangat pahit sebagai akibat penjajah-
an. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa revolusi Indo-
nesia merupakan suatu revolusi yang mengandung atau bersifat
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multi kompleks25), ia tidak hanya suatu proses dekolonisasi,
perjuangan diplomatik antara elite politik dengan Belanda, akan
tetapi suatu revolusi yang didambakan dalam kerangka perbaikan
nasib sosial ekonomi. Karenanya tidak mengherankan revolusi
itu sendiri telah menciptakan rasa spontanitas masyarakat pede-
saan untuk ikut serta secara aktif dalam mempertahankan ke-
merdekaan, seperti apa yang telah termjadi di daerah ini pada
masa Aksi Militer I dan ke II, di mana masyarakat pedusunan
ikut berpartisipasi aktif dalam perang gerilya melawan tentara
pendudukan Belanda. Tetapi-setelah revolusi fisik selesai (me-
nurut kaca mata masyarakat pada waktu itu), timbullah konflik-
konflik sosial dan politik yang merupakan suatu proses interaksi
politik antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Pro-
ses interaksi mana telah membawa ketegangan politik antara
partai-partai politik dan elite Pemerintahan, baik pada tingkat
nasional maupun regional, yang secara tidak langsung telah mem-
pengaruhi keadaan masyarakat pedesaan di daerah ini.

Tumpuan harapan masyarakat kepada pemimpin-pemimpin
formal atau pun pemimpin formal tradisional terutama perbaikan
sosial-ekonomi rakyat pedesaan, jauh panggang dari api. Timbul-
nya konflik-konflik sosial yang telah membawa ketegangan politik
antara partai-partai yang duduk dalam pemerintahan, vang dari
tahun ke tahun satu sama lain saling menghambat (dalam satu
tahun saja beberapa kali pergantian kabinet), menyebabkan ba-
nyak masalah yang urgen atau kepentingan-kepentingan masya-
rakat vyang terbengkalai. Hal ini pulalah yang menyebabkan
kekecewaan, kegelisahan, keresahan dan semakin kaburnya masa
depan masyarakat kita26) sehingga sadar atau tidak sadar seba-
gian dari masyarakat pedesaan di daerah ini mendambakan keja-
yaan pemimpin-pemimpin pada masa lampaunya. Jadi tidaklah
mengherankan apabila ada sekelompok masyarakat pedesaan yang
terisolasi jauh dari hubungan kota yang penuh dengan pemba-

25) Lihat review Taufif Abdullah terhadap-karangan Benedict Anderson, Java in a
Time of Revolution, Occupation and Resistance 1944—-1946 (New York Cornell
Univ. Press, 1972), dalam PRISMA No. 2 April 1973 hal 71.

26) Alfian, Sedikit tentang Masalah Pembangunan Masyarakat Desa, LEKNAS, Jakar-
ta, 1970 halaman 8-9.
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ngunan fisik, cenderung menjauhkan diri dari kekuasaan pemim-
pin formal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, baik struktur
geografis daerah ini, maupun ketegangan politik antara partai-
partai dan elite pemerintahan pada tingkat nasional ataupun re-
gional, merupakan unsur yang menentukan dalam kehidupan
sosial ekonomi masyarakat pedesaan di daerah ini. Boleh dika-
takan bahwa keadaan sosial ekonomi rakyat pedesaan di daerah
ini tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah di Indonesia lainnya
yang mengalami beberapa kesulitan. Usaha pemerintah untuk
memperbaiki perekonomian rakyat secara keseluruhan sebagai
sarana penunjang kebutuhan pokok, tidak dapat berjalan dengan
baik dan tidak sesuai dengan apa vang diharapkan. Rakyat hanya
memenuhi kebutuhannya dengan apa adanya dari tahun ke ta-
hun.27)  Untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945
pasal 33, pemerintah setempat belum dapat berbuat banyak meng-
ingat adanya instabilitas pemerintahan pada waktu itu. walaupun
sudah ada usaha pemerintah setempat untuk menjual barang-ba-
rang ekspor (karet, kopi dan lain-lain) yang dihasilkan oleh rakvat
pedesaan melalui seribu macam jalan selundupan ke luar negeri
(Singapura), namun usaha itu sangat jauh dari apa yvang diharap-
kan.

Suatu masyarakat pedesaan dengan dasar ikatan teritorial dan
Keagamaan yang mendapat pengaruh kota terutama pengaruh eko-
nomi keuangan. pendidikan dan politik, agaknya cenderung ke
arah pergeseran nilai-nilai atau sedang mengalami masa transisi.
di mana unsur tradisi belum banyak dilepaskan dan unsur-unsur
baru yang relatif rasional mulai dianut.28) Dalam kaitan ini dan
dalam waktu yang relatif singkat setelah pengakuan Kedaulatan
Republik Indonesia. mulai tumbuh dan berkembang idealisme da-
lam bentuk “koperasi” sebagai usaha bersama atas asas kekeluar-
gaan. Berkat penerangan dan bimbingan yang datang dari Kantor
Inspeksi Koperasi Sumatera Selatan. secara berangsur-angsur tim-

27) Interviu dengan Moh. Yam BA Kepaia Inspeksi Sek. Dasar Kecamatan Banyuasin
III. Pangkalan Balai, pada tanggal 25 Desember 1981

28) Tim peneliti Sumatera Selatan. Orientasi Sosial Budava daism 3 Komumias di
Sumatera Selatan, LIP1 dengan UNSRI, Palembang 20-23 Januan 1982,
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bul keinsyafan dari masyarakat Uluan (pedesaan) meskipun belum
merata. terhadap kegunaan koperasi dan mulai mendirikan macam-
macam Koperasi. seperti: Koperasi Kaum Tani, Koperasi Penghasil
Kerajinan/Pertukangan, Koperasi Penjualan Hasil Produksi, Kope-
rasi Keperluan Rumah Tangga, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi
Penggilingan Padi. Koperasi Penggergajian Kayu dan sebagainya.

Dalam proses perkembangannya di daerah-daerah Uluan,
koperasi-koperasi tersebut diawasi oleh 10 Kantor Koperasi
Daerah yang dipusatkan:

a. Kantor Koperasi Daerah Kota Besar Palembang di Palembang.

b. Kantor Koperasi Daerah Kabupaten Palembang/Banyuasin
di Palembang.

c. Kantor Koperasi Daerah Ogan dan Komering [lir di Kayu

Agung.

Kantor Koperasi Daerah Muara Enim/Lahat di Muara Enim.

Kantor Koperasi Daerah Ogan dan Komering Ulu di Baturaja.

Kantor Koperasi Daerah Bangka di Belitung.

Kantor Koperasi Daerah Belitung di Tanjung Pandan.

Kantor Koperasi Daerah Lampung Utara di Kotabumi.

Kantor Koperasi Daerah Lampung Tengah di Metro.

Kantor Koperasi Daerah Lampung Selatan di Telukbetung.

TrrEee s oo

Oleh karena di sebagian besar daerah Kabupaten telah ter-
bentuk kantor-kantor Koperasi Daerah, maka gerakan idealisme
dan semangat berjuang untuk kepentingan bersama langsung
mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari kantorkantor
Koperasi Daerah yang bersangkutan. Untuk menjaga kelangsung-
an hidup koperasi yang sedang berkembang seperti cendawan di
musim hujan itu, Jawatan Koperasi Sumatera Selatan mengada-
kan semacam kursus kader yang diselenggarakan pada tiga tempat
vang masing-masing dipusatkan di Tanjungkarang bagi daerah Ka-
bupaten Lampung Utara-Tengah-Selatan dan Komering Ulu, di
kota Palembang bagi daerah Kabupaten Palembang/Banyuasin-
Bangka-Belitung dan Ogan Komering Ilir, dan di Muara Enim
bagi daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah-Lahat-Musi
Ulu dan Kabupaten-kabupaten di Keresidenan Bengkulu. Pendek
kata pada akhir tahun 1951 jumlah Koperasi di Sumatera Selatan
telah tercatat sebanyak 235 buah dengan modal kerja sebesar
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Rp. 4.651.534,— dan pada akhir triwulan ketiga tahun 1952
meningkat menjadi 326 buah dengan modal kerja sebanyak
Rp. 8.328.236.48. Untuk jelasnya lihat Tabel di bawah ini.

TABEL ITI

Masa Jumlah Jumlah Jumlah Keterangan
Koperasi Anggota Modal

Akhir th. 1951 235 40.734 4.651.534 tambah
Triwulan I 1952 295 47952 6.750 2099119
Triwulan IT 1952 302 65.298 7.602.205.475 851552,475
Triwulan III 1952 326 65.091 8.382.236,48 780031,005

SUMBER : Kementerian Penerangan RI Sumatera Selatan.

Adapun nama-nama Koperasi vang pernah berkembang di
daerah ini antara lain : Koperasi Sentral ”Sejahtera’ yang merupa-
kan koperasi karet di Palembang, Koperasi Buruh Minyak di Plaju,
Koperasi Pengendara Betja "SAUDARA’’ di Palembang, Koperasi
Amal Gandus di Palembang, Koperasi Usaha Pegawai Koperasi
Sumatera Selatan (UPKOSS) di Palembang, Koperasi "KITA™ di
Ngulak yang merupakan koperasi konsumsi, koperasi ’Persatuan
Tani Indonesia” di Lumputan yang bergerak dalam perumahan
dan pengangkutan, Koperasi Persatuan Andil Dagang Islam
Indonesia” yang bergerak dalam soal produksi alat-alat pertanian,
Bank Koperasi Pendopo di Pendopo yang bergerak dalam soal
simpan pinjam, Koperasi Usaha Pembangunan Rakyat di Talang
Ubi bergerak dalam soal penggilingan padi, Koperasi Serikat Tani
Islam Indonesia di Kota Baru yang bergerak dalam perkaretan
rakyat, Koperasi Simpan pinjam Pegawai Negeri di Muara Enim
yang bergerak dalam penjualan barang-barang kebutuhan sehari-
hari, Koperasi Kowari di Tjempaka (OKU) yang bergerak dalam
kerajinan batik, Koperasi Pegawai Negeri di Baturaja bergerak
dalam kebutuhan pokok, Koperasi Pengangkutan Ogan [lir di
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Tanjungraja. Koperasi “"SEDERHANA’ di Kayuagung yang
menjual barang-barang perabot rumah tangga, Koperasi Keramik di
dusun Perigi, Koperasi Tabungan Buruh Mentok di Mentok,
Koperasi Rakyat Indonesia di Mentok, Koperasi Perak di Koba
(Bangka), dan Koperasi Produksi Kopra di pulau Seliau (Beli-
tung).29)

Beberapa tahun kemudian koperasi-koperasi tersebut meng-
alami kemunduran, karena koperasi sebagai usaha bersama nam-
paknya belum mampu mengemban misinya sebagai suatu sistem
ekonomi dalam masyarakat pedesaan.

Kegiatannya masih terbatas pada usaha-usaha mempertahankan
kehidupan organisasi yang belum stabil, karena masyarakat pede-
saan pada umumnya dan masyarakat koperasi pada khususnya
hanvalah memiliki faham dan kesanggupan tanpa dibekali dengan
pengetahuan tentang koperasi itu sendiri. Bermacam-macam kesu-
litan dan hambatan dihadapi oleh koperasi pada waktu itu, mes-
kipun pemerintah (Jawatan Koperasi Sumatera Selatan) telah
banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota-
anggota pengurus koperasi. namun hasilnya belum dapat diandal-
kan oleh seluruh anggotanva. Untuk memajukan sistem ekonomi
dalam bentuk koperasi sebagai usaha bersama atas asas kekeluar-
gaan bagl masyarakat pedesaan masih memerlukan waktu. Atau
barangkali diperlukan suatu alternatif yang lain bagi pembinaan
koperasi untuk masa-masa mendatang. Daerah Sumatera Selatan
vang secara potensial memiliki sumber-sumber produksi bahan
baku ekspor (kopi. karet. kayu, tembakau dan lain-lain), di mana
sumber yang potensial itu memerlukan pengelolaan yang rasional
berdasarkan manajemen yang baik. Semua anggota masyarakat
dan aparat Pemerintah yang berhubungan dengan gerak sosial
ekonomi di daerah ini. diharapkan turut membantu pelaksanaan
manajemen koperasi yang sebaik-baiknya termasuk modal kerja.
Apa vang pernah dikatakan oleh Edi Swasono??) dalam Panel

29) Kementerian Penerangan, op.ciz., halaman 376382,

30) Makalah vang disusun oleh Edi Swasono dengan judul "Membangun Koperas: se-
bagai Sokoguru Perekonomian Indonesia”, pada Panel Diskusi Sistem Ekonomi
berdasarkan Pancasila, 18—20 Pebruari 1982, Jakarta.
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Diskusi yang diselenggarakan oleh DPH Angkatan 45 di Gedung
Juang Jakarta pada tanggal 18—20 Pebruari 1982, menyusun
suatu pemikiran untuk mengidentifikasi prakondisi atau syarat-
syarat yang perlu dipenuhi agar koperasi benar-benar dapat menja-
di tulang punggung perekonomian, adalah bagian tersulit dalam
masalah pembangunan koperasi. Apalagi mengingat panjang dan
luasnya pengalaman kegagalan serta terbatasnya aneka keberha-
silan koperasi di masa lampau. Jadi tidak mengherankan apabila
ada sebagian kelompok masyarakat pedesaan pada akhir-akhir
ini cenderung mencurigai setiap kegiatan Koperasi Unit Desa
(KUD), karena masyarakat pada umumnya selalu melihat pada
pengalaman masa lampaunya.

Tetapi dengan adanya tekad politik yang konsekuen dari seluruh
pelaku ekonomi untuk melaksanakan pesan konstitusional untuk
menyusun perekonomian bangsa Indonesia, maka yang sangat
penting dalam hal ini sampai sejauh mana masyarakat kita memi-
liki kesadaran akan makna koperasi atau kesadaran untuk berko-
perasi? Kalau tidak salah hingga saat ini banyak koperasi didiri-
kan atas perintah pejabat dan obyeknya mencari fasilitas. Jika
pengamatan ini mendekati kebenaran, jangan diharapkan sistem
perekonomian yang terdapat dalam U.U. Dasar 1945 akan berhasil
dengan baik. Oleh sebab itu dalam usaha meningkatkan pengem-
bangan koperasi, pemerintah harus turun tangan dalam hal ini
Departemen P dan K atau Departemen Agama, untuk memasuk-
kan mata pelajaran koperasi dalam kurikulum sekolah sampai
sekolah tingkat atas / sederajat.

Tahap meningkatkan kesadaran tidak hanya melalui jalur
pendidikan formal, tetapi tidak kurang pentingnya jalur pemim-
pin formal tradisional setempat untuk menyebar-luaskan citra
positip mengenai koperasi yang berasaskan kebersamaan dan ke-
keluargaan. Citra kegagalan koperasi pada masa lampau yang
menjerakan masyarakat pedesaan segera dihapuskan dengan mema-
merkan koperasi-koperasi yang telah berhasil dewasa ini.

Masyarakat harus disadarkan oleh Pemerintah dengan bantuan
masyarakat, di samping melalui penalaran akan kebenaran koperasi
di dalam sistem pendidikan Nasional, sehingga diharapkan genera-
si yang akan datang dapat berorientasi kepada sistem ekonomi,
di mana koperasi memperoleh pembenaran dan keterikatan
Nasional. Di samping memupuk kesadaran masyarakat untuk
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berkoperasi, pemerintah harus membimbing/membantu secara
penuh seperti pemberian izin yang diperlukan, bantuan penyu-
sunan program bimbingan pengolahan, pembiayaan, bantuan
kredit, pemasaran dan lain-lain. Dengan kata lain selama kope-
rasi-koperasi itu masih lemah, pemerintah hendaknya tetap mem-
berikan bantuan sampai koperasi tersebut mencapai kemandirian.
Tetapi apabila ia telah mencapai tahap kemandirian, campur
tangan pemerintah harus dibatasi dan hanya dalam tingkat moni-
toring (pengamanan) melalui kebijaksanaan yang terpadu. Mes-
kipun Pemerintah sudah mulai mengurangi berbagai bantuannya,
namun pemerintah hendaknya masih tetap menjaga kemungkinan-
kemungkinan kegagalan koperasi dalam mencapai kemandirian.
Campur tangan Pemerintah hendaknya bersifat taktis-strategis,
yaitu campur tangan yang bersifat paedagogis dan diarahkan kepa-
da peningkatankesadaran berkoperasi. Koperasi adalah persatuan
orang banyak dan bukan persatuan modal. Oleh karena itu target
pembinaannya ditujukan kepada manusia-manusianya, agar su-
paya dapat berswadaya, berswakarya dan swasembada melalui
swakarsanya. Akhirnya dalam usaha meningkatkan pemerataan
usaha melalui jalur koperasi, orientasi pembangunan yang dimulai
dari pedesaan harus tetap pada mementingkan hajat hidup orang
banyak™, yang mengutamakan pandangan kesejahteraan-rakyat-
sentris. Dengan kata lain semua kepentingan (konsumen, produsen
dan program pemerintah) harus sama-sama dilindungi melalui
kacamata yang mengutamakan hajat hidup orang banyak tersebut.

8. Sosial Budaya

Masyarakat Sumatera Selatan menurut letaknya dapat digo-
longkan atas dua kelompok, yaitu desa yang terletak di pinggir
jalur jalan raya darat atau sungai yang menunjukkan adanya ko-
munikasi yang cukup baik, sehingga lebih terbuka untuk meneri-
ma perubahan dalam mayarakatnya. Sedangkan kelompok lain,
vaitu desa yang terletak jauh dar jalur tersebut, sekalipun jarak
dengan kota relatif dekat tetapi oleh karena komunikasi tidak
lancar mengingat daerah rawa-rawa yang terbentang luas di sisi
timur daerah ini, maka kehidupan masyarakat menjadi terisolasi
dan cenderung statis tradisional. Pengaruh letak di mana masya-
rakat tersebut bertempat tinggal, nampaknya telah memberi pe-
ngaruh pada sikap dan tingkah laku masyarakat itu sendiri. Pada
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masyarakat terbuka adat telah mulai longgar dan pada masyarakat
terisolasi adat masih tetap bertahan. Sedangkan kelompok desa
yang terisolasi jauh lebih besar jumlahnya, sehingga tingkah laku
kelompok ini nampaknya lebih dominan pada masyarakat Su-
matera Selatan secara keseluruhan. Tetapi pada akhir-akhir ini
pada masyarakat pedesaan sudah terdapat pergeseran nilai-nilai,
di mana unsur tradisional belum seluruhnya dilepaskan dan unsur
baru yang relatif lebih rasional mulai dianut.

Pada umumnya kecuali masyarakat pedesaan di dalam kota-
kota besar, masyarakat di daerah ini adalah petani seperti pendu-
duk dari lain-lain daerah di Indonesia. Di berbagai tempat di le-
reng-lereng bukit/dataran tinggi dan tempat-tempat terpencil
lainnya, penduduk masih banyak melakukan bercocok tanam de-
ngan teknik perladangan. Di samping itu ada juga yang bertem-
pat tinggal di daerah lebak, kecuali daerah transmigrasi di Upang,
bercocok tanam dengan teknik persawahan yang tergantung pada
curah hujan. Baik sistem perladangan maupun persawahan di
daerah ini dilakukan secara tradisional dan belum mau memper-
gunakan pupuk atau bibit unggul yang dianjurkan oleh Dinas Per-
tanian setempat. Di samping bercocok tanam di ladang/sawah
dengan padi sebagai tanaman pokok, mereka juga memiliki ke-
bun-kebun karet, kopi, tembakau dan lain sebagainya. Kebun ko-
pi, tembakau dan kebun karet rakyat di daerah ini setelah Penga-
kuan Kedaulatan telah menunjukkan prospek yang baik, bahkan
pada masa-masa revolusi fisik peranannya sangat membantu Pe-
merintah setempat dalam menanggulangi kesulitan keuangan.
Tetapi akhir-akhir ini rakyat buruh tani dan pemilik kebun itu
sendiri mengalami keresahan, karena harga karet atau kopi di pa-
saran tidak menggembirakan, walaupun Pemerintah telah turun
tangan.

Kelompok kekerabatan terkecil di daerah ini adalah keluarga
batih, yang terdiri dari ayah ibu dan anak-anak yang belum kawin.
Anak-anak yang telah kawin membentuk lagi keluarga batih dan
seterusnya. Tetapi oleh karena keadaan belum memungkinkan,
maka kadang-kadang di dalam sebuah rumah terdapat dua atau
lebih keluarga batih, yang masing-masing merupakan kesatuan
ekonomis dalam hal mengerjakan ladang/sawah atau kebun.
Kemudian setelah mereka mampu untuk berdiri sendiri dalam arti
mendapatkan rumah pemberian dari orang tua atau membeli
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sendiri, mulailah memisahkan diri dan terbentuklah keluarga ba-
tih vang baru menurut garis keturunan ayah (patrilinial). Kedu-
dukan suami memegang peranan penting sebagai kepala keluarga,
sedangkan si isteri masuk keluarga suami dan bersama-sama ikut
bertanggungjawab dalam pendidikan dan masa depan anak-anak
mereka. Sistem matrilokal mungkin bisa terjadi apabila orang
tua tidak memiliki anak lelaki, atau di beberapa daerah tertentu
berlaku pula adat kebiasaan funggu ruban, suatu adat yang turun
temurun menetapkan anak perempuan tertua sebagai pewaris
utama dan langsung bertanggungjawab terhadap orang tua sebelum
meninggal dunia.

Lazimnya masyarakat tradisional di negeri kita ini, masyarakat
di daerah Sumatera Selatan terdiri dari kelompok-kelompok, vaitu
kelompok menurut suku, kepercayaan, pekerjaan, status kelahir-
an dan sebagainya. Dalam hal ini kita dapat membedakan antara
masyarakat Palembang asli dengan masyarakat pedesaan di daerah
Uluan yang belum banyak mendapat pengaruh dari luar. Palem-
bang sebagai bekas pusat kerajaan tradisional, masyarakatnya lebih
banvak seluk beluknya daripada masvarakat modern sekarang ini.
Tetapi baik masyarakat di pusat kerajaan maupun di daerah Uluan,
secara umum dapat dibagi atas dua golongan besar, vaitu : golong-
an penguasa dan golongan rakyat jelata. Pada masyarakat Palem-
bang asli dikenal bermacam-macam gelar yang berdasarkan kelahir-
an seperti : Raden, Mas Agus, Ki Agus dan sebagainya. Akhir-
akhir ini gelar-gelar tersebut masih juga dipakai, tetapi sudah tidak
lagi mempunyai arti seperti dulu. Stratifikasi sosial yang berda-
sarkan kelahiran ini nampaknya mengalami erosi sebagai akibat
perkembangan di bidang pendidikan setelah berakhir Revolusi
Fisik di daerah ini. Sementara itu stratifikasi sosial yang baru yang
condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat
dalam sistem birokrasi kepegawaian, atau atas dasar pendidikan
sekolah belum lagi mendapat wujud yang mantap.

Apa yang kita lihat di daerah-daerah Indonesia lainnya, per-
kembangan pendidikan di daerah ini dari tahun ke tahun se-
makin berkembang dan maju pesat. Sampai sejauh mana peranan
pendidikan formal di daerah ini, nampaknya sangat membantu
dalam proses pendemokrasian masyarakat dalam arti pencampur-
bauran anak-anak dari berbagai asal kelahiran : anak-anak yang
berasal dari petani, anak-anak yang berasal dari penguasa tradi-
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sional, anak-anak Kyayi/Ulama, anak-anak pedagang dan entah
dari mana lagi, vang kini memasuki sistem pendidikan umum
yang sama dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat Aka-
demi/Perguruan Tinggi. Semua mereka itu berasal dari berbagai
macam latar belakang, yvang muncul secara berangsur-angsur se-
bagai kelompok cendekiawan baru, vang kini menempati posisi
penting dalam sektor pemerintahan. angkatan bersenjata dan
perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan demikian derasnya arus perubahan vang terjadi di
kota-kota besar yang telah menyentuh masyarakat pedesaan,
sebagai akibat perkembangan teknologi dan pendidikan dengan
segala efek-efeknya langsung menyentuh kehidupan generasi
muda, yang telah mulai memberikan reaksi yang beraneka ragam
terhadap rangsangan perubahan-perubahan itu, nampaknya antara
generasi muda dan tua terdapat perbedaan persepsi. Permasalah-
annya bagaimana cara kita menghadapi dan menangani perubah-
an-perubahan itu, agar kehidupan dapat terus berjalan secara
wajar dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila. Generasi
tua khususnya generasi Angkatan 45 telah ikut mengalami dan
berjuang mati-matian untuk memerdekakan bangsa dengan kerja
keras. Sedangkan generasi muda tidak mengalami perjuangan me-
rebut kemerdekaan. Mereka mendengar dari orang tua atau mem-
baca buku-buku perjuangan bangsa di masa lampau tentang ba-
gaimana perjuangan mengusir penjajahan di bumi Indonesia.
Walaupun antara generasi tua dan generasi muda terdapat latar
belakang yang berlainan, tetapi vang diharapkan ialah agar nilai-
nilai perjuangan bangsa Indonesia itu dapat terus diwarisi dan
dikembangkan oleh generasi berikutnya.
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BAB III

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

1. Landasan-landasan Pelaksanaannya

Dalam usaha untuk mewujudkan dan memenuhi amanat pen-
deritaan rakyat seperti yang terkandung dalam Pembukaan Un-
dang-undang Dasar 1945, oleh Pemerintah Republik Indonesia
pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dikeluarkan suatu Maklumat
mengenai “Pembangunan Negara Indonesia®, dan isi Maklumat
Pembangunan Negara Indonesia Merdeka itu antara lain :

a. Pembangunan Negara Indonesia Merdeka yang dikehenda-
ki oleh rakyat sekalian di waktu ini sedang dijalankan
dengan seksama,

b. Segala hal-hal yang perlu untuk Pembangunan Negara
Republik Indonesia sedang diselenggarakan dan akan
selesai di waktu yang pendek.

Demikianlah sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga kini Pem-
bangunan Negara Indonesia berjalan terus dengan mengalami
pasang surut. Untuk melaksanakan Pembangunan Negara perlu
terlebih dahulu disusun rencana (pola) Pembangunan. Agar ren-
cana Pembangunan dapat berhasil baik mencapai sasarannya,
maka Pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan beren-
cana, dan oleh karenanya harus didasarkan pada kenyataan-
kenyataan kemampuan yang ada serta landasan perjuangan Bang-
sa dan harapan Rakyat secara keseluruhan. Tanpa rencana yang
konkrit, realistis dan berlandaskan pada aspirasi-aspirasi Rakyat
itu, kiranya tidak mungkin dapat dilaksanakan pembangunan
dengan berhasil dan terarah.

Pada tahun 1969 Pemerintah telah menyusun satu Rencana
Pembangunan Lima Tahun ke-I (1969-1973) yang disingkat
REPELITA. Adapun yang menjadi dasar Hukum bagi Peme-
rintahh Republik Indonesia untuk menyusun REPELITA ter-
sebut adalah Ketetapan MPRS No. XLI/1968 tentang tugas
Pokok Kabinet Pembangunan. Dalam Konsideran Ketetapan
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MPRS No. XLI/1968 ditegaskan sebagai berikut :

a. Dalam rangka melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Ne-
gara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun perlu segera
dibentuk Kabinet Pembangunan;

b. Politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan kehendak
Rakyat menuju ke arah stabilisasi dan Pembangunan Na-
sional.

Dalam pasal 1 Ketetapan MPRS tersebut dikatakan, bahwa Tu-
gas Pokok Kabinet Pembangunan antara lain ialah :

1. menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai sya-
rat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan
Lima Tahun dan Pemilihan Umum;

[§= ]

menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima

Tahun (ke-I).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Ketetapan MPRS No.
XLI/1968 ini Pemerintah atau melalui BAPPENAS. telah me-
nyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-l yang telah di-
tuangkan dalam Keputusan Presiden No. 3129 Tahun 1968 tentang
Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969—1973 yang mulai ber-
laku tanggal 30 Desember 1968, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1 :

Pasal 2 :

Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969—-1973
sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III, Lam-
piran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pem-
bangunan Lima Tahun seperti yang ditugaskan oleh
MPRS.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan dan pada
REPELITA akan dituangkan dalam Rencana Tahun-
an yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan lain-
nya.
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Pasal 3 : Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana ter-
dapat dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilak-
sanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemung-
kinan perubahan-perubahan dan perkembangan keada-
an yang memerlukan penyvesuaian terhadap REPELI-
TA.

Bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun II, tidak lagi disusun
oleh Pemerintah tetapi ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. [V/1973
(TAP MPR No. IV/MPR/1973) tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara yang memuat REPELITA. II, pelaksanaannya oleh Peme-
rintah dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 11 tahun 1974,
vang mulai berlaku tanggal 11 Maret 1974 berisi sebagai berikut:

Pasal 1 : Rencana Pembangunan Lima Tahun II1 1974/1975 —
1978/1979 sebagaimana termuat dalam lampiran Ke-
putusan Presiden ini merupakan bagian dari pada Pola
Dasar Pembangunan Nasional Pola Umum Pembangun-
an Jangka Panjang dan Pola Umum REPELITA II
sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang
telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rak-
vat.

Pasal 2 : Rencana Pembangunan Lima Tahun II tersebut dalam
pasal 1 Keputusan Presiden ini menjadi landasan dan
pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pem-
bangunan Lima Tahun II.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/1978
(TAP MPR No. IV/MPR/1978) tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara yang memuat REPELITA [II, yang memuat prinsip-prin-
sip kesinambungan, korektif, regenerasi, survival (kelestarian hi-
dup). pelaksanaannya oleh Pemerintah dituangkan dalam Kepu-
tusan Presiden No. 7 tahun 1979 yang mulai berlaku tanggal
11 Maret 1979 berbunyi sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima
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i Tahun' ke-dua rtelah ' menunjukkan  hasil-

VY '/ hasil yang-cukup memadai sehingga dapat

ooy sorr i dijadikan landasan yang kuat untuk tahap
pembangunan sé¢lanjutnya;

b, ,bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil

yang telah dicapai serta kemampuan-ke-

OTe] 1 AudeT il OARR an%i“tg:lah dapat dikembangkan
sb T8UMmst HNEMIELEdS dalam RE,PELI dla.nggap perlu untuk
-9 it asbizetq lmﬁlqgetapkgm REP LITA Il yang merupa-
pilinad 18260 slo dhl;:gn kelanjutan dan ‘peningkatan dari RE-

aiensdmoy mfmJ gl LI?#tI’-’ e

s3ils 1 i 5109 @5bpahiwd 1 Herdd$ikan T pertimbangan-pertim-
-sH 1sesll  znegensd) ’Ha'ﬁga&‘n térsebut @i atas serta dengan men-
ailsisl dolo nedgs "j'h Hengdy idan’” ‘fiemperhatikan secara sung-
& elitlslinggult’ ‘saran-saran dari Fraksi-fraksi

di Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi-

_ organisasi serta masyarakat pada umum-

- I52§Ya, maka sesuai dengan tugas yang diberi-

kan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

szvst 1 aurls] J“"”;} S PEHT ‘fércantiim 'dalam Ketetapan MPR
o (i .n.':‘-‘.‘a NENg ! IV[MPR/}QTS tentang Garis-garis Besar
-:u..nx,-u.:: "H4ltian Negam dipandang perlu untuk

“imengeluarkan’ “Keputusan Presiden yang
menetapkan Rencina Pembangunan Lima
Tahun ke-III (1979/1980 — 1983/1984);

o i e

Mengingat ; l. Pasal 4 ayat (1) Undang—Undang Dasar
TIGD NBBIIEEARINT ISENEZPGYE: '

o Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak-
L. .yat No. IV/MPR/78;

{934= 114 .‘ 3; Ketétapafl Majelis Permusyawaratan Rak-
yat No VIII/MPR/1978;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 59/M. Tahun 1978;

STEMEMUTUSKAN:
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Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDO-
NESIA TENTANG RENCANA PEMBANGUN-
AN LIMA TAHUN KETIGA (1979/1980 —
1983/1984)

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun [II 1979/
1980 — 1983/1984 sebagaimana termuat da-
lam lampiran. Keputusan Presiden ini meru-
pakan bagian daripada Pola Dasar Pemba-
ngunan Nasional, Pola Umum Pembangun-
an Jangka Panjang, dan Pola Umum Pelita
Ketiga sesuai dengan Garisgaris Besar Ha-
luan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun [II terse-
but Pasal 1| Keputusan Presiden ini menjadi
landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam
melaksanakan Pembangunan Lima Tahun III.

Pasal 3

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan dari-
pada Rencana Pembangunan Lima Tahun III,
dituangkan dalam Rencana Tahunan yang ter-
cermin dalam anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan
Pemerintah lainnya.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagai-



mana terdapat dalam Pasal 3 Keputusan Pre-
siden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan
kemungkinan-kemungkinan perobahan dan per-
kembangan keadaan yang memerlukan langkah-
langkah penyesuaian terhadap Rencana Pem-
bangunan Lima Tahun III.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 11 Maret 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

2. Pelaksanaan Pelita di Daerah di Bidang Pemerintahan Desa

Secara formal, sejak tahun 1950 Pemerintah Republik Indo-
nesia menyadari pentingnya membangun Desa, di mana tinggal
82% dari seluruh penduduk Indonesia. Desa diakui sebagai landas-
an Negara dan hari depan. Hampir semua Departemen mengambil
bagian untuk mengurusi dan mengembangkan Desa. Dalam sejarah-
nya, desa yang merupakan tempat tinggal dan merupakan lembaga
pemerintahan terendah mendapat sentuhan hukum sejak Pemerin-
tah Hindia Belanda. Adapun pedoman sistemm Pemerintahan Desa
sekarang ini berasal dari Reglement op het beleid der Regering
van Nederlandsch-Indie ( Regeringsreglement = R.R._).

Dalam pasal 71 R.R. pemerintah Belanda menggunakan
Inlandsche Gemeente untuk semua organisasi pemerintahan
terendah yang ada di Indonesia. R.R. tersebut kemudian dirubah
dengan Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie (In-
dische Staatsregeling = I.S.). Sebagai pelaksanaan pasal 128 dan
129 sebagaimana tercantum dalam pasal 71 R.R., maka pada ta-
hun 1906 dikeluarkan suatu ordonansi yang disebut Inlandsche
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Gemeente Ordonantie Java en Madoera disingkat I.G.O. Stbl.
no. 83/1906, yang mengatur pemerintah Desa, yaitu Reglement
op de Verkiezing de Schorsing en het Ontslag van de Hoofden
der Inlandsche Gemeenten op Java en Madoera (Ordonansi tentang
Pemilihan dan Pemberhentian untuk sementara dan Pemberhenti-
an dengan tidak hormat Kepala Desa di Jawa dan Madura) Stbl.
No. 212/1907. Untuk wilayah di luar Jawa dan Madura dikeluar-
kan 1.G.O. masing-masing di antaranya:

1. Ordonansi Stbl. no. 677/1918 untuk Sumatera Barat;

2. Ordonansi Stbl. no. 453/1919 untuk Bangka dan bawahannya;
3. Ordonansi Stbl. no. 814/1919 untuk Palembang;

4. Ordonansi Stbl. no. 564/1922 untuk distrik-distrik Lampung;
5. Ordonansi Stbl. no. 469/1923 untuk Tapanuli;

6. Ordonansi Stbl. no. 471/1923 untuk Ambon;

7. Ordonansi Stbl. no. 75/1924 untuk Belitung;

8. Ordonansi Stbl. no. 275/1924 untuk Kalimantan Timur;
9. Ordonansi Stbl. no. 6/1931 untuk Bengkulu;

10. Ordonansi Stbl. no. 138/1931 untuk Minahasa (Menado).

1.G.O. = 1.G.O. luar Jawa-Madura kemudian dicabut dengan satu
I.G.O. yang terkenal dengan nama 1.G.O.B. (Inlandsche Gemeente
Ordonnantie Buitengewesten = Ordonansi Pribumi luar Jawa-
Madura/.

Undang-undang Dasar 1945 menjamin kelangsungan hidup
Desa dan daerah yang setingkat. Hal itu tertuang dalam Pasal
18 UUD 1945. Sejumlah Undang-undang telah dikeluarkan sejak
tahun 1945 sebagai pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945 di atas,
yang kesemuanya mengenai pemerintahan daerah.:

UU. no. 1/1945 tentang Komite Nasional Daerah

UU. no. 22/1948 tentang Pemerintahan Daerah

UU. no. 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Da-

erah

4. Penetapan Presiden Republik Indonesia no. 6/1954 ten-
tang Pemerintahan Daerah (disempurnakan)

5. UU. no. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

Daerah.

wgv:—-

Undang-undang yang mengatur Desa sebagai pengganti 1.G.O. dan
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[.G.O.B. maupun ordonansi lainnya yang bersangkutan dengan
Desa tidak kunjung datang. Baru pada tahun 1965 lahir Undang-
undang no. 19/1965 tentang Desapraja. Meskipun UU ini tidak
mengatur Desa. melainkan menghapus Desa, sempat mencabut
semua [.G.O. dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan
Desa. Undang-undang no. 19/1965 belum sempat dilaksanakan,
karena UU tersebut harus ditinjau kembali sesuai dengan TAP.
MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 tentang pemberian Otonomi
seluas-luasnya kepada Daerah. Pada tahun 1974 dikeluarkan
UU.no. 5/1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Undang-Un-
dang ini tidak saja mengatur Pemerintahan Daerah melainkan juga
Pemerintahan Pusat di daerah, Lembaga Pemerintah dan sebagai-
nya. Mengenai Desa disinggung dalam bagian V pasal 88 sebagai
berikut: Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan
dengan Undang-Undang.” Baru pada tahun 1979, Undang-Un-
dang yang dinanti-nantikan itu lahir, yaitu Undang-Undang No.
5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Di dalam UU ini diatur
pula Kelurahan yaitu bagian yang bersifat administratif dari
wilayah Kecamatan, yang setingkat dengan Desa sebagai organi-
sasi pemerintahan yang terendah.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga se-
karang hanya dua Undan-Undang yang mengatur hal-hal pokok
mengenai pemerintahan Desa, yaitu :

1. 1.G.O. dan 1.G.O.B. (Inlandsche Gemeente Ordonnantie
Stbl. no. 83/1906 dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie
Buitengewesten Stbl. no. 490/1938).

2. Undang-Undang no. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

Usia [.G.O. dan [.G.O.B. cukup lama, melampaui usia Hin-
dia Belanda sendiri yang berakhir pada tahun 1942, menembus
masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, bahkan jauh mema-
suki jaman Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara ti-
dak langsung sampai tahun 1979. Dengan adanya satu Undang-
Undang berarti adanya Desa yang seragam di seluruh wilayah
Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan Desa, administrasi, un-
sur-unsur, pembentukan, organisasi Pemerintah Desa, hak dan
kewajibannya, pada hakekatnya adalah sama. Kesamaan ini
mengakibatkan perlunya diadakan pembentukan kembali atuu
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penyesuaian Desa vang ada. terutama di luar Jawa dan Madura,
seperti yang terkandung dalam Undang-undang no. 5/1979 tentang
Pemerintahan Desa. Pasal 1. kalimat pertama memberikan peru-
musan Desa sebagai berikut :

"Dalam Undang-undang ini vang dimaksud dengan :

a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah
penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di da-
lamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Ca-
mat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sen-
diri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia™.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan adanya empat unsur
Desa :

Wilayah
Penduduk
Pemerintah
Otonomi

£ W o —

Khususnva di bidang Pemerintah Desa yang merupakan pilihan
sendiri, oleh, dari dan untuk rakyat Desa sendiri membedakan
Desa dengan jenis lain bagian dari wilayah Kecamatan yang di-
namakan “Kelurahan” di dalam UU. no. 5/1979 tentang Peme-
rintahan Desa. Bagian Wilayah Kecamatan ini mempunyai Pe-
merintah yang terdiri dari pegawai Negeri, diangkat dan digaji
oleh Pemerintah yang lebih atas biasanya oleh Pemerintah Daerah.
Jadi ada dua macam bagian dari Wilayah Kecamatan di daerah
Sumatera Selatan sekarang ini : Pertama, yang lengkap memiliki
4 unsur di atas, dan bagian ini dinamakan Desa, Kedua, yang ti-
dak memiliki otonomi tetapi bersifat administratif, penduduknya
tidak merupakan masyarakat hukum dan pemerintahnya tidak
dipilih oleh penduduk, melainkan terdiri dari pegawai Negeri
vang diangkat oleh Pemerintah.

Lebih jelasnya bahwa yang disebut dengan Kelurahan adalah
bagian administratif dari wilayah Kecamatan yang tidak memili-
ki otonomi dan bukan Desa. Dengan demikian pada penjenisan
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Desa atau pengelompokan organisasi pemerintah terendah dapat
disusun bagan sebagai berikut :

I. Dari segi wilayah :

Bagian vang ad- — Kelurahan.

ministratif

Wilayah Kecamatan
Bagian yang Perdikan
mempunyai < Desa { Genealogis
Otonomi Teritorial

II. Dari segi organisasi Pemerintahan :

Yang admi- — Kelurahan

nistratif
Organisasi
Pemerintahan pemerintahan Perdikan
Kecamatan ' terendah Yang mempu-> Desa—s Genealogis
nyai Otonomi ™ Teritorial

3. Hasil-hasil yang Diperoleh

Dalam mengemukakan hasil-hasil yang diperoleh oleh Desa
selama PELITA. bahwa Kota Madya Palembang yang terbagi atas
6 Kecamatan yaitu :

Kecamatan Ilir Timur | yang terdiri atas 12 Kelurahan
Kecamatan Ilir Timur II yang terdiri atas 11 Kelurahan
Kecamatan Ilir Barat I yang terdiri atas 9 Kelurahan
Kecamatan [Ilir Barat I yang terdiri atas 10 Kelurahan
Kecamatan Seberang Ulu [ yang terdiri atas 11 Kelurahan
Kecamatan Seberang Ulu II yang terdiri atas 9 Kelurahan

SN h W -

hingga seluruhnya berjumlah 62 Kelurahan. Sebagai pusat konsen-
trasi penelitian dipilih 3 Kelurahan dengan masing-masing Sirah

Kampung (Lurah) berstatus pegawai Negeri, diangkat/ditunjuk
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dalam tahun 1976 yaitu : Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang
Ulu I; Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur Il dan Kelurahan
26 llir Kecamatan Ilir Barat | dengan pertimbangan-pertimbang-
an letak atau lokasi, komunikasi, demografi, sosial-ekonomi dan
lain-lain. Untuk daerah Uluan sampai sekarang ini masih terdapat
bentuk Desa yang mempunyai otonomi, kecuali pada setiap ibu-
kota Kabupaten telah dibentuk Kelurahan sebagai wilayah ad-
ministratif sejak tahun 1981.

Dalam melaksanakan program Pembagunan Desa, Lembaga

Sosial Desa (LSD) yang sejak tanggal 31 Maret 1980 dengan ke-
putusan Presiden nomor 28 tahun 1980 LSD dijadikan LKMD
(Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), yang merupakan pe-
nunjang dari Pemerintah Desa, dan mempunyai kewajiban untuk
turut serta mensukseskan pembangunan, terutama dalam rangka
membangun Desa dari Desa Swadata menjadi Desa Swakarya
dan selanjutnya menjadi Desa Swasembada. LKMD yang merupa-
kan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/
Kelurahan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan di
segala bidang. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut di atas,
maka LKMD bertujuan untuk membantu Pemerintah Desa/Ke-
lurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemera-
taan hasil Pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa atau swa-
karsa masyarakat pedesaan dalam pembangunan. Kemudian dari-
pada itu diharapkan pula, dengan melalui LKMD kemampuan
masyarakat ditingkatkan untuk memiliki keuletan serta ketang-
guhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahan-
an di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan ham-
batan dalam pembinaan wilayah.
LKMD vang merupakan penunjang Pemerintahan Desa/Marga/
Kelurahan dalam menjalankan funksinya terdiri dari Pesirah/
Lurah sebagai Ketua Umum, Pemuka masyarakat setempat se-
bagai Ketua [ dan Ketua 11 bersama dengan sekretaris dan Benda-
hara serta Ketua-ketua Seksi :

A. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban

B. Pendidikan dan Pembudayaan Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila

C. Penerangan

D. Perekonomian
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Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup
Agama

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Pemuda, Olahraga dan Kesenian

Kesejahteraan Sosial,

mrmomm

mengancah dan merencanakan proyek-proyek apa yang mendapat
perioritas untuk dibangun. Hasil musyawarah LKMD diusulkan
kepada Camat, dan kemudian diteruskan kepada Pemerintah Da-
erah Tingkat I oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Bupati/Waliko-
ta). Akhirnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diteruskan
kepada Pemerintah Pusat sebagai DUP, yang selanjutnya dipakai
dasar oleh Pemerintah untuk menyusun RAPBN. Kemudian se-
telah itu DUP ini dikembalikan ke daerah berbentuk DIP dise-
rahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau yang mewakilinya kepa-
da Kepala Daerah Tingkat I.

Pembangunan Marga/Desa atau Kelurahan dilaksanakan me-
lalui bantuan PMD, tetapi sejak tahun 1981/1982 bantuan itu di-
sebut dengan BANDES. Sasaran yang dibangun selalu memprio-
ritaskan prasarana dan lingkungan hidup masyarakat pedesaan
setempat. Swadaya masyarakat yang berwujud dana ataukah
berupa tenaga merupakan pelengkap dalam usaha pembangun-
an, yang pengaruhnya memiliki dampak positip, bahkan sering-
kali besarmya melebihi dari bantuan PMD/BANDES.
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SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT DESA

Ketua Umum

Ketua |

Ketua I1

—1  Sekretaris

Bendahara

[ i
Seksi| (Seksi| [Seksi| [Seksi | [Seksi | [Seksi | [Seksi | 'Seksi| |Seksi| [Seksi

54



Data yang di bawah ini merupakan hasil-hasil yang diperoleh se-
jak dimulainya PELITA tahun 1969, yaitu sejak tahun 1976/77
dan seterusnya pada 3 Kelurahan dalam Kota Madya Palembang,
sedangkan data untuk daerah Uluan tak dapat kami peroleh ka-
rena lain-lain hal.

1). Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I :

Kepala Kelurahan : Soedjoko bin R. Soenar NIP.440008503

Tahun

Proyek

1976/77

1977/78
1978/79

1979/80

1980/81

1981/82

Rehab 2 langgar
1 mesin TS 60

Balai Desa

Langgar Baru Rt.22
Rehab Langgar Rt.1
(Juara III Lomba
Desa)

2 Jembatan ke-SD
Rehab Balai Desa
(Juara III Lomba
Desa)

Proyek bersama
Fondasi Mesjid
(Juara III Lomba
Desa)

2 Mesin Jahit PKK

Mesjid Al Ijtihad

Bantuan PMD Swadaya Masy.
Rp.1.113.000,— Rp. 900.000,—
Rp.1.113.000,— Rp.1.175.000,—
Rp. 350.000,— Rp.2.200.000,—
Rp. 300.000,— Rp. 600.000,—
Rp. 450.000,— Rp. 400.000,—
Rp. 300.000,— Rp. 500.000,—
Rp. 650.000,—

Rp. 500.000,— Rp. 900.000,—
Rp. 80.000,— Rp. 10.000,—
Rp. 750.000,— Rp.1.750.000,—

SD Inpres yang menjadi SD Negeri adalah sebagai berikut :

1973/74 :
1977/78 :

1978/79 :

SD Negeri No. 135 Rt. 20
SD Negeri No. 209 Rt. 19 SD Negeri No. 210 Rt.2
dan SD Negeri No. 213 Rt. 24
SD Negeri No. 242 Rt. 20

Perlu diberitahukan bahwa sebelum PELITA di Kelurahan 15
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Ulu belum ada SD satu pun, dan sekarang sudah ada 4 buah SD
yang dipergunakan pagi-sore.

2). Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur IT :
Kepala Kelurahan: M. Amin Asyaari BA NIP.440012064

Tahun Proyek Bantuan PMD Swadaya Masy.
1976/77 Lorong KH. Abdullah
Rt. 11 Jembatan Rp.1.922.100,— Rp.256.207,50

1977/78 Jembatan Rt.8 dan
Jembatan Rt.20 A.
Serta Lorong Rt.20A Rp.1.922.100,— Rp.361.605,—

1978/79 Rehab Jembatan

Rt.6 dan 9 Rp. 350.000,— Rp. 62.000,—
1979/80 Gang Sawi Rt.21 Rp. 82.000,— Rp.  82.000,—
1980/81 Proyek Bersama

TK. di 2 Ilir
1981/82 Jembatan Kayu di

Rt.9 dan 11 Rp. 750.000,— -

3). Kelurahan 26 llir Kecamatan Ilir Barat I :
Kepala Kelurahan : Is. Z. Akil BA. NIP.440012086

Tahun Proyek Bantuan PMD Swadaya Masy.
1976/77 Balai Desa dan Kan-
tor Lurah Rp.1.557.000,— Rp. 557.000,—
Balai Bersama Ke-
camatan Rp.1.557.000,— -
1977/78 Lorong Tembusan Rp.1.467.494 — Rp. 392.826,—
Lorong Bakti Rp.1.167.816,— Rp. 310.275,—

Lrg. Lp. Cempaka Rp. 476.971,— Rp. 116.286,—
Lrg. Cempaka Dalam Rp. 300.000,—- Rp. 185.721,—
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Tahun Proyek Bantuan PMD Swadaya Msy.

1978/79  Pagar, Listrik, air

Balai Desa Rp. 350.000,— Rp. 169.950,—
1979/80 Lorong Balai Desa Rp. 450.000,— Rp. 145.000,—
1980/81 Pos KB Rp. 250.000,— Rp. 79.587,—

Alat-alat PKK Rp. 100.000,— -

Rehab Balai Bersa-

ma Kec. Rp. 400.000,— -
1981/82 Balai Ketrampilan

PKK Rp. 800.000,— Rp.263.512,—

Alat-alat PKK Rp. 200.000,— -

Selama PELITA Il dan III telah didirikan 3 buah SD Inpres yang
sekarang menjadi SD Negeri No. 153: SD Negeri No. 65 dan SD
Negeri No. 110.
Apa yang kita lihat di daerah Uluan sebagai hasil yang menonjol
selama PELITA berlangsung adalah perkembangan di bidang
pendidikan, terutama sekali di tingkat Sekolah Dasar. Secara me-
nyeluruh dapat kita laporkan sebagai berikut: Pada 3 Marga di
daerah Kabupaten MUBA terdapat 39 Sekolah Dasar sebelum
adanya PELITA dan sesudah PELITA menjadi 85 buah SD Negeri.
Demikian pula pada 3 Marga/Desa di Kabupaten Lahat sebanyak
8 SD menjadi 15 SD Negeri setelah adanya PELITA. Kemajuan
di bidang ini nampaknya telah menyentuh hati nurani masyarakat
pedesaan. Dari segi kwantitasnya dapat dibanggakan, tetapi masih
banyak lagi yang perlu diharapkan dalam segi kwalitasnya.
Pembangunan Desa/Marga yang memprioritaskan pembangun-
an prasarana dan lingkungan hidup, LKMD dengan Seksi-seksinya
ikut berperan dan mendapat bimbingan dari Pesirah/Lurah berusa-
ha meningkatkan usaha pembangunan di bidangnya masing-masing
seperti :

A. Sesuai dengan Struktur pemerintah Marga/Kelurahan yang
membidangi Keamanan, maka Keamanan, Ketenteraman dan
Ketertiban di wilayah 3 Kelurahan tersebut dapat ditingkat-
kan.
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D.

Nampak dari tahun ke tahun tindak pidana relatif menurun.
Tetapi sebaliknya di daerah Uluan (marga), masalah Keaman-
an selalu didambakan oleh masyarakat, namun pelaksanaan-
nya kurang menyentuh harapan orang banyak.

Pendidikan formal pada tingkat Sekolah Dasar mulai tumbuh
dan berkembang dengan adanya SD Inpres. Pembudayaan,
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila diusahakan dengan
menggunakan sarana pengajian, Kyai-kyai/Guru ngaji dan
lembaga-lembaga dakwah untuk mencapai tujuan tersebut.

Penerangan tidak mengalami kesulitan, karena wilayah ke-
tiga Kelurahan dan enam Marga di daerah Uluan dapat dijang-
kau oleh RRI, Radio Swasta dan TVRI serta surat-surat ka-
bar merupakan media massa yang sangat membantu dalam
menvampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada Rakyat.

Koperasi vang diharapkan sebagai landasan perekonomian
Nasional. nampaknya belum lagi menjadi milik rakyat, dan
kalau toh seandainya ada hidupnya tersendat-sendat, karena
kurangnva tenaga yang berpengalaman meskipun ditunjang
oleh salah satu program pokok PKK.

Pembangunan prasarana dan Lingkungan Hidup mendapat
prioritas seperti telah dikemukakan di atas.

Agama. idem

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perkembangan dan
motivasinya cukup menggairahkan, karena sebagai Ketua
Pembina PKK Kelurahan/Marga dipimpin oleh isteri Lurah/
Pesirah sendiri. Kegiatannya diperoleh dari BANDES, misal-
nya BANDES tahun 1981/82 sebesar Rp. 1.000.000,— bagi
masing-masing Kelurahan/Marga yang diperinci Rp. 750.000,—
+ Rp. 50.000,— sebagai bantuan untuk membangun proyek
Prasarana, Rp. 200.000,— sebagai bantuan untuk PKK.

Sebagai sasarannya adalah 10 Program pokok PKK :

1. Pengkhayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Gotong
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Rovong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan Tata-
laksana Rumah Tangga. 6. Pendidikan dan Ketrampilan.
7. Kesehatan. 8. Mengembangkan kehidupan berkoperasi.
9. Kelestarian Lingkungan Hidup. 10. Perencanaan Sehat.

Sejauh mana hasilnya, terutama di daerah Uluan belum semua
sasaran tersebut dapat dikembangkan dengan buik. karena da-
lam PKK sendiri membutuhkan pembinaan yang terlatih dan
berpengalaman. Hanya sebagian sasaran itu sudah mulai di-
kembangkan misalnya : ketrampilan wanita dengan jahit
menjahit, masak memasak dan sebagainya yang sifatnya
ringan dan praktis.

. Karang Balita, Taman Gizi, Pos KB pada umumnya telah
terbentuk pada setiap Kelurahan sebagai sasaran dari Seksi
Kesehatan. Kependudukan dan Keluarga Berencana. kecuali
pada beberapa Marga di daerah Uluan belum dapat dilaksa-
nakan dengan baik. Dalam hal ini PPPKBD (Petugas Pem-
bantu Pembina Keluarga Berencana Desa) vang dikenal oleh
isteri Pesirah/Lurah bersama PUSKESMAS Keliling bergerak
dari rumah ke rumah dalam melaksanakan tugas KB. Seming-
gu sekali atau sebulan sekali Balai Desa dikunjungi petugas-
petugas PUSKESMAS untuk memberikan penyuluhan kepada
ibu-ibu dalam usaha menanggulangi dan membina anak-anak
yang berusia di bawah lima tahun.

Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian telah melahirkan grup
Rebana dan grup pemuda dan muda-mudi yang geraknya di
bidang sosial. Tetapi sebegitu jauh seksi ini belum dapat
membentuk suatu grup Kaum Muda yang sasarannya terarah
pada sumber tenaga manusia untuk pembangunan Desa/Ke-
lurahan.

Kesejahteraan Sosial. Seksi ini lebih banyak dibebankan ke-
pada petugas PSM (Pembimbing Sosial Masyarakat) yang ter-
dapat dalam struktur organisasi Desa/Kelurahan. Dengan
biaya, bimbingan dan kerjasama dengan Kanwil Departemen
Sosial, di tiap-tiap Kelurahan dalam Kotamadya Palembang
dibentuk : BPAT (Badan Pembina Anak Terlantar); BPLU
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(Badan Pembina Lanjut Usia); dan PACA (Pembina Anak
Cacad).

Usaha ke arah ini sudah mulai sejak tahun 1979 setelah ber-
bentuk IKPSM (Ikatan Keluarga Pembina Sosial Masyarakat)
di tingkat Kecamatan. Dalam meningkatkan pembinaan Or-
ganisasi-organisasi Sosial yang pada umumnya ditangani oleh
organisasi swasta keagamaan, di tingkat Kotamadya dan Pro-
pinsi dibentuk BAKORORSOS (Badan Koordinasi Organisasi-
organisasi Sosial).

4. Hambatan dan Penunjang Pelaksanaan PELIT A

Ruang lingkup pembicaraan ini adalah Marga atau Desa/Ke-
lurahan, dan apabila kita meneliti mana yang lebih banyak ham-
batannya dan penunjangnya, maka secara sepintas lalu sudah
dapat menebak yang pertamalah yang lebih menonjol.

a. Hambatan pelaksanaan PELITA

1) heteroginitas penduduk dan pendidikan yang tidak sa-
ma di antara sesama warga Kelurahan.

2) status sosial ekonomi yang tidak sama dan kurangnya
kesadaran masyarakat untuk menjaga/memelihara se-
gala proyek yang sudah dibangun.

3) kesulitan-kesulitan untuk mengumpulkan dana swada-
ya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangun-
an.

4) semakin banyaknya pengangguran dari tahun ke tahun
yang cenderung ke arah bertambahnya gangguan ke-
amanan dan ketertiban umum.

5) urbanisasi yang belum dapat menyesuaikan diri dengan
kehidupan kota, dan suatu hal yang tidak lagi menjadi
rahasia umum adalah kebocoran-kebocoran yang tim-
bul pada setiap proyek pembangunan fisik, yang dila-
kukan oleh petugas-petugas yang tidak manusiawi dan
tidak bertanggung jawab.

6) tidak disertakannya informal leader dalam pembangun-
an, dan sarana kantor pemerintah Marga/Kelurahan
yang jauh memadai dengan fungsinya sebagai pusat
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penggerak pembangunan.31)

b. Penunjang pelaksanaan PELITA

Bahwa PELITA yang telah dan sedang dilaksanakan
sekarang ini, telah samasama disadari meskipun hasilnya
secara langsung atau tidak langsung telah dinikmati oleh
seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran inilah merupakan
faktor utama penunjang pembangunan sehingga swadaya
masyarakat meskipun belum secara optimal dapat dihim-
pun dan dikerahkan untuk berpartisipasi.

5. Hal lain-lain

Beberapa pendapat dan saran-saran positip, bagaimana seyo-
gyanya pelaksanaan PELITA di wilayah Kota Madya atau di
daerah Uluan, agar dapat dijalankan dengan intensif dan lancar,
menurut pendapat para Lurah di 3 Kecamatan dalam Kota Madya
Palembang dan para Pesirah di daerah Uluan antara lain sebagai
berikut :

Mengingat luasnya wilayah Kotamadya Palembang kiranya sudah
waktunya dipecah menjadi dua wilayah yang masing-masing di-
pimpin oleh seorang Walikota, dan demikian pula daerah kekuasa-
an Pesirah yang membawahi beberapa buah Dusun dengan warga-
nya, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini mengingat
jumlah penduduk dari tahun ke tahun bertambah terus. Kiranya
perlu dipikirkan pemekarannya dengan membentuk Desa/kelu-
rahan Persiapan dalam rangka merealisasi UU. No. 5/1979. Hal
yang serupa mengenai Kelurahan yang lokasinya di Pusat kota
besar/kecil, di mana penduduknya terlalu padat perlu juga dipi-
kirkan pemekarannya untuk masa-masa mendatang. Menurut
pendapat kami perlu disetujui prakarsa berdirinya RT di kom-
pleks Perumahan Baru atau di‘asrama-asrama Angkatan Bersen-
jata, dan RT yang ideal terdiri dari 40 bubungan atap rumah de-
ngan penduduk maksimum 10.000 jiwa. Akhirnya pendapat

31) Nampaknya informasi yang berasal dari pemimpin formal tradisional dan informal
leader setempat memberikan keterangan yang sama.
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dan gagasan yang tersebut di atas ini, kiranya dapat menunjang
kelancaran pembangunan oleh pembinaan desa/Kelurahan di dae-
rah ini secara keseluruhan.

Kebocoran-kebocoran yang timbul pada setiap proyek pem-
bangunan fisik terletak pada manusia-manusia yang menangani
proyek itu sendiri. Seperti telah kita sepakati bersama, bangsa
Indonesia membangun masyarakatnya, bangsa dan negaranya di
atas ideologi yang dimiliki secara Nasional, yaitu Pancasila. Se-
benarnya induk daripada Pancasila itu adalah Keruhanan Yang
Maha Esa yang memerlukan manifestasi dalam seluruh nafas
pembangunan. Oleh karena itu manusia-manusia yahg melak-
sanakan pembangunan tersebut harus manusia Yang Berketu-
hanan Yang Maha Esa, yang betul-betul memiliki jiwa tauhid
vang berdiri di atas tonggak keseimbangan rohani dan materi.
Barangkali, Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN) pun meng-
anut asas ini dalam pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena
Pancasila menganut sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sikap
dalam pembangunan tidak terlepas dari nilai-nilai yang diajarkan
oleh pancaran Ketuhanan, dan dalam hal ini akhlak. Pengkhianat-
an terhadap akhlak pembangunan dapat diartikan sebagai amoral.
Amoral yang dilakukan secara beruntun baik secara halus maupun
secara terang-terangan terutama anak-anak SD menempati bangun-
an SD Inpres sudah bisa menilai bangunan tersebut dengan biaya
yang disediakan oleh Pemerintah, bukan saja akan merugikan rak-
yat, tetapi hal tersebut adalah suatu usaha demoralisasi untuk
menghancurkan masa depan bangsa dan Negara. Bahaya yang akan
menimpa dalam pembangunan, tidak hanya disebabkan adanya
kegagalan dalam pembangunan itu sendiri, tetapi juga mungkin
terjadi karena keberhasilan di bidang fisik (jasmaniah) tanpa di-
imbangi oleh pembangunan di bidang rohani, yang termasuk pem-
bangunan moral dan karakter/watak rakyat beserta para Pemimpin
yang melakukan korupsi nepotisme di segala bidang kegiatan
Pembangunan. Penjungkir balikan nilai-nilai moral yang ditindih
oleh kepentingan politik acapkali menjurus pada usaha mengha-
lalkan segala cara.
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BAB IV

PENGARUH PELITA DI DAERAH BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

1. §truktur Pemerintahan

Apa yang telah disinggung di tas bahwa keseragaman Desa
tidak berhasil dicapai Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun Pe-
merintah Republik Indonesia secara resmi telah mencabut [.G.O./
[1.G.O.B. pada tahun 1965 dengan Undang-Undang No. 19/1965
tentang Desapraja namun demikian karena keadaan dan suasana
Desa dan daerah yang setingkat di luar Jawa dan Madura masih
berbentuk pewarisan dari peraturan perundang-undangan lama.
Karenanya peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam
mengakibatkan Desa dan Pemerintah Desa/Marga yang berane-
ka ragam pula.

Dengan lahimya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa
sebagai satu-satunya Undang-undang yang mengatur pokok-pokok
Pemerintahan Desa, jelas mengarah kepada penveragaman bentuk
dan susunan Pemerintahan Desa yang bercorak Nasional serta
menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila, dengan menvalur-
kan pendapat/aspirasi masyarakat dalam suatu wadah yang dise-
but Lembaga Musvawarah Desa (LMD). Sebelum mengetengahkan
sampai di mana pengaruh PELITA di daerah di bidang Pemerintah-
an Desa khusus mengenai struktur pemerintahan, perlu lebih da-
hulu dibedakan antara Pemerintah dan Pemerintahan.

Pemerintah, adalah perangkat (organ) Negara yang menjalankan
pemerintahan.

Pemerintahan, adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perang-
kat Negara, yaitu oleh Pemerintah.

Bertitik tolak dari pengertian ini, maka pemerintahan Desa dapat
diartikan sebagai kegiatan (aktivitas) dalam rangka penyelenggara-
an pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi
pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat, yaitu
Desa/Marga.

Sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan
Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sebagai alat Pemerintah yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum dan sebagai alat
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Desa, Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota
Madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I.

Mengenai urusan rumah tangga, Kepala Desa berhubungan
kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, misalnya dalam hal pe-
ngesahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa,
Pengesahan jumlah pamong Desa, pengesahan penghasilan Pamong
Desa dan sebagainya.

Lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah untuk menya-
lurkan pendapat masyarakat, sehingga bentuk dan susunan Desa/
Marga mempunyai corak Nasional yang menjamin hidupnya de-
mokrasi Pancasila. Di dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah
Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari:

A. Sekretaris Desa

B. Kepala-kepala Dusun (Kerio).
Unsur-unsur pembantu itu disebut “Staf”, karena tugasnya adalah
membantu Pimpinan. Selain itu Pimpinan memerlukan perangkat
lain sebagai unsur pelaksana yang terdiri dari Kepala-kepala Du-
sun atau Kerio-kerio, sehingga dalam organisasi Pemerintahan Desa
terdapat tiga Unsur :

1). Pimpinan 2). Pembantu/Staf 3). Pelaksana.

Dengan demikian pola organisasi Desa dapat dilukiskan setagai
berikut :

PIMPINAN

PEMBANTU STAF

PELAKSANA

Pengembangan lebih banyak terletak pada unsur pimpinan,
karena yang menjadi pimpinan adalah Pemerintah Desa yang ter-
diri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
Pengembangan pada unsur Pembantu/Staf ialah dengan meng-
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angkat seorang Sekretaris dan Kepala-kepala Urusan. Oleh karena
itu struktur organisasi Pemerintahan Desa dapat digambarkan
sebagai berikut :

KEPALA DESA/
EMBAGA MUSYAWARAH DES

SEKRETARIS
r x I L I
KU. ’ KU. ' KU. KU.
[ KD. KD. KD. KD.

Sekretaris Desa merupakan perangkat Desa yang fungsinya mem-
bantu Pimpinan Desa (Kepala Desa), khususnya dalam melaksa-
nakan tugas administrasi atau tulis menulis. Sekretaris Desa ter-
diri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan, dipimpin oleh
Sekretaris Desa. Apabila jabatan Sekretaris Desa itu lowong, Ke-
pala Desa mengajukan calon kepada Bupati/Walikota Kepala
Daerah Tingkat [I melalui Camat. Kepala Desa terlebih dahulu
harus minta pertimbangan dari Lembaga Musyawarah Desa, se-
belum calon tersebut diajukan ke pihak atasan. Camat memberi-
kan pertimbangan terhadap usul Kepala Desa, dan yang berwe-
nang mengangkat/memberhentikan Sekretaris Desa adalah Bupati/
Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.

Kepala-kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat
atas nama Bupati/Walikota Madva Kepala Daerah Tingkat II.
Apabila Kepala Desa berhalangan. maka Sekretaris Desa dapat
menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari Kepala Desa. Seba-
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gai bahan perbandingan struktur organisasi Pemerintahan Desa.
di bawah ini tertera bagan dari struktur organisasi Pemerintahan
Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Madya Pa-
lembang. Sumatera Selatan.

PEMERINTAHAN KELURAHAN

SEKRETARIS I

Pemerintahan Kesra
Perekonomian Keamanan
-Lingkungan Lingkungan Lingkungan
i RT [ RT RT RT RT

2. Cara Pemilihan Aparat Pemerintahan Desa

Sebagai kesimpulan uraian sebelumnya Kepala Desa meliputi
sebagai Administrator Pemerintahan, Administrator Pembangun-
an. Administrator Kemasyarakatan, alat Desa, Pemimpin formal
dan informal. Penyelenggaraan tugas-tugas eksekutif dan legisla-
tif dan lain sebagainya. Sehubungan dengan peranan Kepala Desa
terschut di atas, karenanya tidak setiap orang dapat mampu me-
nvelenggarakannya. Itulah sebabnya pemilihan Kepala Desa ber-
tujuan mencari dan memperoleh tenaga yang merupakan rhe right
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man yang melalui proses penyaringan dan pemilihan yang cukup
ketat. Calon Kepala Desa yang nantinya terpilih hendaknya bukan
sekedar mampu mengumpulkan suara terbanyak, tetapi juga me-
miliki dedikasi dan tekad yang bulat untuk membangun Desa dan
masvarakatnya di segala bidang.

Mengenai pemilihan Kepala Desa diadakan apabila terjadi lo-
wongan Kepala Desa, karena Kepala Desa berhenti atau diber-
hentikan oleh Penjabat yang berwenang mengangkatnya. Pem-
berhentian atau diberhentikannya disebabkan :

Meninggal dunia

atas permintaan sendiri

berakhir masa jabatannya

tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4

Undang-undang No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa

e. Melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 8
ayat (2) Undang-undang No. 5/1979

f. melanggar larangan bagi Kepala Desa vang dimaksud da-
lam pasal 13 UU No. 5/1979

g. sebab-sebab lain (pasal 9 UU No. 5/1979)

ao o

Segera setelah terjadi lowongan Kepala Desa. Camat yang
bersangkutan melaporkan kepada Bupati/Walikota Madya Kepala
Daerah Tingkat I1, dengan permohonan agar dapat diadakan pe-
milihan Kepala Desa. Pemilihan tersebut harus dilakukan selam-
bat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan. Jika keadaan tidak
mengizinkan maka pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan,
dan Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat Il atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat [. kemudian dapat menunjuk
salah seorang dari Pamong Desa sebagai Pejabat Kepala Desa atas
usul Camat setempat. Adapun jabatan Kepala Desa tersebut pa-
ling lama satu tahun.

Setelah menerima laporan dan permohonan dari Camat untuk
mengadakan pemilihan, maka Bupati/Walikota Madya Kepala
Daerah Tingkat I membentuk satu Panitya Pemilihan yang ang-
gota-anggotanya terdiri dari :

a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota
b. Kepala Kantor Kecamatan sebagai Sekretaris merang-
kap anggota
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c. 2 (dua) orang pejabat dari instansi Militer dan Kepolisian

d. 2 (dua) orang tokoh masyarakat Kecamatan yang bersang-
kutan yang dipandang berpengaruh sebagai anggota (pasal
3 Peraturan Men. Dalam Negeri No. 1/1978).

Sebelum pemilihan Kepala Desa dilangsungkan, Panitya Pemilihan
terlebih dulu harus mempersiapkan rencana biaya dan dimusyawa-
rahkan dalam rapat LMD. Camat selaku Ketua Pemilihan Kepala
Desa harus menghadiri rapat LMD tersebut, dan pada rapat LMD
dibicarakan pula tentang penghasilan Kepala Desa dan Pamong
Desa lainnya. Hasil rapat tersebut dimuat dalam Keputusan Desa
dan harus disahkan oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah
Tingkat Il. Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa tersebut kemu-
dian ditetapkan oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Ting-
kat II, di mana biaya tersebut harus ditanggung bersama oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Madya dan Desa. Biaya yang
menjadi tanggungan Desa dapat dibebankan kepada para calon
Kepala Desa atau kepada masyarakat Desa yang bersangkutan se-
telah dimusyawarahkan terlebih dulu dengan LMD.

Tugas dan kewajiban Panitya Pemilihan Kepala Desa adalah
sebagai berikut : Mengadakan pendaftaran Pemilih, memeriksa
dan mengesahkan daftar Pemilih, menerima dan meneliti syarat-
syarat bakal calon Kepala Desa serta melaksanakan ujian penya-
ringan calon, menetapkan calon-calon Kepala Desa, menyiapkan
rencana biaya pemilihan, menyiapkan kartu suara atau sejenisnya
sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan, menetapkan
tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepa-
la Desa, memberikan daftar jumlah pemilih yang sudah disahkan
kepada masing-masing calon, mengumumkan di papan pengu-
muman yang terbuka nama-nama calon dan nama-nama pendu-
duk yang berhak memilih sesuai dengan daftar yang telah disah-
kan, mengadakan persiapan-persiapan untuk menjamin supaya
pemilihan berjalan dengan tertib, lancar dan baik, melaksanakan
pemungutan suara, membuat berita acara pemilihan, membuat
laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepada
Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II termasuk la-
poran pertanggungan jawab keuangan.

Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah
mereka yang mempunyai hak dipilih dan hak memilih Kepala
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Desa sebagai berikut :

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945,

c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.

d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam
suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, seperti G 30 S /PKI atau kegiatan-kegiatan or-
ganisasi terlarang lainnya.

e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadil-
an yang mempunyai kekuatan pasti.

f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan ber-
dasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ke-
kuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman
pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa
yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ter-
akhir dengan tidak putus kecuali bagi putera Desa yang berada
di luar Desa yang bersangkutan.

h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun
dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun,

i. Sehat jasmani dan rokhani.

j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau

yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan
itu (pasal 4 UU, No. 5/1979).

Selain syarat-syarat yang tersebut di atas, diharuskan pula melam-
pirkan berbagai permnyataan dan keterangan seperti :

1. Surat Pernyataan bersama (ditandatangani oleh semua calon
sebelum pemilihan dimulai);

2. Surat panggilan;

3. Surat pernyataan setia kepada UUD 1945, Pancasila dan
TAP MPR/1978;
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. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pemerintah RI;
. Surat keterangan kesehatan badan;

. Surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan dipilih;

. Surat keterangan tidak menjalani pidana kurungan;

. Surat keterangan berkelakuan baik;

. Surat keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI;

Daftar riwayat Hidup;
Daftar riwayat Pekerjaan;
Surat tanda kenal (kelahiran).

Jika ada pegawai Negeri Sipil atau ABRI yang ingin turut ser-
ta mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa selain harus
memenuhi syaratsyarat di atas, diharuskan pula mempunyai
surat rekomendasi dari atasannya, yang berwenang menyatakan
bahwa dinasnya tidak berkeberatan jika ia terpilih dan menjadi
Kepala Desa.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 1/1978 pasal 9 mengenai tentang pemilihan, pengesahan,
pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian
Kepala Desa ditentukan sebagai berikut :

Syarat-syarat bagi yang berhak memilih Kepala Desa sebagai-
mana tercantum dalam pasal 6 :

a.

Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan se-
cara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak
terputus-putus;

Sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah pernah kawin;

Tidak kehilangan hak pilih dan hak dipilih atas dasar
Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung
dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU
Dasar 1945 seperti Gerakan G 30 S/PKI atau organisasi
terlarang lainnya.

Hak memilih dan hak dipilih seperti dimaksud pasal 6 tidak
boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.



Mengenai tata cara pemilihan, sekurangkurangnya 3 hari
sebelum pemilihan dilakukan, Panitya Pemilihan memberitahukan
kepada segenap penduduk Desa yang berhak memilih dengan
mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka atau
dengan cara lain seperti : melalui Kepala-kepala Dusun, RT atau
RK setempat. Sementara itu tempat pemilihan disiapkan, kamar
putih dan tanda pemilihan tiap calon. Dianjurkan tanda pemilih-
an hendaknya sederhana agar supaya mudah dimengerti oleh pe-
milih seperti : bendera berwarna atau daun yang menyolok per-
bedaannya. Apabila saatnya telah tiba, sebelum pemilihan Pani-
tya memberikan penjelasan-penjelasan mengenai tata cara pemi-
lihan, tanda pilih, ruang pilih, tanda pemilihan yang sah dan se-
kaligus mengumumkan siapasiapa yang menjadi calon. Syarat-
syarat calon, berapa jumlah yang berhak memilih, syarat-syarat
pemilih/calon, jumlah (dua pertiga x jumlah yang berhak me-
milih), syahnya pemilihan, syahnya calon terpilih dan sebagai-
nya. Segenap Pamong desa harus hadir danturut serta menjaga
kelancaran pemilihan, karena pada dasarnya merekalah yang
mengenal siapa penduduk Desa dan siapa yang bukan, terutama
pada waktu pemberian surat pilih atau tanda pilih. Sementara
itu semua calon yang akan dipilih harus hadir dan menyaksikan
pemilihan, sedangkan Panitya Pemilihan harus : menjamin agar
mekanisme demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar. tertib
dan teratur; menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan
tertib dan teratur. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum,
bebas dan rahasia.

Segera setelah semua pemilih melakukan pemilihan, Panitya
Pemilihan menghitung surat suara atau tanda pilih yang ada pada
tiap kotak pemungutan suara, dengan memperhatikan kalau ada
suara yang tidak sah.

Seluruh suara dari seluruh kotak dihitung dengan cermat, dan jika
ternyata jumlah tersebut melebihi 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh
pemilih, maka pemilihan dianggap sah. Jika jumlah tersebut ter-
nyata kurang, maka pemilihan dianggap tidak sah dan harus di-
ulang kembali sesudah 3 hari berikutnya atau selambat-lambat-
nya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan pertama. Pada pemilihan ke-
dua kali korum tidak lagi 2/3 melainkan '% (setengah) dari jumlah
pemilih. Apabila pemilihan itu dianggap sah, dalam arti yang turut
memilih berjumlah lebih dari 1/3 jumlah pemilih, maka dari kotak
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suara dihitung banyaknya suara yang diperoleh setiap calon.
Calon terpilih ialah yang memperoleh suara lebih dari 1/5 (seper-
lima) jumlah seluruh pemilih. Bilamana terdapat dua orang yang
memperoleh lebih dari 1/5 jumlah seluruh pemilih dan suara yang
diperoleh masing-masing sama banyaknya, maka pemilihan di-
ulangi hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara ter-
banyak yang sama. Tetapi ada kemungkinan hasilnya akan sama,
sehingga calon tersebut ditentukan cara undian.

Dalam hal tidak seorang calonpun mendapat jumlah suara
sebagaimana yang telah ditentukan yaitu lebih dari 1/3 jumlah
seluruh pemilih, maka Panitya Pemilihan mengadakan pemilihan
ulangan. Jika pada pemilihan ulangan ini hasilnya juga sama,
maka Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II dapat
menunjuk salah seorang Pamong Desa menjadi Penjabat Kepala
Desa untuk masa jabatan selama maksimal satu tahun.

Mengenai banyaknya calon tidak terbatas, tetapi apabila ha-
nya terdapat satu calon saja, pemilihan harus tetap dilangsungkan
dan di kamar pilih harus disediakan 2 (dua) kotak pilih. Calon
tunggal baru dinyatakan terpilih, jika suara yang diperolehnya le-
bih dari %2 (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang
ikut atau menggunakan hak pilihnya. Syah atau tidak syah, harus
diulangi atau tidak diulangi pemilihan itu, Panitya Pemilihan
harus membuat Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal
pemungutan suara itu juga. Sesudah ditandatangani oleh Panitya
Pemilihan dan para calon Kepala Desa, Berita Acara pelaksanaan
pemilihan harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tigapuluh) hari,terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan,
kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II de-
ngan disertai laporan pelaksanaan dan pertanggunganjawab biaya
pemilihan.

Secara struktural organisasi pemerintahan di daerah Uluan
telah terbentuk berdasarkan UU No. 5/1979, tetapi dalam pelak-
sanaan masing-masing seksi belum lagi menunjukkan suatu me-
kanisme yang dapat diharapkan, mengingat perubahan itu belum
lagi dapat dihayati oleh aparat-aparatnya yang masih terikat pada
cara-cara lama (tradisional). Demikian cara pemilihan Kepala De-
sa di daerah Uluan, selama Pelita belum pernah diadakan pemi-
lihan menurut UU no. 5/1979, karena Pamong Marga/Pesirah yang
berkuasa sekarang ini selalu diperpanjang masa jabatannya.
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3. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerin-

tah

Salah satu sasaran pokok pembangunan Desa ialah membe-
rantas atau setidak-tidaknya mengurangi kemiskinan, meningkat-
kan taraf hidup yang lebih layak. Pembangunan Desa harus me-
libatkan sebagian besar penduduk, yang hasilnya dapat dinikmati
oleh seluruh masyvarakat. Kiranya cukup disadari bahwa tidak ja-
rang terjadi, hasil pembangunan Desa hanya dinikmati oleh seke-
lompok elite Desa atau bahkan oleh orang-orang di luar lingkung-
an Desa. Setelah menelaah sebegitu jauh mengenai pembangunan
Desa, maka dijumpai suatu realita bahwa Desa mempunyai ciri-ciri-
nya yang khas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda,
misalnya kondisi sosial ekonomi, geografis atausistem nilai-nilai
sosial budaya. Dengan latar belakang kondisi yang berbeda terse-
but, desa-desa di Sumatera Selatan diwarnai dengan masyarakat-
nya yang religius dengan mayoritas beragama Islam. Dewasa ini
bahkan jauh sebelum pelaksanaan PELITA, pada umumnya di
daerah Uluan ditemukan tiga jenis kepemimpinan: pemimpin
formal, pemimpin formal tradisional. dan pemimpin informal
(informal leader).

Dua yang disebut teraknir ini dimaksudkan sebagai pemimpin
non Pemerintah, yang dari tahun ke tahun memegang peranan
penting dalam masyarakat pedesaan yang bersifat religius. Sesuai
dengan ciri khas Desa di daerah ini, pemimpin non Pemerintah itu
terjelma dalam bentuk pemuka-pemuka Agama atau pemuka-pe-
muka formal tradisional yang berorientasi kepada adat. Keduduk-
an mereka dalam masyarakat pedesaan sangat penting, dihor-
mati dan disegani, walaupun pada akhir-akhir ini pemuka-pemu-
ka masyarakat itu kurang memiliki pengaruh atas dasar kharis-
manya. Tetapi bagaimanapun peranan mereka itu dalam ma-
syarakat pedesaan masih perlu diperhitungkan dalam setiap
pelaksanaan pembangunan di daerah ini secara keseluruhan,
terutama sekali daerah-daerah vang pernah memenangkan pemilih-
an umum yang lalu dengan membawa panji-panji Ka'bah. Seclah-
olah mereka itu tidak hanya sekedar mengenal pribadi-pribadi
anggota masyarakat, melainkan mengenal batin setiap orang yang
ada di daerahnya.

Menurut pengamatan permulaan, ada kemungkinan suatu program
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pemerintah akan menemui kegagalan karena tidak diikut serta-
kan para informal leader, yang kebanyakan berasal dari pemuka-
pemuka agama. Dalam melaksanakan program pembangunan, ke-
dudukan dan peranan pemimpin non pemerintah perlu mendapat
tempat yang wajar dalam pembangunan Desa. Karena kedudukan
mereka sebagai pemuka agama, secara langsung mereka mendidik,
membina dan sekaligus menguasai moral bahkan menentukan wa-
tak masyarakat pedesaan.

Pandangan masyarakat terhadap pemimpin non Pemerintah
seperti tersebut di atas, sudah pasti masyarakat akan mendengar
dan dapat menerima keterangan, nasehat, perintah dan larangan-
larangan. Terutama sekali bila pengungkapannya liwat khotbah-
khotbah agama, pengajian dan lain sebagainya. Karena itu pe-
mimpin non pemerintah harus diikutsertakan dalam program
pembangunan Desa, antara lain dengan mendengarkan suara me-
reka atau menampung saran-saran mereka. Karena sering mereka
lebih tahu apa yang dipunyai oleh Desa untuk dimanfaatkan guna
menunjang pembangunan Desanya, sehingga pembangunan Desa
tidak hanya melaksanakan pola yang dirumuskan -dari atas yang
memandang Desa secara generalisasi semata-mata, tetapi disesuai-
kan dengan kondisi Desa yang beraneka ragam. Dengan kata
lain, tidaklah berlebih-lebihan kiranya apabila dikatakan salah
satu kunci bagi pembangunan di daerah ini masih berada dalam
pengaruh kaum Ulama/Kiayi yang tergolong dalam informal
leader.

4. Organisasi Politik dan Non Politik

Apa yang telah dijelaskan pada BAB 1I dalam laporan ini,
kegiatan organisasi politik hanyalah terbatas pada setiap ibukota
Kecamatan saja, sedangkan kegiatannya dalam masyarakat pedu-
sunan secara formal tidak ada. Hal ini tidak berarti masyarakat
pedesaan yang tinggal di daerah Uluan buta akan politik. Dalam
masyarakat pedesaan terutama di daerah Uluan, dewasa ini masih
nampak adanya dua pola dan sistem nilai yang dapat dibedakan
dalam bentuk asli berdasarkan norma-norma adat atau kebiasaan
yang telah diwariskan secara turun temurun yang diresapi oleh
ajaran-ajaran Islam. Pola lain adalah pola baru yang merupakan
suatu sistem atau nilai yang sedang dikembangkan oleh Lembaga
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kekuasaan formal yang didukung oleh sebagian kecil masyarakat
yvang pernah mengenyam pendidikan umum.

Masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya masyarakat
religius, dan oleh karena itu norma-norma adat, kebiasaan dan
agama/kepercayaan di daerah Uluan mempunyai intensitas yang
cukup tinggi dalam sejarah kehidupan mereka. Menonjolnya pe-
ranan norma-norma tersebut sangat tergantung dan beberapa
faktor. Salah satu di antara faktor-faktor itu adalah besar kecil-
nya pengdaruh informal leader setempat dan kurang berperannya
norma-norma -hukum yang ditangani oleh Pemerintah Desa/Mar-
ga.

Itulah sebabnya pola asli walaupun pada akhir-akhir ini sedang
mengalami kelesuan karena tidak mendapat dukungan dan perlin-
dungan dari lembaga-lembaga formal, masih tetap didambakan
oleh masyarakat pedesaan yang tergolong syndrome kemiskinan.
Pemimpin informal sendiri di lain pihak, tidak diajak oleh pe-
mimpin formal untuk duduk dalam lembaga-lembaga resmi atau
setengah resmi, karena pertimbangan-pertimbangan politis. Dalam
situasi yang seperti ini, tidak mengherankan apabila kegiatan-
kegiatan yang bersifat keagamaan yang diselenggarakan di mesjid-
mesjid ataulanggar, tumbuh dan berkembang atas dasar teritorial
dan kekerabatan. Demikian pula kegiatan-kegiatan lain yang
mendapat perlindungan moril dan materiil dari pemerintah Desa/
Marga seperti : Karang Teruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian
Robana, PKK dan lain sebagainya, nampaknya ditanggapi oleh
masyarakat pedesaan secara positip. Tapi sampai sejauh mana
organisasi-organisasi non politik di daerah pedesaan akan ber-
peran aktif dalam masa pembangunan sekarang ini, kiranya perlu
dikembangkan secara terus menerus oleh Pemerintah Desa/Marga,
sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada, baik vang
berasal dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat setem-
pat.

5. Hal laindain

Tujuan pembangunan masyarakat Desa pada dasarnya untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat di segala bidang dengan me-
ningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat Desa yang me-
liputi beberapa aspek: aspek sosial budaya, politik, ekonomi,
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keamanan dan ketertiban dengan menstimulir kegiatankegiatan
vang dapat dijangkau oleh masyarakat pedesaan sesuai dengan ke-
mampuan yang ada. Dipandang dari segi ekonomi, Desa hendak-
nya dapat menaikkan hasil produksinya tiap-tiap tahun. Dengan
bertambahnya produksi akan bertambah pula lapangan kerja dan
akan menaikkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan me-
naikkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Bantuan pemerintah
terhadap masing-masing Desa sebesar Rp. 100.000,— pada dasar-
nya tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan suatu
provek seperti : jalan, jamban, jembatan dan lain-lain. Tetapi
bagaimanapun juga bantuan tersebut telah menggiring masyarakat
pedesaan untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan,
sehingga di beberapa desa telah menyediakan biaya yang lebih
besar daripada bantuan yang diberikanoleh Pemerintah. Bukan
masyarakat pedesaan tidak tahu menahu mengenai bantuan Pe-
merintah terhadap pembangunan Desanya yang telah menelan
uang berjutagjuta rupiah apakah pembangunan itu berupa bangun-
an fisik atau non fisik, namun di sana sini masih banyak terdapat
kebocoran dalam menangani proyek pembangunan itu sendiri,
justeru Kkarena aparat-aparatnva tidak manusiawi dan kurang
bertanggungjawab, dan secara psikhologis telah mengurangi citra
masyarakat pedesaan. Untuk mengurangi hal-hal yang tersebut di
atas, pemerintah (penegak hukum) harus tegas dalam menangani
kasus-kasus yang timbul dalam pembangunan itu sendiri tanpa
memandang bulu.

Seperti telah kita ketahui, Kepala Desa bertanggungjawab
kepada Camat, meskipun mengenai urusan rumah tangga Desa,
Pemerintah Desa bersangkutan dengan Pemerintah Daerah. Oleh
karenanya Kepala Desa adalah alat Wilayah yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan, dan sebagai alat desa ia mengatur urusan
rumah tangga Desa. Sebagai Kepala Wilayah ia adalah adminis-
trator pembangunan, administrator pemerintahan dan adminis-
trator kemasyarakatan. Ia mengadakankoordinasi dan kontrol
atas segala kegiatan pembangunan di Desa, terutama yang dilak-
sanakan oleh, untuk dan dari Desa yang diselenggarakan oleh lem-
baga-lembaga tersebut tiada lain dari pada suatu wadah partisipasi
masyarakat, sekalipun adanya lembaga itu berdasarkan peraturan
Pemerintah atau Departemen. Tetapi berdasarkan realita, nampak-
nya pengendalian yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan Ke-
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camatan di daerah Uluan yang membawahi beberapa Marga/
Kelurahan sejak tahun 1981 pada setiap ibukota Kabupaten telah
terbentuk sistem Kelurahan, lebih dititik beratkan pada segi
represif, yaitu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi da-
lam lingkungan warga masyarakatnya. Pihak kepolisian di daerah
Kecamatan bertugas melakukan penangkapan atau penahanan dan
seterusnya memproses orang-orang vang melanggar hukum untuk
diteruskan ke pihak Kejaksaan untuk diadili. Pemberian hukum
terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan dengan
hukuman yang setimpal, mempunyai pengaruh yang besar sekali
terhadap masyarakat luas. Pada masa lampau sewaktu masih za-
man penjajahan, pencurian terhadap hak milik seseorang atau
milik pemerintah, apalagi masalah pembunuhan dihukum dengan
hukuman yang sangat berat dan dibuang ke Nusakambangan,
Cilacap.

Kurang berperannya lembaga pemerintahan di daerah pede-
saan dalam pengendalian yang bersifat preventif. mungkin di-
sebabkan karena tidak berperannya pemerintahan Marga/Desa
yang selama ini belum mendapat pengaturan dan sandaran lega-
litas sebagaimana mestinya. Di lain pihak masyarakat pedesaan
sendiri tidak memiliki kemampuan moril dan materiil, untuk
menjangkau keadilan melalui lembaga-lembaga Bantuan Hukum/
Penegak Hukum. Banyak kasus sosial yang secara terang-terangan
melanggar hukum menurut penilaian masyarakat awam, telah di-
selesaikan di luar prosedur hukum. Bahkan belum sampai dilacak
oleh aparat-aparat penegak hukum setempat, orang yang diang-
gap bersalah telah dibebaskan dari segala tuduhan.??)

Usaha-usaha pengendalian yang pernah dilakukan oleh masing-
masing Pesirah, lebih banyak didasarkan pada norma-norma adat
kebiasaan setempat dari pada norma-norma hukum, yang seyogya-
nya harus dikembangkan dan diterapkan oleh lembaga-lembaga
Pemerintahan Desa.

32) Berdasarkan hasil wawancara dari penguasa-penguasa formal tradisional atau in-
formal leader setempat, nampaknya yang berlaku di daerah Uluan masa sebelum
dan masa PELITA bukanlah "rule of Law”, tetapi "rule of Money ", sehingga citra
masyarakat berkurang terhadap penegak hukum.
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BAB V
PENUTUP

1. Rangkumam Isi

Penelitian dan pencatatan pengaruh PELITA di daerah térha-
dap kehidupan masyarakat pedesaan, di mana pusat konsentrasi
lapangan pada 9 Marga/Kelurahan dalam daerah kekuasaan Ting-
kat Il Sumatera Selatan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
letak atau lokasi, demografi, sosial ekonomi dan lain-lain. Dengan
memilih 9 daerah pedesaan tersebut sebagai pusat penelitian la-
pangan, diperkirakan nantinya hasil laporanini sedikit banyaknya
dapat mewakili Sumatera Selatan secara keseluruhan. Sebagai lan-
dasan kegiatan pelaksanaan untuk mendapatkan data, telah mem-
pergunakan metode penelitian kualitatif dalam arti dipusatkan pa-
da metode grounded research. Di samping studi perpustakaan, tim
peneliti diberi kebebasan untuk mencari bahan-bahan keterangan
atau data yang diperlukan untuk dapat memahami masyarakat
pedesaan sejauh mungkin. Meskipun penekanannya pada metode
kualitatif, peneliti tidak menutup mata terhadap cara-cara kuanti-
tatif apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.

Palembang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan merupa-
kan kota terbesar di daerah ini, yvang terletak di sebelah menyebe-
lah sungai Musi dengan memiliki 9 anak sungai. Secara adminis-
tratif daerah ini terbagi atas 2 Kota Madya dan 8 daerah Kabu-
paten dengan luas seluruhnya kira-kira 109.254 Kilometer persegi.
Dalam masyarakat pedesaan di daerah Uluan di mana penduduk
hampir seluruhnya bertani, dan tanah merupakan unsur yang pen-
ting dalam kehidupannya. Oleh karena itu unsur pemilikan tanah/
kebun sebagai unsur yang menentukan status seseorang dalam
masyarakat. Di daerah Uluan dikenal dua macam golongan petani.
yaitu golongan pemilik tanah/kebun dan golongan penggarap ta-
nah. Pada akhir-akhir ini, di samping adanya dua golongan terse-
but terdapat juga sekelompok kecil yang bekerja sebagai buruh
perkembangan dan pegawai Negeri. Jadi tidak mengherankan jika
dalam masyarakat pedesaan sekarang ini, faktor uang dan tinggi
rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian berdasar-
kan pendidikan sekolah, merupakan unsur dasar penilaian masya-
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rakat pedesaan terhadap seseorang.

Dalam segi pemerintahan terdapat unsur administratif Pusat
yang relatif modern dan unsur administratif masyarakat pedesaan
yang tradisional. Unsur administratif Pusat merupakan suatu
instansi yang dipimpin oleh Camat, yang dalam hubungan ini
disebut pemimpin formal, sedangkan pada unsur administratif
masyarakat pedesaan Pamong Marga dengan perabot dusunnya,
disebut pemimpin formal tradisional. Di samping itu dalam ma-
syarakat pedesaan itu sendiri terdapat pemuka-pemuka masyara-
kat yang disebut pemimpin informal (informal leader).

Salah satu hal yang sangat menonjol sebagai hasil Kemerdeka-
an, ialah perkembangan Pendidikan, terutama sekali perkembang-
an pendidikan Umum. Hampir semua dusun memiliki Sekolah
Dasar, ibukota Kecamatan memiliki SMP Negeri dan [bukota
Kabupaten memiliki SMA Negeri serta sekolah Kejuruan lainnya.

Jauh sebelum PELITA di daerah Uluan banyak didirikan Ko-
perasi sebagai usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan.
Tetapi beberapa tahun kemudian koperasi-koperasi tersebut mu-
lai mundur atau mati sama sekali, karena koperasi sebagai usaha
bersama nampaknya belum mampu menjalankan misinyva sebagai
suatu sistem ekonomi dalam masyarakat pedesaan. Oleh karena itu
pada akhir-akhir ini, masyarakat pedesaan cenderung mencurigal
koperasi dalam bentuk KUD.

Setelah bangsa Indonesia mencapai Kemerdekaan dan sampai
sekarang ini, pembangunan Negara Indonesia berjalan terus dengan
mengalami pasang surut. Sejak tahun 1969 Pemerintah telah me-
nyusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-I (1969—
1973) yang dikenal dengan REPELITA yang berdasarkan Ketetap-
an MPRS No. XLI/1968 yang menyangkut tugas pokok Kabinet
Pembangunan. Setelah berakhir tahap pertama Pembangunan
diteruskan. dengan dikeluarkan Ketetapan MPR No.IV/1973
(TAP.MPR.No.IV/MPR/1973) yang memuat dasar hukum PELI-
TA ke-ll. dan kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden
No. 11 tahun 1974. Sekarang ini sedang berlangsung PELITA
ke-IIl vang juga berdasarkan Ketetapan MPR No. [V/1978 (TAP.
MPR No.IV/MPR/1978), yang kemudian dituangkan dalam Ke-
putusan Presiden No. 7 tahun 1979 dan mulai berlaku pada tang-
gal 11 Maret 1979,

Dalam segi Pemerintahan Desa diadakan pembaharuan pula,
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setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 5/1979 baik menge-
nai struktur maupun cara pemilihan Kepala Desa/Marga. walaupun
dalam pelaksanaannya di daerah Uluan agak lamban mengingat
kondisi di daerah ini sedang dalam masa transisi. Sebagai akibat
PELITA. nampaknya mulai terjadi suatu proses dalam arti unsur
tradisional belum banyak dilepaskan oleh masyarakat pedesaan
dan unsur baru yang relatif lebih rasional mulai dianut secara
perlahan-lahan.

Mengenai kegiatan organisasi Politik di dalam masyarakat pe-
desaan pada umumnya kurangkelihatan, karena kegiatannya
hanyalah terbatas pada setiap ibukota Kecamatan saja. Namun
demikian tidak berarti masyarakat itu sendiri buta akan politik,
karena peranan pemuka-pemuka masyarakat (informal leader)
vang tidak memperoleh saluran resmi ataupun setengah resmi.
selalu menarik perhatian atau didengarkan apabila pengungkapan-
nya lewat khotbah-khotbah agama, pengajian dan lain-lain.

2. Kesimpulan-kesimpulan

a. Pada dasarmnya organisasi Pemerintahan Desa/Marga di
daerah Uluan termasuk sistem Sirah Kampung/Kelurahan
dalam Kota Madya Palembang, sebelum dimulai PELITA
masih tetap melaksanakan [GO dan IGOB yang memper-
kuat atau diperbaharui oleh Keputusan Gubernur Suma-
tera Selatan No.Gb/53/1951. (Lihat Lampiran I).

b. Sementara PELITA dilaksanakan oleh Pemerintah Repu-
blik Indonesia peraturan tersebut masih tetap dijadikan
dasar kebijaksanaanBupati/Walikota Madya Kepala Daerah
Tingkat II. Tetapi setelah dikeluarkan Undang-Undang
No. 5/1979, maka mulailah dalam tahun 1981 undang-
undang tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Suma-
tera Selatan tanpa terkecuali.

c. Salah satu hal yang sangat menonjol sebagai hasil positip
PELITA di daerah ini adalah perkembangan Pendidikan,
baik lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah
maupun yang dikelola oleh badan Swasta.

d. Sebagai hasil pengamatan permulaan, ada kemungkinan
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suatu program Pemerintah akan menemui hambatan-
hambatan karena tidak mengikut sertakan pemuka-pe-
muka masyarakat (informal leader) setempat, yang ke-
banyakan dari mereka berasal dari pemuka Agama. Oleh
sebab itu tidaklah berlebih-lebihan kiranya, apabila dika-
takan bahwa salah satu kunci bagi pembangunan di daerah
ini masih berada dalam pengaruh kaum Ulama/Kiayi.

e. Perbedaan persepsi antara generasi Tua (Angkatan '45)
dengan generasi Muda, kiranya perlu diperhatikan dengan
cara seksama dan ditangani secara terus menerus, apakah
melalui jalur organisasi non politik ataukah jalur pendidik-
an formal/non formal.

Apa yang telah disinggung sebelumnya mengenai pendidikan
di daerah ini, tampaknya sangat menolong dalam proses pende-
mokrasian masyarakat, dalam arti pencampur-bauran anak-anak
yvang mendapatkan pendidikan Menengah dan tingkat Peruguran
Tinggi, yang berasal dari berbagai latar belakang hidup masyarakat
pedesaan. Hampir sebagian besar posisi penting dalam sektor pe-
merintahan ibukota Propinsi diduduki oleh orang-orang yang ber-
asal dari Desa, apakah ia berasal dari anak petani, pedagang, pen-
siunan Guru Sekolah Desa, Kiayi/Guru ngaji dan sebagainya. Se-
muanya ini menjurus pada suatu kelompok cendekiawan baru,
yang pernah melalui proses sistem pendidikan formal yang relatif
sama. Munculnya kelompok ini yang berdampingan dengan pe-
muka-pemuka masyarakat (informal leader) di daerah ini, merupa-
kan konsekuensi logis dari proses pembangunan, dalam hal ini se-
bagai hasil konkrit dari perkembangan pendidikan.

Salah satu masalah yang timbul sekarang ini, yaitu hubungan
antara golongan cendekiawan dengan pemuka-pemuka masyarakat
tradisional. Kaum cendekiawan baru, mungkin karena baru dan
muda usianya, nampaknya agak kurang memperhatikan hal-hal
yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sebagian dari mereka itu
nampaknya seperti “"Hulubalang kebal penakut™, bagaikan orang
yang ingin memamerkan kepintarannya dan kelebihannya ke
mana-mana, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang lebih pan-
dai atau kaya dari mereka. Tingkah laku yang begitu, sebagaimana
diketahui tidak sesuai dengan salah satu nilai yang hidup dalam
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masyarakat Indonesia, termasuk daerah Sumatera Selatan. Apabi-
la masyarakat pedesaan menemukan hal yang seperti itu, apakah
cendekiawan akan mampu berkomunikasi secara efektif dengan
masyarakat agar supaya ide-ide pembaharuannya dapat berkem-
bang dan dimengerti dengan baik ?
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LAMPIRAN I

KETETAPAN GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN

TANGGAL 9 MEI 1951 No. Gb/53/1951

TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBAHARUAN DEWAN PER-
WAKILAN RAKYAT DARI MARGA-MARGA DAN DAERAH-
DAERAH YANG SETINGKAT DENGAN ITU DALAM DAE-

RAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN.

Menimbang :

a.

bahwa Dewan-dewan Perwakilan Rakyat dari Marga-marga
dan daerah-daerah yang setingkat dengan itu di dalam daerah
Propinsi Sumatera Selatan ternyata sudah tidak dapat lagi
memenuhi hasrat rakyat, akibat dari perkembangan politik
dan demokrasi serta perjuangan kemerdekaan umumnya se-
jak proklamasi "45:

bahwa kecuali banyak dari anggota-anggota Dewan2 yang
dimaksud di atas itu tidak dapat dianggap lagi representa-
tief karena perubahan suasana politik sejak penyerahan ke-
daulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949
hingga sekarang, juga banyak anggota-anggota Dewan-dewan
yang dimaksud itu sudah habis atau hampir waktu keang-
gotaannya, dan banyak pula terdapat lowongan-lowongan
keanggotaan yang belum diisi kembali, sehingga kebanyak-
an Dewan-dewan yang dimaksudkan tersebut praktis tidak
dapat bekerja lagi sebagaimana mestinya;

bahwa sudah nyata Dewan-dewan yang dimaksud di atas
perlu diperbaharui dengan mengadakan pemilihan pem-
baharuan yang diatur dengan suatu peraturan baru yang
serupa untuk seluruh daerah Propinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

a.

Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (Staats-
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blad 1938 No. 490 jo Staatsblad 1938 No. 681) yang buat
sementara sudah tetap berlaku;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3/
1950;

Peraturan Pemerintah No. 38/1950;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1951.

Mendengar dan memperhatikan :

d.

Mosi-mosi dan resolusi dari berbagai pihak yang menuntut
dan mendesak segera adanya pembaharuan Dewan-dewan
vang dimaksud di atas;

Pertimbangan-pertimbangan , usul-usul, baik dengan lisan
maupun dengan tulisan dari kalangan-kalangan, organisasi-
organisasi rakyat, kaum adat, Pamong Praja ;

Pertimbangan-pertimbangan, tuntutan-tuntutan serta usul-
usul perubahan dan keputusan dari sidang lengkap Dewan
Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan ketika mem-
bicarakan rencana peraturan pemilihan pembaharuan De-
wan-dewan yvang dimaksud di atas dalam sidang lengkapnya
yang ketiga dari tanggal 17 Maret 1951 sampai dengan 2
April 1951;

Pertimbangan-pertimbangan terakhir dari Dewan Pemerintah
Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan mengimbangi se-
gala usul dan pertimbangan mengenai soal pemilihan pem-
baharuan ini, sambil mengingat dan memperhatikan suratnya
Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1951 No. DD 11/1/
15. sehingga pemilihan pembaharuan tersebut dapat diper-
tanggungjawabkan di dalam batas-batas hukum;

MEMUTUSKAN:

Membekukan semua Peraturan-peraturan tentang pemilih-
an dan pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat
Marga-marga dan daerah-daerah yang setingkat dengan itu
di dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan, khususnya
semua peraturan-peraturan daerah yang berlaku di dalam
Keresidenan-keresidenan Palembang Bengkulu, Lampung
dan Bangka/Belitung.



II. Membubarkan Dewan-dewan yang dimaksud di atas yang ada
sekarang, manakala Dewan-dewan yang baru menurut Per-
aturan ini sudah terbentuk dan sementara Dewan-dewan yang
baru itu belum terbentuk, menetapkan Dewan-dewan yang
masih ada tersebut sebagai Dewan-dewan Penasehat bagi
Kepala Marga dan daerah yang setingkat dengan itu.

ITI. Menetapkan peraturan Pemilihan dan Pembaharuan Dewan
Perwakilan Rakyat dari Marga dan Daerah-daerah yang se-
tingkat dengan itu dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan
sebagai berikut :

PERATURAN PEMILIHAN DAN PEMBAHARUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI MARGA-MARGA DAN
DAERAH-DAERAH YANG SETINGKAT DENGAN
ITU DALAM DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN

Bab I
Tentang istilah

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan istilah "Marga” dan “daerah yang
setingkat dengan itu” dalam Peraturan ini, ialah daerah-
daerah kesatuan hukum yang berhak mengatur dan me-
ngurus rumah tangganya sendiri, yang pada mulanya di-
bentuk atas dasar hukum aseli, menurut Inlandsche Ge-
meente Ordonnantie Buitengewesten, Staatsblad 1938
No. 490 jo. Staatblat 1938 No. 681.

2. Daerah-daerah yang dimaksud dalam ayat | di atas, telah
ada dan masih ada pada waktu Peraturan ini berlaku, baik
masih bernama Marga atau Haminte, ataupun, sebagai sudah
ternyata di dalam daerah Keresidenan Lampung, sudah di-

kehendaki dengan nama lain, seperti nama Negeri. dan lain-
lain.
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Jika tidak ada keterangan lainnya, maka perkataan “De-
wan” atau "Dewan Marga” di dalam Peraturan ini berarti
Perwakilan Rakyat dari daerah-daerah kesatuan hukum se-
bagaimana yang dimaksudkan di dalam ayat | dan 2 di atas.
jadinya bukan hanya berarti Dewan Marga saja. tetapi juga
berarti Dewan Haminte. ataupun Dewan Negeri jika nama
Marga itu diganti nama Negeri. atau nama lain lagi.

Yang dimaksud dengan istilah "Pamong Marga™ di dalam
Peraturan ini, adalah Kepala-kepala dari daerah-daerah yang
dimaksud di dalam ayat 1 dan 2 di atas. bersama-sama de-
ngan Kepala-kepala rendahan sebawahannya (Kepala Mar-
ga, Kepala Haminte, atau Kepala Negeri jika nama Marga itu
berganti dengan nama Negeri, Kepala Dusun, Kepala Kam-
pung dan sebagainya), dengan nama-nama pangkat kedu-
dukannya menurut yang lazimnya; seperti Pesirah. Depati,
Pembarab. Kerio, Gindo, Pcnggawa. Kepala Kampung, Ke-
pala Suku dan sebagainya. 4
2

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Propinsi” di dalam Per-
aturan ini, ialah Gubernur bersama dengan Dewan Pemerin-
tahan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Jumlah jiwa penduduk berarti cacah jiwa semua penduduk
di dalam sesuatu daerah yang dimaksudkan dalam ayat 1
dan 2 di atas. Sedang yang dimaksud dengan buku jiwa, ada-
lah daftar penduduk tersebut yang sudah/dianggap dewasa.
Yang dimaksudkan dengan penduduk, ialah semua orang.
baik lelaki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda dan
anak-anak. %

. A
Yang dimaksud dengan Partai-partai, adalah Partai-partai
Politik, dan organisasi-organisasi rakyat adalah organisasi
kaum tani, buruh, pemuda, wanita; perkumpulan-perkum-
pulan sosial dan perkumpulan-perkumpulan koperasi, yang
mempunyai Anggaran Dasar, dan yang mempunyai pe-
ngurusnya yang bertanggungjawab, dan nyata hidupnya

dalam masyarakat Marga. ”fff

Yang dimaksud dengan istilah #Pemerintah Kabupaten”
di dalam Peraturan ini ialah ”wan Pemerintah Daerah




12

tJ

(Sementara) Kabupaten-kabupaten, dalam mana telah ter-
masuk Bupati, Kepala Daerahnya jika dalam Kabupaten-
kabupaten yang bersangkutan telah terbentuk Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (Sementara) Kabupaten menurut
UU No. 22/1948 dan P.P. No. 39/1950.

Selama dalam daerah Kabupaten belum terbentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut UU No. 22/1948, maka
dengan “Pemerintah Kabupaten” dimaksud Bupati, Kepala
Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

BAB I
Tentang Dewan dan anggotanya

Pasal 2

Pemerintah Propinsi menetapkan jumlah anggota-anggota
Dewan Marga dan daerah-daerah yang setingkat dengan itu
atas dasar perhitungan jiwa penduduknya, buat setiap 1000
jiwa penduduk sebanyak-banyaknya, seorang anggota.
Jumlah vang kurang dar separoh tidak diperhitungkan, dan
jumlah dari separoh atau lebih, diperhitungkan dengan pem-
bulatan ke atas.

Jumlah anggota Dewan Marga sedikitnya 7 orang, sebanyak-
banyaknya 21 orang.

Anggota-anggota Dewan Marga dipilih langsung oleh pendu-
duk dari daerah yang bersangkutan, sebagai yang ditentukan
dalam pasal 8 Peraturan ini.

Pasal 3

Anggota-anggota Dewan dipilih dan menjalankan tugas ke-
wajibannya selama masa tiga tahun.

Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis
masanya, diganti dengan cara yang ditentukan dalam pasal
24 Peraturan ini. tetapi jika temyata calon-calon yang ter-
tentu menurut pasal 24 tersebut sudah tidak ada atau tidak
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cukup, maka Dewan sendiri menetapkan cara mengganti dan
memilih pengganti anggota yang berhenti atau diberhenti-
kan sebelum habis masanya itu.

Sehabis masa tiga tahun, manakala belum diadakan pemi-
lihan baru, maka anggota-anggota Desan yang lama tetap
meneruskan tugas kewajibannva. Mereka baru boleh meletak-
kan jabatannya. apabila anggota-anggota yang mengganti-
kanya telah dilantik.

Sebelum habis masa tiga tahun. nanakala nyata vang sesuatu
Dewan Marga tidak dapat lagi dianggap mewakili kehendak
rakyat daerahnya yang sebenarnya, maka Pemerintah Propin-
si dapat menetapkan keputusanuntuk membubarkan Dewan
yang bersangkutan itu dan memernintahkan supayva diadakan
pemilhan baru.

Pemerintah Propinsi atau instansi yang diberi kekuasaan oleh-
nya untuk ini atas usul-usul Pemerintah Kabupaten menetap-
kan untuk diadakannya pemilihan anggota-anggota Dewan
dari suatu Marga.

Pasal 4

Yang dapat menjadi anggota Dewan Marga hendaknya memenubhi
syarat-syarat :

a.

90

Warga Negara Republik Indonesia;
Sudah berumur 21 tahun;

Bertempat tinggal di dalam daerah Marga yang bersangkutan
sedikitnya 6 bulan yang terakhir, dan telah masuk buku jiwa
dari daerah yang bersangkutan;

Pandai membaca dan menulis bahasa Indonesia huruf Latyin;
Tidak karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat diru-
bah lagi kehilangan hak menguasai dan mengurus harta ben-
danya;

Tidak karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat diru-
bah lagi dipecat dari hak memilih dan dipilih

Tidak terganggu ingatannya.



Pasal 5

Anggota-anggota Dewan Marga tidak boleh merangkap menjadi-

Pegawai Pamong Praja, Kepolisian dan Ketentaraan:

Pegawai yang bertanggungjawab tentang keuangan daerah
yang bersangkutan:

Pegawai yang diangkat dan digaji oleh daerah yang ber-
sangkutan:

Pamong Marga dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Anggota-anggota Dewan berhenti sebagai anggota oleh karena:

a.
b.

Atas permintaan sendiri;

Karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam pasal 4 Peraturan ini:

Karena meninggal dunia;

Karena melakukan sesuatu pekerjaan yang memberikan ke-
untungan bagi dirinya dalam hal-hal yang berhubungan lang-
sung dengan Marga yang bersangkutan, seperti menjadi ane-
mer pekerjaan-pekerjaan Marga, atau menjadi pembela dari
sesuatu perkara melawan Marga yang bersangkutan;

Karena sudah habis masanya;

Karena keputusan Pemerintah Propinsi menurut pasal 3 ayat
4 Peraturan ini.

Pasal 7

Persidangan dan rapat Dewan Marga diketuai dan dipimpin
oleh Kepala Marga, yang tidak mempunyai hak suara;
Jika Kepala Marga berhalangan, atau sedang tidak ada, maka

Pamong Marga yang berhak mewakilinya menggantikan un-
tuk selama persidangan diadakan;

Jika Pamong Marga dan yang berhak menggantikannya
itu berhalangan atau sedang tidak ada, maka Dewan Marga
menunjukkan penggantinya selama persidangan itu diadakan.
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BAB I
Tentang mata-pilih dan pencalonan

Pasal 8

Yang berhak memilih anggota Dewan Marga ialah segenap
penduduk dari daerah yang bersangkutan, lelaki dan pe-
rempuan, yang memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut di
bawah ini;

Syarat-syarat untuk menjadi pemilih adalah :
a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Menurut taksiran sudah berumur 18 tahun, atau sudah
(pernah) kawin;

c. Tidak karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat
dirubah lagi kehilangan kemerdekaan dirinya, kehilang-
an hak menguasai harta bendanya ataupun dipecat dari
hak memilih dan dipilih;

d. Bertempat kediaman di dalam daerah yang bersangkut-
an, sekurang-kurangnya 3 bulan yang terakhir, dan te-
lah masuk buku jiwa dari daerah yang bersangkutan;

e. Tidak terganggu ingatannya.

Pasal 9

Setiap partai/organisasi rakyar yang ada di dalam daerah
Marga yang bersangkutan, mempunyai Pengurus vang ber-
tanggungjawab, dan telah berdiri sekurang-kurangnya 3 bulan
sebelumnya pemilihan dimaklumkan menurut pasal 13 Per-
aturan ini, dapat memajukan calon untuk anggota Dewan
Marga, sebanyak-banyaknya sejumlah lowongan yang akan
dipilih;

Setiap 25 orang mata pilih berhak memajukan calon seba-
nyak-banyaknya sejumlah lowongan yang akan dipilih.



BAB VI
Panitya Pemilihan

Pasal 10

Untuk melaksanakan pemilihan anggota-anggota Dewan Mar-
ga menurut Peraturan ini, haruslah dibentuk suatu Panitia
Pemilihan yang terdiri dari [/ orang termasuk Ketuanya;

Kepala Marga atau orang yang berhak mewakilinya menurut
Peraturan ini dengan sendirinya menjadi anggota dengan hak
suara merangkap Ketua dari Panitia Pemilihan tersebut;

Anggota-anggota lainnya dari Panitia Pemilihan terdini dari
2 orang Pamong Marga dan 4 orang dari partai-partai politik,
organisasi-organisasi rakyat dan golongan-golongan lain-lain-
nya;

Segenap Pamong Marga diwajibkan membantu segala pe-
kerjaan yang diperlukan Panitia Pemilihan untuk menye-
lenggarakan pelaksanaan pemilihan ini;

Wedana atau Camat yang bersangkutan memimpin dan meng-
awasi pekerjaan Panitia Pemilihan dalam melakukan kewa-
jibannya:

Pasal 11

Setelah mendapatkan kepastian dari Pemerintah Kabupaten,
maka Wedana yang berkewajiban haruslah memaklumkan
dengan surat kepada Camat dan.Kepala Marga yang ber-
sangkutan tentang akan diadakannya pemilihan Dewan Mar-
ga, bersama dengan itu memberikan instruksi supaya segera
dibentuk Panitia Pemilihan;

Kepala Marga yang bersangkutan, haruslah mengadakan
perembukan dengan Pamong Marga sebawahannya, anggota-
anggota Dewan Marga dan pemuka-pemuka rakyat dalam
daerah Marganya untuk memilih anggota-anggota Panitia
Pemilihan;

93



94

Jika Panitia Pemilihan telah dibentuk, segera harus dilapor-
kan kepada Wedana yang bersangkutan, dan Wedana menge-
sahkan Panitia Pemilihan itu.

BAB V
Tentang Pemilihan

Pasal 12

Setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetu-
juan Wedana yang bersangkutan. maka Kepala Marga meng-
umumkan kepada rakyat di dalam daerahnya., bahwa akan
diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Marga, dan ke-
pada partai-partai/organisasi-organisasi serta kepada pemilih-
pemilih diberi kesempatan untuk memajukan calon-calon,
dalam rempo yang ditentukan batasnya:

Cara pengumuman itu dilakukan dengan menempelkan surat-
surat permakluman. serta dengan canang. atau dengan lain
cara yvang lazim dipergunakan. Dalam pengumuman itu. ha-
ruslah juga diberi keterangan seperlunyva untuk menjadi pe-
doman dan petunjuk bagi umum;

Pasal 13

Setiap partai/organisasi dan pemilih-pemilih yang ingin me-
majukan calon haruslah memasukkan daftar pencalonan ke-
pada Ketua Panitia Pemilihan;

Dalam daftar pencalonan itu haruslah disebutkan dengan
terang nama-nama calon-calon yang dimajukan, umurnya,
tempat tinggalnya, serta lain-lain keterangan yang menun-
jukkan bahwa calon-calon tersebut memenuhi syarat-syarat
yvang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, juga tanda tangan
dari masing-masing calon, sebagai tanda persetujuan atas
pencalonannya;

Daftar calon yang dimajukan sesuatu partai/organisasi harus
ditandatangani oleh Ketua dan Penulis dari Partai/organisasi
tersebut;
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Daftar calon yang dimajukan oleh sejumlah pemilih, haruslah
ditanda-tangani oleh semua mata pilih yvang mencalonkan;

Seseorang mata pilih hanya boleh ikut menanda tangani satu
saja daftar calon:

Seseorang mata pilih yang tidak pandai menulis, boleh ber-
tanda tangan dengan cap jempol, tetapi hendaklah di muka
Kepala Marga atau di muka Kepala Dusun/kampungnya;

Daftar calon yang kurang jelas atau kurang benar pada waktu
diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan, dapat diminta
seketika itu juga agar diperjelas dan dibenarkan;

Daftar calon yang dimasukkan setelah liwat dari tempo yang
ditentukan harus ditolak.

Pasal 14

Setelah liwat dari tempo yang ditentukan untuk memasuk-
kan daftar calon, maka Panitia Pemilihan melakukan pe-
meriksaan dengan teliti terhadap semua daftar calon itu,
dan memutuskan calon-calon vang ditolak:

Calon-calon yang ditolak, segera dipermaklumkan dengan
surat kepada pihak yang dimajukannya, dengan disertai ke-
terangan-keterangan sebab-sebabnya penolakan itu:

Dalam tempo selambat-lambatnya lima hari setelah per-
makluman penolakan itu, pihak yang berkepentingan dapat
memajukan pembelaan kepada Panitia Pemilihan. Panitia
Pemilihan dapat mempertimbangkan pembelaan tersebut,
dan menetapkan apakah penolakan itu harus ditetapkan atau-
kah ditarik kembali;

Setelah semua bandingan yang dimaksud dalam ayat 3 di
atas diselesaikan, Panitia Pemilihan haruslah membikin daf-
tar dari nama-nama calon dan pihak yang memajukannya.
Salinan daftar ini haruslah diumumkan, sehingga penduduk
dari setiap Dusun/Kampung dalam daerah yang bersangkut-
an dapat memakluminya.
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Pasal 15

Apabila banyaknya calon sama banyak, atau kurang dari
jumlah anggota-anggota Dewan Marga yang harus dipilih,
maka Panitia Pemilihan menetapkan bahwa semua calon-
calon itu dinyatakan terpilih;

Jika jumlah anggota-anggota yang terpilih menurut ayat 1
di atas ini masih kurang dar jumlah anggota-anggota Dewan
sebagaimana yang dimestikan, maka kekurangannya itu akan
ditambah oleh anggota-anggota yang sudah dinyatakan terpi-
lih itu, di dalam suatu pertemuan yang khusus untuk mak-
sud ini;

Sidang yang dimaksud di atas ini dipimpin oleh Ketua Panitia
Pemilihan dan dihadiri juga oleh segenap anggota Panitia
Pemilihan, yang semuanya ikut mempunyai hak suara;
Keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak dan suara
yang sama banyak diputuskan dengan undian.

Pasal 16

Apabila jumlah calon-calon melebihi dari jumlah lowongan,
maka Panitia Pemilihan menetapkan dan mengatur pemilih-
an yang akan dilangsungkan;

Untuk keperluan pemilihan itu, Panitia Pemilihan menetap-
kan di Dusun-dusun/Kampung-kampung mana pemilihan
akan diadakan, pemilih-pemilih dari mana yang harus ber-
kumpul di Dusun-dusun/Kampung yang ditentukan itu,
tanggal berapa dan hari apa serta dari jam berapa pemilih-
an akan dilangsungkan;

Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemilihan akan dilang-
sungkan. hendaknya atas perintahnya Kepala Marga, kepada
segenap penduduk diberi tahu akan adanya pemilihan itu
dan di mana pemilih-pemilih harus datang berkumpul untuk
memilih:

Dalam pcmberian tahu itu ditegaskan pula, bahwa pemilihan
akan dilangsungkan juga, pada waktu yang telah ditentukan,
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seberapa saja jumlah pemilih yang hadir.
Pasal 17

Pada hari pemilihan yang ditentukan setelah pemilih-pemilih
berkumpul, Panitia Pemilihan haruslah lebih dahulu memberi-
kan petunjuk-petunjuk yang perlu bagaimana cara pemilihan
akan dilakukan;

Nama-nama calon yang akan dipilih, diumumkan satu per-
satu kepada hadirin serta pihak mana yang mencalonkan-
nya;

Seboleh-bolehnya, semua calon-calon vang akan dipilih itu
hendaklah juga hadir di tempat pemilihan.

Pasal 18

Banyaknya mata pilih yang hadir tidak mempengaruhi sah
atau tidaknya pemilihan, vang tetap harus dilakukan pada
hari yang telah ditentukan, seberapa saja mata pilih vang ha-
dir, pemilihan mana dianggap sah sepenuhnya:

Pemilihan haruslah dilakukan dengan secara bebas dan ra-
hasia.

Untuk maksud itu, tempat pemilihan harus diatur begitu
rupa, sehingga ada suatu ruangan tempat Panitia Pemilihan
bersama segenap calon-calon yang akan dipilih, di lain ruang-
an tersedia pula kotak-kotak (tabung suara) tempat pemilih-
pemilih memasukkan tanda pemberian suaranya.

Calon-calon harus duduk berbaris, di mukanya terdapat
nama dan tandanya: Tanda itu berupa apa saja untuk cukup
dikenal dan diingat oleh pemilih yang tidak pandai mem-
baca;

Kotak-kotak suara (tabung-tabung suara) yang disediakan di
lain ruangan itu, haruslah sama banyak jumlahnya dengan
jumlah calon-calon dan pada setiap kotak (tabung) suara itu
diberi juga nama dan tanda yang serupa dengan nama dan
tanda calon masing-masing.
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Pasal 19

Pemilih-pemilih diatur sedusun-sedusun (sekampung-sekam-
pung) dan dipimpin serta diawasi oleh Kepala Dusun/Kam-
pungnya masing-masing.

Seorang demi seorang pemilih itu dipersilahkan masuk ke
ruangan tempat Panitia Pemilihan menanti, datang ke meja
Panitia dan meminta tanda pemberian suara dari Ketua Pa-
nitia Pemilih;

Setelah diberi kesempatan memperhatikan calon-calon
yang berada dalam ruangan itu, serta tanda-tanda dan na-
manya maka pemilih itu dipersilahkan masuk ke ruangan
kotak (tabung) suara, serta memasukkan tanda pemberian
suaranya ke salah satu kotak (tabung) suara dari calon yang
disukainya;

Setelah memasukkan tanda pemberian suaranya, maka pe-
milih itu harus keluar dari lain pintu dan tidak boleh ber-
kumpul dengan pemilih-pemilih yang belum melakukan pe-
milihan.

Pasal 20

Sctiap pemilih hanya mendapat sehelai tanda pemberian
suara, yang harus dimasukkan sendiri ke dalam salah satu
kotak (tabung) suara dari calon yang disukainya;

Tanda pemberian suara ini berupa secarik kertas yang sudah
diberi tanda yang tidak mudah ditiru, baik berupa cap res-
mi, ataupun cap tanda tangan dan harus serupa untuk se-
mua tanda pemberian suara;

Kotak (tabung) suara harus dikunci atau dilak, dan harus
disaksikan oleh orang banyak sebelum, maupun sesudah-
nya pemilihan;

Anggota-anggota Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh Ke-
pala Dusun/Kampung harus sama-sama menjaga jangan
sampai terjadi seseorang pemilih menyelundup untuk mem-



berikan suara sampai dua kali atau ada orang yang tidak
berhak memilih ikut melakukan pemilihan;

Ketika memberikan tanda pemberian suara, Ketua Panitia
Pemilihan dibantu oleh seorang anggota dan seorang anggota
lagi mencatat jumlahnya pemilih-pemilih yang datang mela-
kukan pemilihan, yaitu untuk keperluan pemeriksaan, de-
ngan jalan memperhatikan antara banyaknya tanda pembe-
rian suara yang diberikan dengan yang nanti terdapat dalam
kotak-kotak (tabung-tabung) suara.

Pasal 21

Setelah semua pemilih telah memberikan suaranya. maka
Panitia Pemilihan disaksikan oleh orang banyak. membuka
kotak (tabung) suara satu persatu.

Dari setiap kotak (tabung) suara itu dihitung berapa banyak-
nya tanda pemberian suara yang ada di dalamnya dan seba-
nyak itulah artinya suara yang didapat oleh calon yang
bersangkutan:

Berapa isinya setiap kotak (tabung) suara itu segera diumum-
kan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada orang banyak. dan
menuliskannya di papan tulis.

Jika pemilihan diadakan di beberapa tempat. maka harus
ditegaskan bahwa perhitungan itu hanya berdasarkan se-
mentara, dan hanya dari suara pemilih-pemilih di tempat
diadakan pemilihan itu.

Manakala pemilihan diadakan di beberapa tempat, maka
setelah pemilihan di berbagai tempat itu selesai, Panitia
Pemilihan harus mengadakan perhitungan suara yang peng-
habisan bertempat di ibukota Marga.
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BAB VI
Tentang Penetapan Anggota

Pasal 22

Setelah pemilihan selesai, Panitia Pemilihan mengadakan
sidang untuk menetapkan calon-calon yang terpilih.

Nama-nama calon dituliskan semuanya di dalam suatu
daftar, serta berapa suara yang didapatnya masing-masing
di suatu tempat pemilihan, dan/atau jumlah semua suara yang
diperolehnya. Urutan nama dalam daftar ini. adalah menurut
urutan banyaknya suara.

Jika terdapat calon-calon yang mendapatkan suara sama
banyak. maka untuk menetapkan nomomya di dalam daftar,
diadakan undian.

Pasal 23

Seseorang calon dinyatakan terpilih. manakala jumlah suara
vang didapatnya, sama dengan jumlah hasil bagi (kiesquo-
tient) yang ditentukan, atau lehih.

Hasil bagi (kiesquotient) itu ialah jumlah semua pemilih
vang datang memilih dibagi dengan jumiah lowongan. Jika
pembagian ini menghasilkan angka pecahan, maka pecahan
yvang kurang dari separoh, dibulatkan ke bawah. dan pe-
cahan dari setengah atau lebih, dibulatkan ke atas.

Panitia pemilihan menetapkan, bahwa anggota-anggota De-
wan Marga yang terpilih adalah menurut daftar, dari nomor
satu sampai nomor yang sama dengan jumlah anggota yang
diperlukan.

Pasal 24

Setelah ditentukan anggota-anggota yang terpilih, maka lain-
lain calon yang selebihnya, yang juga mendapat suara ter-
banyak atau lebih dari hasil bagi (kiesquotient) yang di-
tentukan itu, ditetapkan menjadi anggota, manakala ada
terlowong di antara masa.
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Seseorang pengganti anggota dengan lantas ditetapkan
mengganti sesuatu lowongan vang terbuka antara masa. de-
ngan ketetapan. bahwa masa keanggotaannya hanyalah se-
lama masa yang masih bersisa dari anggota yang diganti-
kannva

Manakala ada terbuka lowongan antara masa. maka Kopala
Marga haruslah segera mengusulkan sebagai gantinya yang
berhak itu kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25
Panitia Pemilihan haruslah membikin proses perbaal dan
jalannya pemilihan dan kesudahan pemilihan yang diada-
kan.

Panitia Pemilihan memaklumkan dengan surat kepada calon-
calon yang terpilih dan dalam tempo selambat-lambatnya
dua minggu haruslah anggota vang terpilih itu menyatakan
apakah ia menerima atau tidak keanggotaannya.

Jika yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia menerima
keanggotaannya. atau tidak memasukkan surat jawabannya
dalam tempo yang ditentukan. Panitia Pemilihan segera me-
netapkan gantinya.

Proses-perbaal di atas, bersama segala surat pernyataan dari
setiap anggota yang terpilih dan yang sudah menyatakan
menerima keanggotaannya, hendaklah segera dikirimkan ke-
pada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
Pasal 26

Atas nama Pemerintah Propinsi, maka Pemerintah Kabupa-
ten mengesahkan keanggotaan para anggota Dewan Marga
yang sudah sah terpilih.

Pemerintah Kabupaten, atau atas namanya, Wedana yang
bersangkutan akan melakukan pelantikan Dewan Marga yan
yang sudah terpilih lengkap menurut peraturan ini.

Setelah pelantikan yang dimaksud dilaksanakan, pekerjaan
Panitia Pemilihan dianggap sudah selesai dan Panitia dapat-
lah dibubarkan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

1. Panitia Pemilihan berhak mengambil tindakan yang perlu,
untuk mengatasi segala kesulitan yang ditemui selama men-
jalankan pemilihan ini, dan/atau untuk memutuskan segala
persoalan dan sanggahan yang dimajukan kepadanya.

[R]

Jika Panitia Pemilihan tak dapat memutuskannya, maka Pa-
nitia Pemilihan akan bersidang bersama-sama dengan We-
dana dan Camat yang berkewajiban menilik dan meng-
awasi pekerjaan Panitia Pemilihan, dan di dalam sidang ini
ditetapkan keputusannya yang terakhir.

Pasal 28

Peraturan Pemilihan dan Pembaharuan Dewan-dewan Marga
ini mulai berlaku sejak diumumkan, dan pelaksanaannya untuk
setiap Marga, atau berapa Marga, atau untuk seluruh Marga-mar-
ga. akan ditetapkan lebih jauh oleh Gubernur, Kepala Daerah Pro-
pinsi Sumatera selatan atau instansi, yang diberi kekuasaan oleh-
nya untuk ini.

Palembang, 9 Mei 1951

KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN
GUBERNUR
dto

=n Dr. M. ISA
Diumumkan pada har ini

tanggal 10 Mei 1951
fd. Sekretaris
dto

Patih R. Achmad.
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DAFTAR INFORMAN

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat,/tanggal lahir
Pekenjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

: Moh. Dhani
: Dusun Kenten/1937

Pesirah Kepala Marga Gasing
Islam
SMP berijazah

- Indonesia
s ‘Dusun Kenten Kecamatan Ta-
lang Kelapa Musi Banyuasin.

: Zawawi
: Sekayu/1934
. Pesirah Kepala Marga Menteri

Melayu
Islam

: SMA dan Secaba Kepolisian

Indonesia/Inggris (pasif)

- Sekayu kampung [ (Muba).

Yahya lderis
Dusun Sukajadi/Agustus 1939

Pesirah Talang Kelapa

Islam

. SMA berijazah

Indonesia
Dusun Sukajadi (Muba).

- Z. Zabidi Majid

Kampung 4 dusun Pangkalan
Balai/1934

: Pesirah Kepala Marga Pangkalan

Balai

. Islam

: SMA berijazah

: Indonesia

: Kampung 4 dusun Pangkalan

Balai (Muba).

103



104

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama
Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan

Agama
Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama
Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama
Pendidikan

Moh. Yani, BA

Dusun Pulau/Juni 1940

Kepala Inspeksi SD Banyuasin
1

Islam

Semester [X Fakultas Keguruan
UNSRI

Indonesia dan Inggris

Kampung 3 dusun Pulau (Mu-
ba).

Moh. Helmy

Kampung 4 Dusun Lumpatan/
1944

Kepala SMP Swadaya Lumpat-
an/Guru Honorer SMA Negeri
Sekavu

[slam

SM. IT Jurusan I[lmu Pasti Fa-
kultas Keguruan UNSRI
Indonesia

Kampung [ dusun Lumpatan
(Muba).

Hilal Arsyad BA

Dusun Merapi/1 946

Pesirah Kepala Marga Ps. Me-
rapi

Islam

APDN

Indonesia dan Inggris (pasif)
Dusun Merapi Kecamatan Me-
rapi.

Roosman

Dusun Merapi/1958

Pembantu Pesirah/Juru Tulis
Marga

Islam

SMEA berijazah



10.

11

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

: Indonesia
: Dusun Merapi Kecamatan Me-

rapi.

Rumsyah
Dusun Endikat Ilir/1936

. Pesirah Kepala Marga Gumai

Talang Kabupaten Lahat

: Islam
: SMA berijazah

Indonesia dan Inggris (pasif)
Dusun Endikat [lir Kab. Lahat.

Amat San

Dusun Endikat Ilir/1945

Kerio Dusun Endikat [lir

Islam

SMP

Indonesia

Dusun Endikat Ilir Kab. Lahat.

Namasin Rahib
Dusun Sugiwaras Marga Gumai
Talang/1916

: Jurutulis Marga Gumai Talang

Islam
L.V.O.
Indonesia

: Dusun Sugiwaras Marga Gumai

Talang Kabupaten Lahat.

. Bastari Saleh

Dusun Perangai Marga IV. Sn.

Agung tahun 1937

Pesirah Kepala Marga IV. Sn.

Agung

. Islam

SMP berijazah

: Indonesia
: Dusun Perangai Marga [V. Sn.

Agung (Kabupaten Lahat).
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14.

15.

16.
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Nama
Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan

Agama

Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Mama
Tempat/tanggal lahir

: Abdulgani

Dusun Kotaraya Marga IV.Sn.
Agung/1925

: Jurutulis Marga IV. Sn. Agung.
: Islam

: Vervolgschool

: Indonesia

: Dusun Kotaraya Marga IV.Sn.

Agung Kabupaten Lahat.

: Soedjoko
: Cirebon Jawa Barat/1927

Lurah 15 Ulu Palembang
Islam

: KPA/A dan SMA

Indonesia dan Belanda (pasif)
Kantor Lurah 15 Ulu Palem-
bang.

M. Amin Asyaari, BA
Palembang/Agustus 1934
Lurah Ilir Palembang
Islam

- APDN

Indonesia dan Inggris
Kantor Lurah 9 Ilir Palem-
bang.

1.Z. Akil BA o 3
Kampung 28 Ilir Palembang/
1936

Lurah 26 Ilir Palembang

Islam

- APDN

Indonesia dan Inggris
Kantor Lurah 26 Ilir Palem-
bang.

Abdulazis BA
Dusun Lumpatan / Pebruari
1946



18.

Pekerjaan
Agama
Pendidikan

Bahasa yang dikuasai
Alamat sekarang

Nama
Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan
Agama

Pendidikan

Bahasa vang dik uasai
Alamat sekarang

Numay
Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan
Agama
Pendidikan

Bihdsa yang dikuasai
Alamat sekarang

: Guru SMA Negeri Sekayu

Islam

Sarjana Muda limu Pasti Fakul-
tas Keguruan UNSRI Palem-
bang,

Indonesia dan Inggris

Kampung [V Lumpatan (Muba)

Intan Baiduri BA

Dusun Talang Kelapa/Januari
1944

Kasi Kebudayaan Talang Kelapa
Banyuasin [} (Muba).

Islam

Sanana Muda Jurusan Sejarah
Fakultas Keguruan UNSRI Pa-
lembang

Indoncesu gan Inggris

Jalan Sosul KM 5 Palembang.

Insan Abubakar BA

Dustn Lok Teberau Muba
April 1943 »
Guru Inpres Talang Betutu don
Guru Honorer pada SMA 1]
Negert Palembang

isiam

Sarjana Muda Sejarah Fakuwltus
Keguruan UNSRI  Palembang
Indonesi dan Inggns
Talangratu KM > Pilembang.
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No.

LEMBAR —— RALAT

o Judul Masalah B:: 51 Tertulis Seharusnya
iii (Prakata) 4 Drs.M.Alitmansyur| Drs. M. Alimansyur
3 2 Kota Madya Kotamadya
8 18 di daerahini di daerah ini
1 21 | funksi fungsi
31 23 |danirama dan irama
38 15 | peningkatankesa peningkatan kesadaran
daran
52 30 |funksinya fungsinya
55 5 Kota Madya kotamadya
41 1 Kyayi / Ulama Kyai / Ulama.
61 12&11 Kota Madya Kotamadya
76 33 | mengadakankoordi| mengadakan
nasi koordinasi
78 10 |laporanini laporan ini
23 |Kota Madya Kotamadya
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